
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEIIYELENGGARA PEMILU

Di uh laman

PU TUSAI{
l{omor: l24-PKBDKPP lV I 2Ot9

DEITAI| I(EIIORUATAT PEMTELDIGG/IRA PEMILIIIAIT UMUU

RTPUBLIX IITDOITESIA

DEIUI KEAI)IL/II{ DAIT KEHORUATA]{ PEI|YELEI{(X}ITRA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Penga'duan

Nomor: 1I9-P/LDKPP lV l2}lg, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 124

-PKE-DKPP/V/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode

Etik Penyelenggara Pernilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDEITTITAS PEITGAI'U DAIT TTRADU

[1.U PEITGA.DU

Nama : Andl Tehmf.l
Peke{aan/Lembaga : Wiraswasta/ Calon Anggota DPRD

Alamat : Dusun Tritunggal, Desa Bulumario
Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu, Provinsi
Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut sebagai--------- PGEgsdu

TERIIADAP

[1.2] TTRADU
l. Nama : Syehren Ahoad

Pekerjaan/Irmbaga : Ketua KPU Kabupaten Pasalgkayu, Provinsi
Sulawesi Barat

Atamat : Jalan Ir. Soekamo, Kabupaten Pasangkayu,

Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutrrya disebut sebagai------ -Teredu I

2. Nama : Harl5mood Suly Jullor
Pekedaan/l.embaga : Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu, Provinsi

Sulawesi Barat
Alalllar , 

fljl11. j-".Ij.1l,1;Ntuupatcll rasarBKavu,

Selanjutnya disebut sebagai--------- Tendu II
3. Nama ' 11"6."ryah

Pekeriaan/Lemhesa Anqsote KPI I Kahrlnaten Pasanqkavrl Prowinsi

Sulawesi Barat

Salinan putusd ini tidak bisa diP.'gunak& scbagai tujukd rEEi atau alat bukti.
Untuk infomai l.bih t&jut, hubungi Sekictsis P.rsidangai DKPP RI, J. MH. Thamrin No. r 4, Jak{ta Pu.at I0350,

T.lp. {cl1l s1922450, Fax- {021) 31e224s,
Email: info(aldkpp.ao.id
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4. Nama

Pekerjaan /Lembaga

Alnmn*
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Alamat : Jalan Ir. Soekarno, Kabupaten Pasangkayu,
Provinsi Sulawesi Barat

De.EtlUtr[rlya OrSeOUf Se0agau--- ----- reracu trr

Syahnrddia
Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu, Provinsi
Sulawesi Barat
Iolon Ir Qnolromn Ilnlurnofcn Doooatlsotrtt

Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai--- -----Teradu fll

5. Nama : Alamsyah
Pekerjaan lLelm.baga : Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu, Frovinsi

Sulawesi Barat
Alamat : Jalarn Ir. Soekar-rro, Kabupaten Pasangkayu,

Provinsi Sulawesi Barat
Sela4iutnya disebut sebagai--- ------Teradu V

6. Nama : Ardi Trisandi
Pekerl'aan /Lelr:.baga : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangt<a5ru, Provinsi

Sulawei Barat
Alamat : Jalan Moh. Hatta Kabupaten Pasangkayu,

Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut sebagai-- -----Teradu VI
Selanjutnya Teradu I s.d Teradu VI disebut sebagai -para Teradu

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Membaca jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan Para Teradu;
Mendengar Keterangan Pihak Terkai!
Mendengar keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan saksama segala bukti yang
diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERIIARA

[2.1] ALASAJT DAII POKOK pElyeADUAIy pEltcADU
Bahwa Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu {selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor pengaduan
119-P/L-DlaP/v/2oL9 tertanggal 24 Mei 2otg yang diregistrasi dengan
Perkara Nomor 107-PKE-DKPPlw/2019, yang pada pokoknya menguraikan
sciragai Lcrikuu
Ia I it rr6--t-a:

1' Bahwa pada tanggal 17 April 2OL9 dilakukan Pemilihan Umum di seluruh
Wilayah Republik Indonesia, untuk memilih Presdien dan Wakil presiden,
Anggota DPR RI, Anggota DpD RI, Anggota DPRD provinsi dan Anggota
lJmu_J r\ao upaten/ rroIa;

i D^L*-- l-^--r----1--- +-*'--- D^-:+":^ ,)^*-^----- y ^..--..-.. /nnr l n^-^ n-.--

oge Kecamatan Pgdgngga Kabupaten pasangkayu provinsi Sul,awesi
Salinm Putlsan ini tidal< bisa dipergunJm sebagai rujukan.L-i "t., alat bulrti.untuk inrormasi rebih lmjut, n"t"*,rtff?tTi;[iLlTSSyAit.* gr:amrin No. 14, Jaktrta pusat ro35o,

Email: infa2dkou.co.id
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Barat, pada tahapan penghitungan Surat Suara, di TPS 01 Desa Batu Oge
terdapat Surat suara tercoblos vanq diberi tanda khusus dan atau
menuliskan nama, oleh Petugas/Ketua KPPS setempat a.n. Risman B;

J. Earrwa, Lcruauap KcJaurarr scuaS,a-rlllarra uuuaKsuu trraua aIrBKa lzt, pldua
hari itu juga salah seorang warga setempat dan atau salah seorang
pemilih di TPS 3 Desa Batu Oge an. Sunardi, melakukan protes dan
t:reurl.nte. proses pemilihan untuk drhen+jkan neoun oleh Pett:gas IInPS
setemnat tidak mensindahkan dan melaniutkan Droses nenehitunean
kertas suara sampai selesai;

4. Bahwa, pada tanggal 19 April 2OL9, Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge
Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, telah mengeluarkan surat
yang ditujukan kepada Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge, yang pada
prinsipnya menyampaikan bahwa, kejadian yang terjadi pada TPS 01
Desa Batu Oge, dengan adanya surat suara sebanyak 32 lembar yang
diberi tanda khusus dan atau dituliskan nama oleh Petugas/Ketua KPPS
yang mengakibatkan surat suara tersebut Udak sah adalah merupakan
pelanggaran administrasi pemilu dan wajib dilakukan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) pada TPS dimaksud, namun oleh pihak penyelenggara dalam
hal ini KPU Pasangkayu, PPK Kecamatan Pedongga, PPS Desa Batu Oge
dan Petugas KPPS Desa Batu Oge tidak mengindahkan Surat Panitia
Pengawas TPS tersebut;

5. Bahwa, tindakan dan atau perbuatan Petugas/Ketua KPPS tersebut
dengan memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat
suara, sangat jelas melanggar Asas kerahasiaan dalam Pemilihan Umum,
sebagaimana dimaksud pasal (21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
umum Nomor 3 Tahun 2oLg tentang Pemungutan dan penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum;

6. Bahwa, terhadap kejadian dan atau perbuatan petugas/Ketua Kpps 01
Desa Batu Oge, yang memberi tanda khusus dan atau menuliskan nama
pada surat suara seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
di TPS 01 Desa Batu Oge, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372
ayat (2) poin b dan c undang - undang Nomor z rahun 2oL7 tentang
Pemilihan lJmum, rlan Ketentuan pasal 65 ayat (2) poin b dan c pKpU No.
3 tahun 2ol9 sebagaimana diubah dengan pKpu No 9 tahun 2olg
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2oL9 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Dalam
Pemilihan lJmum,

7. Bahwa, berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Pedongga Nomor; O37/panwaslu/pedonsgalrv /2019 Berkas
Perihal; Rekomendasi Pemungutan suara ulang (psu) di rps 03 Desa
Batu oge Kecamatan Pedongga, pada prinsipnya menyampaikan bahwa
telah te{adi pelanggaran administrasi pemits di TpS 03 Desa Batu Oge
waroaoton Dcrlanmo don tploh maralznmanr{osilzan rra*rrl: Ailolrttlzoa

Pemungutan Suara Ulane tpSU) Dada TpS tersebut;
8' Bahwa, Pelanggaran administrasi pemilu dimaksud adalah sehubungan

dengan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas Tps 03 Desa Batu
oge, ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih yang telah ikut memilih

I m^ , - 1 , / , I 1 i : I _ m I __ 1 t -_ __ r IPOUq tl v LLrouuuL rr"rrrurl uululI vuaqglc 1a a4uulr u4rr a.gu uuuqtr
l.nenilzah den qtett nernah rneni1rah qehaoeirnsrtq diqtttr rlqlqrn betenl;.tqrr

Salinm putusan ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukm rsmi atau alat bukti.untuk informxi lebih lanjut, hubungi Sekretais F.r"Id*gr1 nxpFru, .n. un. 1r*i. No. 14, Jakarta pusat 10350,
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Pasal 1 angka (34) Undang-undang No' 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum;
9. Bahwa, dengan adanya pemilih yang ikut memilih dal belum bemsia 17

tztllulrScltauuitltLcluiirLaluaniillrUrI[laupullL,rl,:,'lflaxlaulIrJ
tersebut wajib dilalukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana

dimaksud da-lam ketentuan pasa-l 65 ayat (2) poin d PKPU No' 3 tahun

2019 se!:ag'iuana telah diu!-ah deng"'n PIr-Pr-t Nc' 9 t:hun 20!9 ten+-" rg
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suzrra p61a6 psrnilihan Umum'

10. Bahwa, di TPS 04 Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayau

yang merupakan Daerah Pemilihan Pasangkayu IV (empat) telah

ditemukan adanya surat suara yang tertukar dari Daerah Pemilihan

Pasangkayu III (tiga), dan di TPS 03 Desa Balanti Ke camatan Baras

Kabupaten Pasangkayu yang juga merupakan Daerah Pemilihan

Pasangkayu IV (empat) juga ditemukan suarat suara yang tertukar dari

Daerah Pemilihan Pasangkayu I (satu) yang kesemuanya telah digunakan

oleh Pemilih;
11. Bahwa, dengan adanya surat suara yang tertukar sebagaimana diuraikan

pada angka 10 diatas, diduga kuat karena Petugas KPPS melanggar

ketentuan peraturan perundang-undalgan, sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 354 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

Sebelum melaksanalan Pemungutan Suara , KPPS :

a. Membuka Kotak Suara;
b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara; dal
f. Menandatangani suarat suara yang akan digunakan oleh pernilih;

12. Bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka (11) diatas, wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada

TPS tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 65 ayal (2l.poin "a", PKPU No.

3 tahun 2Ol9 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

(ayat 2); Pemungutan suara di tPS wajib diulang apabila dari hasil
penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan

sebagai berikut;
(poin a); Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara
dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
Erahrlo, atos l--i-r{ian zlon oforr n-l-r*^-.---a!ortr^ran oahorcia^n-

diuraikan diatas, telah disampaia,kan dan atau telah diketahui Para
Teradu baik melalui pengadu maupun melalui Rekomendasi dan surat
Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kecamatal dan Desa, namun
Para Teradu hanya melakukal pembiaran yang seharusnya memutuskan

!a r uuuu6ulau vuua vr@r6

Balrrrra r-rcnrrqnrntiqn lrenada Para Teradtr terlroif lrc,iadian w.lqnssqran-

12

14
pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas, baik melalui Pengadu

Saline putus& ini tidak bi6a dipdsunake s.basai rujukan r6mi atau alat bukti.
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maupun melaui Rekomnedasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada
Tinekat Kecamatan dan Desa, masih dalam tenqqang waktu pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang {PSU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayal tJ, rclaLuIall lrurrrlsl rclllulllall ufilurrl r\ulllul J lit-Irurl zuLy LcrrLa.IrB,

Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
15. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat l2l Peraturan Komisi

Pernilihan LTmum No. 3 tahun 20L9 ten+-ang Penungutan dan
Penehitunean Suara Dalam Pemilihan Umum. Peneambilan Kenutusan
terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang {PSU) adalah merupakan
kewenangan Para Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V;

16. Bahwa, Teradu VI sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, diduga
tidak melakukan tupoksinya dengan baik, dan terkesan melakukan
pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan
diatas, dengan tidak adanya ketegasan dalam merespon Rekomendasi
yang dikeluarkan Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat bawah,
seharusnya Teradu VI secara tegas mengeluarkan Rekomendasi untuk
dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang {PSU);

17. Bahwa, Teradu VI sudah pernatr dijatuhi sanksi peringatan keras oleh
DKPP, pada saat yang bersangkutan menjadi Anggota KPU Kabupaten
Mamuju Utara yang sekarang Kabupaten Pasangkayu berdasarkan
Putusan DKPP No. 49 & 69IDKPP-PKE-IV/2015.

[2.1.U Andisis Pasal
1. Bahwa, di rPS 01 Desa Batu oge Kecamatan Pedongga telah teq'adi

pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan surat Panitia Pengawas
Pemilu TPS 01 Desa Batu oge yang pada prinsipnya meminta untuk
dilakukan Pemungutan suara ulang, (vide Bukti p-2), namun para
Teradu I, Teradu II, Teradu [II, Teradu IV dan Teradu V, tidak
menindaklanjutinya dalam hal ini tidak mengambil keputusan untuk
dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (pSU) di TpS tersebut;
Pengadu berpendapat tindakan Para Teradu tersebut melanggar Prinsip
berkapastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP No. 2 tahun 2OL7 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum clengan
alasan;
a' Bahwa, tindakan dan/atau perbuatan memberi tanda khusus danl

atau menuliskan nama, pada surat suara yang digunakan pemilih,
oleh Petugas KPPS, sebagaimana terjadi di rps 01 Desa Batu oge
Kecamatan Pedongga, selain melanggar Asas kerahasiaan pilihan
Pemilih, juga bertentangan dengan ketentuan pasal s72 ayat {2) huruf
b dan undang-undang Nomor 7 Tahun zoLZ tentang pemilihan
umum, dan Pasal 65 ayat (2) poin "b" dan ,.c" peraturan l{omisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OLg sebagaimana telah diubah
z{anaoa Darofrrron llnmisi Damilihan Tfmrra l\fnmnr O ,'|.a}rrrn tnlo

tentang Perubahan Atas Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2ol9 tentang pemungutan dan penghitungan suara Dalam
Pemilihan Umum;

b. Bahwa, Petugas dan/atau Ketua Kpps 01 Desa Batu oge Kecamatan
itti'-^^"g* yu^i -.t^-L-^i L.^.l- l*1^;o;o .1.-.^1'-i--* -r*i^s .--r^*liol*.
lt^tYte nqda srrrqf srrqra rznrlo q]ren rTiottt:,qlzqn nernilih qdsTqh it.ros
salah satu pemilih di TPS tersebut berdasarkan Daftar pemilih Tetap

- Salinm putYsln ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujuku r6mi atau alat bukti.untuk inromai tebih rmjut, ""b"**f.dil;;;;i;lruS=fflfii*;#Xrl*n No. 14, Jakrta pusat r03s0,
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(DPT) Pemilihan Umum tahun zOLg yang terdapat dalam Nomor Urut
23 a.n Risman B: fBukti P - 15):
Sehingga tindakan dan Perbuatan Petugas dan/atau Ketua KPPS
LetscuLlL uapal pura urllral(rr.a.l', auarrya rcLuE,as ArrD rrlcffl[lla. pc[ruur
memberikan tanda khusus dan atau menuliskan nama pada surat
suara yang digunakan pemilih, sebagaimana dimaksud Pasal 372
hur-':f b r-hdang-undang Nc-ror 7 Tahun 2OL7 tentang FeqlLihan
Umum dan dan Pasal 65 avat (21 hurrf b Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2Ol9 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2OL9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2Ol9 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum;

c. Bahwa, tindakan dan/atau perbuatan Petugas dan/atau Ketua KPPS
O1 Desa Batu Oge yang memberi tanda khusus dan/atau menuliskan
nama pada surat suara sebanyak 32, yang sudah digunakan pemilih,
sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, adalah
perbuatan atau tindakan merusak lebih dari satu surat suara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2) huruf c dan Pasal 65
ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum;

2. Bahwa, di rPS o3 Desa Batu oge Kecamatan pedongga berdasarkan
Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pedongga
Nomor 037/Panwaslu/Pedongga/\I/2019 fvide Bukti p- 6), telah terjadi
pelanggaran administrasi pemilu, dimana terdapat 2 (dua) orang pemilih
yang belum berusia 17 tahun, belum kawin d.an atau belum pernah kawin
dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, ikut memberikan suara,
namun Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu rv dan Teradu V, tid.ak
menindaklanjutinya dalam hal ini tidak mengambil keputusan untuk
dilakukan Pemungutan suara ulang (psu) di rps tersebut;

Pengadu berpendapat tindakan Para Teradu tersebut melanggar prinsip
berkapastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Prinsip akuntabilitas
sebagaimana rtimalsud dalam Peraturan DKPP No. 2 tahun 2OLZ tentang
Kode Etik dan Pedoman perilaku penyelenggara pemilihan Umum dengan
alasan;
a. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal I angka {3a) Undang-undang

Nomor 7 Tahun zoLT tentang pemilihan umum, pemilih adalah warga
Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebitr,
orrrlolr lzorrrin oforr srrzlolr ncmoh l:ourin.

b. Bahwa. berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (21 poin ,,d.,, peraturaJr
KPU Nomor 3 tahun 2org sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan KPU Nomor g tahun 2oLg tentang perubahan Atas
Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2olg rentang
I--"-L.^!*t^^ .l'-^^ l-^."1-i-;^^"-i^ c;** D-l-.- I--^-.-lr].^-.^ Ui-*,-,
Pernrtnorrfan Srrqrq rli TpS rraiih rlirrlancr anahilo tcrrlqnql pernilih

, salinan putusil ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.untuk informci lebih lmjut, hubungi Sekretaris r.."Ta"r,g"., oxpFru, ,n. ug. ftr"*in No. 14, Jal<ata pusat 10s50,Telp. (021) st9224SO,Fa:r (O2l) 3192245,
F_^:t- i-ar^rll_- ^^:l
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yang memberikan suara dan tidak memiliki KTP-e1 atau Suket serta
tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB:

c. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang
I\UTTIUI' Z'+ IAITIIII ZU LJ LCIILAIIE, TEI I.rUAIIAII ALAS UITUAITS,-LIII(IAITE,

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el
hanya dapat/wajib diberikan kepada warga negara yang sudah
ber':r'r.ur' 17 +-qhun; {Ruk+j P-15);

3. Bahwa. di TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras
Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu
yakni pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara tidak
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada pasal 354 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan (Jrnum, sehingga mengakibatkan tidak
teridentifikasinya surat suara yang tertukar antara Daerah Pemilihan
yang satu dengan Daerah Pemilihan yang lain, namun atas kejadian
tersebut Para Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V,
tidak mengambil keputusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) di TPS tersebut;
Pengadu berpendapat tindakan Para Teradu tersebut melanggar Prinsip
berkapastian hukum, Prinsip profesionalitas dan Frinsip akuntabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP No. 2 tahun 2OL7 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan
alasan;
a. Bahwa, dengan adanya surat suara yang tertukar di TPS tersebut,

dapat diduga Petugas KPPS tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum dilakukannya pemungutan suara
sebagaimana dimaksud Pasal 354 ayat (1) undang-undang Nomor 7
Tahun 2Ol7 Tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 6s ayat (2) huruf "a,, peraturan
KPU Nomor 3 ta-hun 2olg sebagaimana telah diubah d.engan
Peraturan KPU Nomor g tahun 2019 tentang perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2olg rentang pemungutan dan
Penghihrngan suara Dalam pemilihan umum, pemungutan suara di
TPS wajib diulang apabila Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas
pemungutan suara udak dilakukan menurut t,ltf_ cara yang
ditetapkan dala m ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa, Teradu v, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten pasangkayu,
memiliki kewenangan mengawasi, memeriksa dan mengkqji atas setiap
adanya dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana d.imaksud pasal 103
huruf a, b, dan d undang-undang Nomor z rahun 2olr rentang
Pemilihan umum, nemun terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran
sebagaimana telah diuraikan Pengadu Saudara Teradu VI terkesan
mp.lolzrrlzon namhioron. (Ebrlzfi p _ 1.7\.

Pengadu berpendapat tindakan Saudara Teradu M tersebut melanggar
Prinsip berkepastian hukum, Prinsip profesionalitas dan prinsip
akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKpp No 2 tahun
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara pemilihan
U**-^.1-.^j-,^ *Lo*^,
a Rqhrrra Teradll \/I -<retrasai Ketrre Flarrreslrr Kchrrneten p.asano:kannt

seharusnya menindaklanjuti laporan maupun Rekomendasi yang
Salinm p"tY"T ini tidak bisa dipergrrnakan sebagai rujukan rsmi atau alat bukti.untukinrormai rebih lmjut, n"o"*,.,:.if.,1il;;;;i;rff*::[Iflt 

X** No. 14, Jakatapusat ros50,
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dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kecamatan
dan Desa:

b. Bahwa, Teradu VI, seharusnya secara tegas mengeluarkan
.rscl(ulrlcrruasr Kcpaua .t\.ru r\auupaLcrr rasalr8,Kayu uIlLLlt(
mela-ksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang secara
nyata telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu;

c. B3h..1,4, dengan tidak adan5lq keputusan den atau ;a..'.,aban +jndrL
laniut terkait lanoran vans Peneadu samoaikan nada tanseal 26 Ar:ril
2OLg kepada Teradu VI, adalah sebuah indikasi bahwa Teradu M
telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu
serta tidak melaksanakan tupoksinya sebagai Pengawas Pemilu
dengan baik; (Bukti P-18);

5. Bahwa findakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan
Teradu M, sebagaimana telah diurai diatas adalah sebuah tindakan yang
dapat diduga melanggar Prinsip berkepastian hukum, Prinsip
Prefesionalitas, dan Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada
Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, serta merupakan perbuatan
melawan hukum dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

12.1.21 Tanggapan dan Kesimpulan Pengadu
12.\.2.11 Fakta-Faha Persidangar
1. Bahwa Pengadu tetap pada pokok pengaduan;
2. Bahwa Teradu I sampai dengan v menerangkan yang pada pokoknya,

mengetahui kejadian di 4 (empat) TPS sebagaimana dalam Pokok Aduan
Pengadu, pada hari dan atau tanggal penghitungan suara di rps
dimaksud, ( Hari Rabu Tanggal 17 April 2OL9);

3. Bahwa Teradu I sampai dengan v meneraagkan yang pada pokoknya
telah melakukan kajian secara mendalam atas pelanggaran yang
direkomendasikan Panwaslu Kecamatan Pedongga dan pangawas Tps
Desa Batu Oge, dan menyimpulkan tidak cukup bukti untuk melakukan
Pemungutan suara ulang (PSU), sebagaimana Rekomendasi dimaksud;

4. Bahwa, Teradu I syahran Ahmad, menerangkan yang pada pokoknya,
pada hari dan tanggal pemungutan suara, benar melihat dan/atau
memeriksa 2 (dua) KTP-e1 yang digunakan Pemilih dan Teradu I Syahran
Ahmad mengakui bahwa pemilik dan atau pemilih yang akan
menggunakan KTF-eI dimaksud belum berusia 17 Tahun pada hari itu
yakni pada hari Pemungutan suara 17 April 2A19, ber{asarkan Tanggal,
bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam KTp-el tersebut;

5. Bahwa Teradu I sampai dengan v menerangkan yang pada pokoknya
tidak melakukan tindakan Pengawasan Internal terhadap petugas KppS di
4 (empat) IPS sebagaimana dalam pokok Aduan pengadu;

A PoLrrro Traror{rr T oomnoi dpncoa \/ aanaronrlzan jro-I nar{o anlzaltntro,

terhadap pelansgaran dan/atau keiad,ian di TPS 01 dan TpS 03 Desa Batu
Oge Kecamatan Pedongga telah
Kabupaten Pasangkayu;

meminta saran kepada Bawaslu

7. Bahwa Teradu I sampai dengan V telah menyampaikan dalil-dalinya
,L 

!, - , :t t!u@qau 1,urgrucrrborr ug,t uuuuq uwrr _raulrui^ suuqrq LutLuuo,
a Rehura Terqdrr Vt Arrli Trisqndi ]f.ef,tq Rervashr Katurnqfen pesancrlrarrrr

menerangkan yang pada pokoknya, benar bahwa Teradu I sampai dengan
Sarina Putusan ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukan resmi atau alat bulrti.Untuk informasi lebih lmjut, hubungi Sekretais P..rid.tg.t, orpFru, u. rtan. irr"-.in No. 14, Jakata pusat 1035o,relp- (o2 1) s"tiil:gl= (:^, r) 31s224s.
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V telah meminta sa,ran dan/atau pendapat dan telah memberikan saran
dan /atau pendapat dimaksud:

9. Bahwa Teradu VI Ardi Tfisandi memberikan keterangan bahwa pihaknya
LClaIl .Lucrr.E,erua.lKarr Jawaualr Lcrr(arL raIJUrarr yar].B, ursarulJall(alr rcriEauu
pada tanggal 26 April 2019, yang pada pokonya menerangkan Laporarl a.

guo tidak memenuhi syarat formil;
!2. ! -2 -21 Fend gpet,/ It-esfu=pula- Pelgadu
1. Bahwa. atas keteransan dan/atau Penielasan Teradu I samoai dengan V.

sebagaimana dimaksud pada angka 2.1.2.1 baik yang disampaikan secara
lisan di persidangan pemeriksaan maupun secara tertulis, Pengadu
berpendapat bahwa Teradu I sampai dengan V telah keliru dalarn
memahami Norma Hukum Pasal 372 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan
Umum jo. Pasal 65 ayat {2) huruf a, huruf b, huruf ,) dan huruf d
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2OL9 sebagaimana telah diubah dengan
PKPU Nomor 9 Tahun 201-9 tentang Perubahan atas Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2OL9 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum;

2. Batrwa Teradu I sampai dengan v dalam Keterangannya baik lisan
maupun dalam jawaban tertulisnya mendasarkan kajiannya pada pasal-
pasal yang mengatur Prosedur, tarta cara penyelesaian pelanggaran
administrasi pemilu sehingga norma hukum dan atau unsur yang
dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat {2) a quo diabaikan.
Maka dengan demikian Pengadu berpendapal flalil Teradu I sampai
dengan V baik yang disampaikan secara lisan dalam sidang pemeriksaan
maupun dalil dalam Pokok Jawaban tertulis, patuflah kiranya untuk
dikesampingfuan dan ditolak karena tidak berdasar;

3. Bahwa terhadap dalil dan atau keterzrngan Teradu I Syahran Ahmad,
Pengadu berpendapat bahwa Teradu I syahran Ahmad keliru dalam
memahami Norma ketentuan syarat memilih yakni; Telah berusia ,7
Tahun/sudah pernah menikah, Terdaftar dalam DPT dan Memiliki KTP-e1.
Seharusnya Teradu I memahaminya secara Kumulatif dimana unsumya-
unsurnya harus terpenuhi secara keseluruhan, namun kenyataannya di
TPS 03 Desa Batu oge Kecamatan pedongga terdapat 2 (dua) orang
pemilih yang ikut memilih belum berusia 17 Tahun dan/atau sud.ah
pernah menikah dirnals kejadian itu disaksikan langsung oleh Teradu I,
seharusnya Saudara Teradu I tidak membiarkan itu terjadi karena
walaupun pemilih tersebut memiliki KTP-el tetapi yang bersangkutan
belum berusia 17 Tahun/belum pernah menikah dan tidak terdaftar
dalam DPI;

4. Bahwa tindakan Para Teradu pembiaran terhadap adanya pelanggaran
Kode etik, Kode Prilaku, sumpah/janji dan/atau Fakta Integritas yang
Ailol,rtlzon Dai-rrooe rapDa ,{i z 

{--l-*) TrDe ep}roroimana Aolq,- nnLalz

aduan Pengadu, hal tersebut sebuah tindakan v€rng menvimpang dan
tidak patuh pada Peraturan Perundang-undangan, dimana para Teradu
tidak menjalankan kewenangan dan atau kewajibannya untuk melakukan
Pengawasan Internal sebagaimana diperintah pasal 101 peraturan KpU

.1.rrlvurul u rarrula avLv Lvlr@tr5 raE r\LrJq l\vaulEl r uutlltrau vllqru, t\ulrrlot
Pevnilihen f lrnlrrn Prnrrinsi rlsrr Kornisi Pernilihen ITrnrrrn l{ahrrnaf.rr lKnla.

5. Bahwa terhadap dalil Para Teradu I sampai dengan V, baik yang
salinm putusm ini tidak bisa dipergunaku sebagai rujukm r*mi atau alat bukti.untukinrormsirebih rajut, t"b"ryi sif;.rlil;l;;;1;f=:%ifi,.*#XJ"*in No. 14, Jakatapusat 10350,
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disampaikan secara lisan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 12 Juli
2019 maupun dalil vanq disampaikan secara tertulis. Pengadu
menganggap tidak relevan, tidak trerdasarkan fakta dan tidak berdasar
sccala rlu.ls.ur[. \Jlcrr r{arcua lLu paluuarr rilauya ulrLura uu(csa[rlJurg,Kau
dan dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

6. Bahwa terhadap dalil dan/atau keterangan Teradu VI tudi Ttisandi baik
yang disanpar-L3r s.c?r'a lisan dahr:r sidang per:renksaan maupun dalar:s
iawaban Teradu VI- Peneadu beroendanat bahwa Teradu M keliru dalam
rnemahami Pokok Aduan Pengadu, bahwa Teradu VI tidak tegas dalam
memberikan pertimbangan hukum kepada Teradu I sampai dengan V,
dimana dalam pertimbangan tertulis Teradu M vang disampaikan kepada
Teradu I sampai dengan V menjelaskan bahwa terhadap kejadian di TPS 1

dan TPS O3 Desa Batu Oge adalah merupakan pelanggaran Pemilu dan
memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, namun
pada kesimpulan pendapat Hukum Saudara Teradu VI tidak secara tegas
memerintahkan Para Teradu I sampai dengan V untuk melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang;

7. Bahwa Teradu VI tidak menjalankan ketentuan Pasal 102 Peraturan
KPU Nomor 8 Tahun 2Ot8 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum
Kabupaten/Kota. Tindakan Teradu VI tersebut adalah sebuah tindakan
Pembiaran terhadap adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan
yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Teradu;

8. Bahwa Terhadap dalil Teradu VI baik yang disampaikan secara lisan
maupun dalam pokok jawaban tertulis saudara Teradu, pengadu
berpendapat secara keseluruhan tidak relevan dan tidak berdasar secara
hukum serta tidak sesuai fakta, oleh kerena itu patuflah kiranya untuk
dikesampingkan dan/ atau ditolak.

[2.2] PEfrTrrM PErrcArru
Bahwa berdasarkan uraian diatas, pengadu memohon memohon kepada
DKPP untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran kode
etik dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pengaduan yang diajukan oleh pengadu
untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Teradu melanggar Kode Etik;
3. Memberikan sanksi Pemberhentian kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III,

Teradu fV, Teradu V, dan Teradu M; atau
4. Apabila DKPP berpendapat lain Mohon putusan yang sead.il adil_nya;

[2.3] BUKTr PrrrcArru
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti
lro-g rlifonr{oi rlanron hrrluti D_1 o A D_Dn aa}rooai trpril:rrf,

Ia

1

IraAc Eulr#i

Bukti P-l

2. Bukti P-2

fTroiar

Bukti foto Surat Suara yang diberi tand.a khusus
Petugas KPPS;
Surat Pengawas Pemilu TpS 01 Desa Batu Oge,
raecamaf,an rcoongga penrran rJU;;
cr^Ii-^- t/1a.:e^e ,)^_-I .! n^.._6-_^ * Tl^^-:-:

n Ir,-t-+.: n .,

Salinan putusm ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukan res1ri atau alat bukti.Untuk informasi lebih lmjut, hubungi sekretaris e.""i-d*g* oxpFru, u. ug. rrr.-.i. No. 14, Jakarta pusat 10350,Telp. (O21) 3t9224SO,Fax_ (o2r) stg2241,
Email: inf@dkpp.go.id
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+ -tr'Llt(u. r-'t

5. Bukti P-5

6. Bukti P-6

Bukti P-7

Bukti P-8

7

8

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2019 Tentanq Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum;
Danllrall a.uupar] rasar JIz urruarlS,-uu0'arr8, r\ufrLur' /

Tahun 2Ol7;
Salinan Kutipan Pasal 65 ayat (2) huruf b dan c
Peraturan I.-omisi Penilihan r-Itnu:n P-epublih

Inclsnesia Nomor 9 Tahun 2Ol9 Tentane Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2Al9 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum;
Surat Panwaslu Kecamatan Pedongga Nomor

037/Panwaslu/Pedongga/lYl2O19 tertanggal 24

April 2Ol9 perihal Rekomendasi Pemungutan suara
ulang (PSU) di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan

Pedongga;
Salinan Kutipan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum;
Salinan kutipan pasal PKPU nomor 9 Tahun zOLg

Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
Foto 24 lembar suara tertukar yang telah tercoblos;
Salinan Kutipan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum;
Salinan kutipan Pasal 65 ayat (2) huruf a Peraturan
Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2OL9 tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara Dalam Pemilitran Umum
Salinan kutipan Pasal66 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2OL9 tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
Salinan kutipan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OL9 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum
Maklumat DKPP RI Nomor 49&69 /DKPP-PKE-
rv l2or5;
Model A.3-KPU DPT Pemilu 2Ol9 berisi nama
Risman B;
Salinan Kutipan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24
'T'ahrrn CO 1 ?tenfono

9
10

Bukti P-9
Bukti P-10

11. Bukti P-11

L2. Bukti P-12

13. Bukti P-13

14. Bukti P-14

15. Bukti P-15

16. Bukti P-16

L7. Bukti P-17

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
Salinan Kutipan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum;
E .--- ---1: rf _ _1 -t n I h _,-_-:_ f _-_____ a__ _1 :
r vlsuu rlrvuur lJtr rurrurr.u4Gr u4lirvrqrr 4,u ,u^ur

Tahmid
Model DB2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau

Salinan putusm ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukm r*mi atau alat bukti.
Untuk infomxi lebih lmjut, hubungi Sekretris Persidanga DKPP RI, Jl. MH. Thmin No. 14, Jakata Pusat 1O35O,

Telp. (021) 31922450, Fa:c (021) 3192245,
F'h-iI- :nk^rlr^h -^;l

h--l 1: n I n

19. Bukti P-19



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman:

IJt.lITl.l r-ZV
Bukti P-21

Bukti P-22

[2.4] r{rTtRArrcAn sArrsr pElteArru
Bahwa Pengadu menghadirkan Satu orang saksi bernama Sunardi dengan
keterangan sebagai berikut:
1. Saksi sunardi adalah saksi resmi partai Demokrat di TPS 3 Desa batu

Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten pasangka5ru;

2. Saksi menerangkan perihal kejadian di TPS 3 dan TPS 1 Desa Batu Oge
yang terletak di desa yang sama bahkan hanya berjarak sekitar 30 meter;

3. Saksi menjelaskan adanya Pemilih di bawah umur di TPS 3 Desa Batu
oge yang langsung diprotes oleh saksi seberum yang bersangkutan
memberikan hak pilih.

4. Saksi sunardi langsung memberi tahu saksi lain perihal pemirih di bawah
umur tersebut.

5. Pihak penyelenggara/KPPS berkilah bahwa si pemilih itu memiliki KTp.
saksi menjawab bahwa kalau benar KTp tidak berd.asar umur, ia
mengaku salah, tetapi Ia mendaku benar bahwa KTp harus
mempertimbangkan segi umur. Saat itu pihak kepolisian mengingatkan
agar Saksi Sunardi jangan marah, dijawab oleh Saksi bahwa Ia tidak
marah, melainkan tidak terima masyarakat /pemilih di wilayahnya
dianggap bodoh.

6. Setelah terjadi perdebatan, pada akhirnya semua pihak bersepakat untuk
berdamai dan dinyatakan di TPS tersebut tidak ada masalah. Semua
saksi menandatangani hasil rps 3, termasuk saksi sunardi.

7 - Bahwa pada pukul 22.oo WITA perhitunga suara di rps 3 Desa Batu oge
telah selesai. Saksi Sunardi bersama saksi lain lasngung berpindah
famnof L'c TDS -l T)aaa Elofrr f)ra rrnfrrlz mpnrrolzsilzon hr^ops narhifrrnam
di TPS 1' dimana ad.a Cales 

"*rrt* 
diiaeok;n aan aiAuku.rs or.i sur.'*i

sunardi. 01 berhenti sekiatr jam yz 11. sy Tanya nama misbah dia
bawasl anggota

8. Pada sekitar pukul z2.go WITA proses di rps 1 terhenti dan saksi
C;"*^tl'^ L-^L^^.1'- 1r*.1- o-].-].' o-L* -..56-L X-",-J].; l,-L;o,-l--^^,lrr-.*..L*^.
trerhenfi seicnslr den nrrlrrrl ?q nn rlirnrrlai kernhali ncrhi}rrnryrn srr4re

zv.
21.

2'2.

catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil
Penshitungan Perolehan Suara di Tinekat Kab.
Pasangka5ru pemilihan Umum Tahun 2OL9;
l)w-z ll.ru rul.Iuulll. KeucraLarl uIIg,I{aL rl-ovlllsl
Salinan kutipan Pasal 101 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2019 Ten+_ang Tata Ke{a K^orrrisi Per''iL!:an T_Irturn,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dan Komisi
Psmilihan Umum Kabupaten / Kota;
Salinan kutipan Pasal lO2 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2OL9 Tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupate n / Kota;

salinm putusm ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujukan resmi atau alat bukti.untuk informai lebih lmjut, hubungi s.t ".t*i" f...?arrrgm DrpiRI, u. rran. tt "*i' No. 14, Jakata pusat 103s0,Telp. (o21) 319224So, Fa:c (O2t) 
-3tgZ24S,

F--_jI. j_rdrJl_- _^ jj
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Diund dari

9'SaatitudiTPSlhadirduaorangkomisionerKPUKabupaten
Pasangkavu.

10. Saksi Sunardi mengaku tidak melihat penyampaian isian Pengawas TPS 1

t{cpaua t\rrJ rrJ .t ancrla ,:a](sr ucraua ul ruar uuaK aursuri Kc uarallr

aria panitia penyelenggara (KPPS dan Pengawas TPS) '

[2,5] J-A-Sr- -ail-!C !r-Al-A- lElt-rlnu
Bahwa dalam sidans oemeriksaan DKPP taneeal 12 Jrtli 2O79' Para Teradu

telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

[2.5.1] Jaraban Teradu I s.d Teradu V
bahwa Teradu I s.d Teradu V telah membaca dan memahami secara

saksama dalil-dalil aduan pengadu yang pada intinya Pengadu

rnempermasalahkan tindakan Teradu I sampai Teradu V tidak

menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang te{adi di TPS 01

dan TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga, dan tidak mengambil

tindakan atas tertukarnya surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten (lintas

Dapil) di TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras'

Bahwa terhadap dalil aduan pengadu, Teradu I sampai Teradu V'

mengajukan jawaban sebagai berikut:
A. Bahwa pengadu mendalilkan berdasarkan temuan panitia pengawas

Iapangan (PPL) desa Batuoge Kecamatan Pedongga pada tahapan

penghitungal surat suara di TPS 01 Desa Batuoge, terdapat surat suara

tercoblos dan dibe ri tanda khusus dan atau menuliskal nama oleh

petugas/Ketua KPPS setempat atas rrama Risman B'

l. Bahwa Teradu I s'd V menduga Pengadu tidak memahami secara

utuh susunan atau struktur pengawas pemilu sebagaimana diatur

datam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab II tentang

Pengawas Pemilu Pasal 89 Poin (2), "Bawaslu terdiri atas : a)

Bawaslu;, b) Bawaslu Provinsi; c) Bawaslu Kabupaten/Kota; d)

Panwaslu Kecamatan, e) Panwaslu Kelurahan/Desa; f) Panwaslu LN;

dan g) Pengawas T?S. HaI mana Teradu I s'd Teradu V tidak pernah

menerima baik melalui PPK, PPS, maupun KPPS terkait lapora.Il atau

temuan dari PPL Desa Batuoge, Kecamatan Pedongga tertanggal 19

April 2019.
'2. Bahwa dalam rangka menjalankan standar etika sebagai

penyelenggara Pemilu, Teradu I s.d Teradu V tetap al<an memberikan

tanggapan, klarilikasi dan penjelasal terkait surat atau laporan atau

temuan Pengawas TPS 01 Desa Batuoge.

3. Bahwa pada tanggal 19 April 2019, Pengawas TPS O1 Desa Batuoge

menyampaikan hasil pencermatan pada pelaksanaan penghitungan

suara, dimana ditemukan surat suara yang terdapat tulisan atau

catatan lain pada surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 32 lembar'
Erohr"-manrrnr+Dahdawac'IT'e,LDDqsrrzlohraanca+ahrrilzo;aii-s

tersebut dan terhadap surat suara Yans terdaDat coretan atau

catatan lain, KPPS menyatalan surat suara tersebut Tidak Sah'

Bahwa menurut Pengawas TPS, atas kejadian tersebut, diduga

tedadi pelanggaran administrasi sehingga dipandang penting Ketua

P!rurruroaaa

,splAnirrtn\re di<rehrrf PSIT) sehooairn qnq Aiqfitr delorn Pasal 66

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Salinan putusd ini tidak bisa dipcr8unakan .ebaaai rujukan rcshi atau alat bul.ti.

Untuk informsi lcbih l&jut, hubunAi Sckrctaris PusideAe DKPP RI, Jl. MH. Thmin No. 14, Jaksta Pu6at lO35o,
.ro {* t 
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Diunduh laman

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019' (Bukti 001 - Surat Pengawas

TPS o1 Desa Batuose)
Bahwa surat pengawas TPS O1 Desa Batuoge, pada hari yang sama

urLcr usllarl urcrl rrt\ rtuurlBta raclja(la Aru rasajlS'r(ay U Panltl. zu

April 2019.
Bahwa surat Pengawas TPS Ol berkenaan dengan dugaan

pelangg-an ad:ninis+:asi )'3rg trerk-alseLuerrsi at-a': etnga-Libat_kan

Teradu I s.d Teradu V waiib menetaokal keoutusan Melaksanakan

Atan Tidak Melaksanakan PSU, sebagaimana diatur dalam Pasal 373

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 dan Peraturan KPU Nomor 3

Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9

Tahun 2019, sehingga Teradu I s.d Teradu V sudah semestinya

menga mbil langkah tindak lanjut yang sifatrrya segera dan cepat'

mengingat rentang waktu pelaksanaan PSU yang dibatasi selama 10

(sepuluh)bai.
Bahwa menindaklanjuti surat pengawas TFS 01, Teradu I s'd

Teradu V, telah melaksanakan Rapat Pleno pada 20 April 2019

untuk membahas tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran

administrasi yang sepatutnya dilakukan sesuai Peraturan KPU

Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2Ol4 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administrasi Pemilihal Umum. (Bttkti OO2 - BA Rapat Pleno WU No

1 oo/ PL.o 1. -BA/ KPU-Kab/ N/ 20 1 9)

Bahwa Rapat Pleno menyimpulkan laporan dugaal pelanggaran

yang tertuanB dalem Rekomendasi Pengawas TPS 01, tidak

menguraikan secara detail, jelas dan tegas bentuk pel'anggaran yang

teq'adi, tidak nrenyebutkan secara gamblang oknum pelaku yang

membe ri tanda pada surat suara, serta tidak disertai bukti atau

keterangan yang meyakinkan' Oleh karena itu, Teradu I s'd Teradu V

sudah sepatutrrya melaksanalan tindak lanjut yang semestinya

dilakukan sesuai dengan Pasal 17 dan 18 Peraturan KPU 25 Tahun

2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU 13 Tahun 2O14'

Bahwa selain menindallanjuti dugaan pelanggaran administrasi
yang terjadi di TPS 01, langkah Klarifikasi wajib dilakukan oleh

Teradu I s.d Teradu V guna memastikan ada/ tidaknya pelanggaran

kode etik di jajaran penyelenggara Ad Hoc [PPK, PPS, dan KPPS)-

Bahwa mekanisme tindak lanjut yang dilakukan Teradu I s.d

Teradu V, selain berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-

undangan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013

sebagairrrana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014
tentarrg penyelesaian pelanggaran administrasi, juga didasarkan
pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke{a KPU,
IIDI I Dmrrinci zloa IIDI T Irahrr notar,/ IZn+o Docol ?fi orrat 

" 
IJrrrrf fn'l

bahwa dalam oenvelenggaraan Pemilu, KPU KabuDaten/Kota waiib
menangani pelanggaran administrasi dan kode etik. HaI ini sejalan
dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 225/PP.05-
ODIOIIKPU llll2OL9 tertanggal 6 Februari 2Ol9 Perihal
i-.,-.5-'.-. D -5--" t.1-^55-^-' Ii-.i- D;-ll' -l'l' lili, iI.S, .1-..
llppq /*rbti nn" - .*,t.'rl Fdnran IIDL PI Nntnar CC</pD n\-
oD/ 01/ KPU/rr/ 201e)

$linan putuld ini tidak bi.a dip.f,gurrakerl .€bagai rujukan r..mi atau rlat buldi.
Untuk informali lcbih lanjut, hubunsi Sc.tarir PeBidansan DXPP RI, J. MH. Th.t[in No. 14, Jak rta Pu.st I o35o,
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Di uh laman :

vane terdaoat coretan atau catatan. dinvatalal Tidak Sah. /Bttl;fi
OO7 - Beita Acora Klarifika-si Ketua PPK dan Ketua PPS Desa
Batuoge).

16. Bahwa dari klaritrkasi, KPPS TPS 01 menyatakan tidak mengetahui

arrrai qrrara oomnai safaloh rrrarnoarrlzi io} anon npr.rshifrrnoon srrare

(Bukti OOB Berita Acara Klarifikasi KPPS IPS O7 Desa Batuoge No:

S.lind putued ini tidak bi5a dipdsunak& s.baaai rujukan rcsmi alau alat buld.
Untuk intormali lebih lanjut, hubunai Sckretaris P*idangan DKPP Rl, J. MH. ThaffiD No. 14, JakEita Pu3at I o35o,

Telp. (ml) 3r9224so, Fax. (021) s1e224s,

wrt",r,.tlkoU- so.id

10. Bahwa tindak lanjut terhadap surat penyarnpaian/rekomendasi

Densawas TPS 01 berkonsekwensi terhadap ditetapkannva

keputusan Melaksanakan Atau Tidak Melalsanakan PSU, maka

rcrauu r s,u lcrauu v Lclarl llrcrryallrljanKanr Kcpaua lar- u rluvlllsl
Sulawesi Barat untuk mempersiapkan logistik PSU sebagai langkah

antisipasi, mengingat batas waktu PSU hanya selama 10 (sepuluh)

1r3.n. 1&rk1i Oo4 - S-lrat Pe?-!ar.',-ptt-io-n k'e Y-Pr r Fro'-;'zst Nom'rlr

1 29/ PP. 1 O-SD/ 760 1 / Sek-Kab / N / 20 I 9l

11. Bahwa selain melakukan ktrarifikasi dan mempersiapkan langkah

antisipasi pelaksanaan PSU, Teradu I s.d Teradu V segera meminta

tanggapan / pertimbangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

sebagaimana diatur dalam Pasal l0 ayat (1) hurrf d Peraturan KPU

Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimala diubah dengan Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2014 "Dalam melakukan klarifrkasi, KPU

berkoordinasi atau melibatkan jajaran pengawas pemflu"' (Bukti OO5

- Surat Permintaan Tonggapon ke Batuoslu Kab Pa-sarlgkory Nomor

170/ PL.o1.1-SD/ 7601/ KPU-Kdb/ IV/ 2019)

12. Bahwa d6lem Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

KPU Kabupaten berkervajiban menindaklanjuti dengan segera

temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota,

selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (l) huruf i Peraturan

KPU Nomor 8 bahwa KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan segera

temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota'
Kemudian da-lam Pasal 20 Huruf j disebutkan KPU Kabupaten wajib
melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu'

13. Bahwa surat tanggapan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

menyarankan KPU Pasangkayu untuk melaksanakan proses

penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi sesuai mekanisme

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. fBllkfr
006 - Srlro:t Tanggapon Batoo.slu Kab Pasangkagu)

14. Bahwa selain mel,akukan pencermatan kembali melalui klarifikasi
dan berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilu, Teradu I s.d

Teradu V berkonsultasi kepada Koordinator Divisi Hukum KPU

Provinsi dan hasil koordinasinya meminta KPU Kabupaten
Pasangkayu menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi
berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana
diubah dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014.

15. Bahwa dari hasil ktarifftasi terhadap Ketua PPK dan ketua PPS,

diketahui bahwa tahapan penghitungan surat suara saat ditemukan
adanya surat suara yang terdapat coretan atau tulisan, dilakukan
penghentiar selama beberapa waktu, kcmudian atas persefi)iuan
pengawas TPS ddn para saksi, KPPS melanjutkan tahapan
nannh'ittncoa -rrrdi .rrara z{araoa a-nrotalzan }ro}rsro orrrat etoro



oo5/ PP.os.BA/ 76.O1.08/ PPK/tV/ 2o19)

17. Bahwa menurut Teradu I s.d Teradu V. tindakal KPPS vans dengan

segera memberikan kepastian hukum terhadap status sah atau

uuaKlrya JZ I t.r8,a PtrrUIr (fua' sulaL suala ucllBarl Lcllcullr oarrultl

meminta pendapat Pengawas TPS dan salsi Peserta Pemilu,

merupakan tindakan yang tepat dan sudah seharusnya dilal<ukan

unt'-rk meI:lt-.eri-Lan kepaslial huLurn te!'b3dep pela-ksanea:r

Demuneutan dan oenehitungan hasil oemilu khususnva di TPS 01

Desa Batuoge. Hal mana tindakan KPPS tersebut sudah sesuai

ketentuan Pasal 365 ayat l2l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,

dan Pasal 55 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019

sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019

tentang Pemungutan dan Penghitungan suara hasil pemilu 2019'

18. Bahwa petugas KPPS tidak meminta pemilih menuliskan nama atau

tulisan tertentu pada suarat suara dan tidal menyebatlkan surat
suara yang sudah digunakan oleh pemillih menjadi rusak sehingga

surat suara tersebut menjadi tidak sah sebagaimana syarat mutlak
pelaksanaan PSU sesuai ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf b dan c

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O 17.

19. Bahwa sesungguhnya terdapat kewajiban pemilih mel;akukan

pencermatan atau penelitian terhadap surat suara yang telah

diterima dad KPPS sebelum digunakan, sebagaimana ketentuan
Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2Ol9 'setiap pemilih

berketuajiban memeiksa surot suara gang diteima dai KPPS

sebelum masuk ke bilik suora".
20. Bahwa sesungguhnya setiap pemilih mempunyai hal< meminta surat

suara pengganti jika menemukan surat suara yang diterima dari
KPPS adalah surat suara yang ternyata rusak. Bahkan apabila
pemilih keliru dalam memberikan suara, pemi.lih dapat meminta
surat suara pengganti. Terhadap kejadian tersebut, KPPS berwajiban
mengganti sebanyak satu kali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal

355 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pada ayat (2)

" Apabita pemitih menerima surdt sudrd gang terngata rusak, pemilih
dapat meminta surat sldra pengganti kepoda KPPS" dan pada ayat
(3) -Apabila terddpat kekeliruart dalam membeikan suarq pemilih
dapat meminta surat stara pengganti kepada WPS'.

21. Bahwa sesungguhnya KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan
surat suara pengganti sebanyak satu kali kepada pemilih yang
menerima surat suara yang ternyata rusak, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana diatur dalam
Pasal 499 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

22. Batrwa setelah dilakukan Klarifrkasi, mendengar keterangan dan
n-azl-naf 64ro nihoL, hal^hri Laiion mannalar- ^l-l' 'F-r^lrr I e rl

Teradu V dalam forum Rapat Pleno tanesal 22 Aoril 2Ol9
disimpulkan bahwa tindakan KPPS atas persetujuan para pihak
yang hadir di TPS, KPPS menyatalal surat suara yang terdapat
coretan atau tulisan dinyatakan sebagai surat suara yang Tidak Srah.

&ou4 uu[6ar1

Paool ?6( xr* l)\ Ilrrdano-ITndono Nnmnr'7 Tqhrrn Ci1'7 aStrnl

suora Adng terddpdt tttlisan dan atau catatan lain, dingatakan Tldak
SalinaJt putusan ini Udak bi6a dipergunakan scbagai rujukd r6Ei atau alat buldi.

Untuk infomsi lebih l&jut, hubungi Sek etaris Persidegd DKPP RI, J. MH. Thdin No. 14, Jakarta Pusat losSo,
T.lp. {021} s19122450_,Ia_(o21) s192245,
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Diunduh dari laman :

Sah". HaI ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 55 ayat l7l
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebaeaimana diubah denqan

Peraturan KPU Nomor I Tahun 2019 :

.,ut(Jlllllul|\elultr\rrnllLeflelul\(lfLsur(]lsu(lfqaqrLgLelugPuL
tulisan atau cdtdtdn lairy strat suana tersebut dingatakan Tidok Sah'

Selanjutnya, Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

r:ren;ret-.ulLan 'Penurgut-2l suar:a di T-nS 'r'ajib diul3rg apat'ila d'ari

hasiloenelitiandanoemeriksaanoengawasTPSterbuktiterdaoat
keadaan : [a,f Pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan

dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang

ditetapkan; @J Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda

khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada

surat suara yang sudah digunakan; (c) Petugas KPPS merusak lebih

dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga surat

suara tersebut menjadi tidal< sah, dan (d') pemilih yang tidak

memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTtt'

Berdasarkan kajian mendalam terhadap keterangan dan pendapat

para pihak, unsur-unsur yang mewajibkan untuk dilaksanakannya

PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2O17, tidal terpenuhi. (Bukti OO9 - BA Rapat Pleno KPU Nomor

: 1 04/ PL. o 1. 1 / BA/ 760 1 / KPU- Ka.b/ IV/ 20 1 9)

23. Bahwa rlugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan petugas

KPPS tidak terbukti. Putusan terhadap dugaan pelanggaran KPPS

TPS 01 sudah dituangkan oleh Teradu I s'd Teradu V dalam Form

PAP 2A. (Bukti O1O - Form PAP 2A)

24. Bahwa keputusan Teradu I s.d Teradu V terhadap usulan PSU dari
pengawas TPS 01 Desa Batuoge tersebut, sudah disampaikan kepada

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan PPK Kec Pedongga. (Bllkti O11 -
Surdt PenAanlpaian No 177/ PL.o1.1-SD/ 7601/ KPU-Kab/ N/ 2019)

25.Bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Batuoge (Risman B) diproses oleh

Gakkumdu dan ditetapkan terbukti melakuka-n pelanggaran pidana

berdasarkan putusan pengadilan, merupakan konsekuensi atas

pelanggaran orang per orang yang sudah sepatutnya ditanggung
sendiri oleh pelaku pe langgaran.

26.llahwa setelah terbukti melakukan pelanggaran pidana me lalui
putusan pengadilan, oleh Teradu I s.d Teradu V, Saudaa (Risman B)

sebagai Ketua KPPS diberi sanksi pemberhentian tidak hormat dan
tidak dapat diangkat kembali pada pemilu berikutnya. (Bukti O12 -
Sanksi Pemberlentian)

27.Bahwa tuduhan Pengadu yang menuding Teradu I s.d Teradu V,

tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pengawas TPS 01 merupakan
Tudingan yang sangat keliru dan tidak berdasar, sebab Teradu I s.d
,I'a;odrr \/ ervt4h mal4l,aor-'lz^n'ninnoL T onirrt tarhai-6 pal,^man,toei

Pengawas Pemilu berdasarkan ketentuan vang menqatur mekanisme
tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi.

28.Bahwa tindak lanjut terhadap surat penyampaian Pengawas 'IPS 01
oleh Teradu I s.d Teradu V, tida-k dengan serta merta memutuskan

PUraISSaaa Ja!5

rlicnvnnoilzon rlelorn rr'lcntne:-rrlqai a rata tiA^t r,nen crrrrqilran serqro

detail dugaan pelanggarannya serta tidak disertai bukti atau
SalinaD putus& ini tidak bisa dipdaunak& sebasai rujukan rc.rni atau alat buldi.

Untuk infomei l.bih l&jut, hubu.gi S.kr.taris Pdsidanean DKPP RI, J. MH. Thffiin No. 14, Jakarta Pusat I0350,
t"o {*'11'--?:-?::},Fax. (o2r ) s1 e224s'
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keterangan yang meyakinkan, sehingga Teradu I s
Rekomendasi

.d Teradu V sudah
tersebut dengan

diperoleh informasi Yang lebih
ncuctapl(arr KcpuLusalr, scru[8,8,4

yang wajib
dipastikan

seDatutnva merrindaldaniuti
melal<ukan klarifikasi agar

KUlIrplcrrc0srl scucrull ^t-u
penerapan nilai berkePastian
drjaga kemurniannYa oleh

hukum dan akuntabilita s

penyelenggara Pemilu,
ter'.:.":jud. H.1 rni juga 5331f i dengan pllrrsip

Penvelengpara Pemilu vans harus bebas atau
--nrliri 

seha oc i

menolak camDur

tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas

perLuatan, tindakan, keputusan dan/ atau putusan yang diambil'

29.Bahwa tudingan Pengadu bahwa Teradu I s'd Teradu V, tidak

menjalankan prinsip berkepastian hukum, adalah tudingan yang

tidak benar sebab Prinsip berkepastian hukum maknanya dalam

penyelenggaraan Pemilu, yaitu bahwa Penyelenggara Pe milu

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Tindakan KPPS TPS 01 Desa

Bafiroge atas saran Pengawas TPS dan disepakati oleh seluruh saksi

peserta pemilu yang hadir, dengan menyata'kan seluruh surat suara

yang terdapat coretan atau tulisan menjadi suara tidak sah, sudah

sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2Ol7 darr Pasal 55 ayat 7 PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimala

diutrah dengan PKPU I Tahun 2019.

30.Bahwa tudingan Pengadu bahwa Teradu I sampai Teradu V, tidak
profesional karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pengawas

TPS dan cenderung menafsirkal sendiri peraturan, sebab tidak

menetapkan pelalsanaan PSU berdasarkan pasal 372 ayat {21 lruruf b

dar, luruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah tudingan
yang tendensius dan tidak berdasar, sebab prinsip profesional

maknanya dalam penyelenggzrraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas'

Sementara duga.an Pelanggaran administrasi yang disampaikan
Pengawas TPS 0 1, sudah ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang

mengatur T[gas, wewenang, dan kewajiban KPU.

31. Bahwa tudingan pengadu yang mengatakan bahwa Teradu I sampai

Teradu V, melanggar prinsip Akuntabilitas, juga tidal< benar sebab

prinsip Akuntabel artinya Penyelenggara Pemilu dalam
melaksana.kan tugas, wewenang dat kewajiban dilaksanakan dengal
penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal mana
Teradu I sampai Teradu V sudah menindaklanjuti Rekomendasi
Pengawas TPS 01 Desa Batuoge sesuai dengan ketentuan pasal 18
l'rrrrf i TTnrlora-lTrrlond NT^n^r 7 Tohrrr On17, laohrto I/DII t,^iil.

menindaklaniuti rekomendasi Dengawas Demilu. Tindak lariut vane
diambil oleh Teradu dalam hal ini KPU Kabupaten Pasangkayu,
sudah dilal<ukal berdasarkan pada ketentuan Peraturan KPU Nomor

25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13

&rr!r56a Puri]^raaaada
csr< \rarto rnpn.rafrrr nenrrelenooara rremihr srrdalr lernenrrhi rzaihr

Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
Salinan putuse ini tidak bisa dipdgunakd 6.bagai rujukan r.!mi atau alat buld.

Urtuk infomasi l.tih larrjut, hubunsi Sckr.taris Persidargan DKPP RI, Jl. MH- Thmin No. 14, Jakdta Pusat 1O35O,
Telp. l02l) 319"2450, Fsz- 1g2t) 3192245,
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan'

keserasian, dan ke se imbangan.
32.Bahwa berdasarkan penjelasan Teradu I s'd Teradu V di atas' dapat

urLcB,asKarr ualrwa aLrual Pc[8,auu sc UaBarulalla yarlB ulscDull(arl

pada poin /iJ diatas, dapat dibantahkan dan oleh karena itu aduan

pengadu sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima'

R. Bahwa nengadu mendalilkan Teradu I samoai Teradu V tidak menindak

lanjuti Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga Kab' Pasangkayu

Perihal Rekomendasi Nomor: 0 37 / Panwaslu I P edongga / l\/ / 20 1 9, Tanggal

24 Aprn 2019 terkait adanya Pelanggaran administrasi Pemilu yang

terjadi di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga' (Bttkti 013 -

Rekomendasi Pottu.tascam Pe dong g a)

Bahwa terhadap Pokok Aduan Pengadu tersebut pada Poin B, Teradu I

sampai Teradu V dapat menjelaskan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2019, KPU Pasangkayu menerima

surat penyampaian Pengawas 'IPS 03 Desa Batuoge yang

disampaikan kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batuoge, dan oleh

Ketua KPPS diteruskan ke PPK, selanjutnya penyampaian tersebut

disampaikan ke KPU Pasangkayu. Dalam penyampaiannya diuraikan

adanya 2 (fua) orang pemilih yang menggunakan KTP Elektronik
yang diduga 'nasih di bawah umur, rna sing- masing atas nama traJci-

laki Aldi dal loiki-lc.ki Hardi, dar. keduanya menggunakan hak
pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019'

Terhadap kejadian tersebut, pengarffas TPS 03 menduga adanya

pelanggaran administrasi, sehingga jika benar te{adi pelanggaran

administrasi, KPU Pasangkayu diminta memastikan

dilaksanalannya pemungutan suara ulang (PSU) sesuai ketentuan
penrndang-undangan yang berlaku. (Bukti 014 - $trd Pengawas TPS

O3 Desa Bafinge)
2. Bahwa terhadap surat penyampaian Pengawas TPS 03 tersebut,

Teradu I s.d Teradu V segera melaksana-kan Rapat Pleno pada

tanggal 2O April 2019 untuk menindaklanjun @ukti OO2 - BA Rdpat

Pleno WII No 1O2/ PL.OI .-BA/ KPU-Kab/ N/ 2019)
3. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri Teradu I s.d Teradu V,

disimpulkan bahwa penyampaian Pengawas TPS 03, tidak patut
secara serta merta diputuskan pelaksanaan PSU, sebab uraian
pelanggaran yang disampaikan, ridak secara Tegas menyebutkan
Pelanggaran Administrasi dan tidak disertai bukti atau keterangan
yang meyakinkan, sehingga KPU Ihbupaten Pasangkayu sudah
sepatutnya menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut dengal
melakukan pencermatan kembali untuk mendalarmi terjddi atau
#AaL' rociaAiatn Atraaa Daloaararan onrtinictraci vann rlirolzorrn

Perr...--"tulr ie-tii r.r',,"-olT* Pensawas TPS melalui Klarifikasi
dan meminta keterangan dal pendapat para pihak dalatn ha-l ini
jajaran penyelenggara Ad Hoc [PPK, PPS, dan KPPS), merupa]an
upaya memperoleh informasi yang lebih komprehe nsif sebelum

-.,^.;r,l,*, l,-y-i-*.-., --l;,56- pu'La4r,@1,J-; L-.1,-p--i-i-,
hrrlrrrrn drrr alrrrnfahel rrano urqiih diiooo lzern, rtniottrre nlph

penyelenggara pemilu, dipastikan terwujud.
Sali.an putusan ini tidak bisa dipcrgunakan .cbaAai rujukd r6mi atau alat bulrti-

Untuk infomdi l.bih lanjut, huburgi S.kr.tdis P6iddgd DKPP Rl, J. MH. Thdin No. 14. Jakata Puiat 1Osso,
T.lp. ls2rl s1922450, Fai {021) 3192245,
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4. Bahwa untuk mendapatkan inforrnasi detait dan akurat demi

me niamin terDenuhinYa prinsip mandiri. profesional' tertib' dan

berkepastian hukum, upaya klarifrkasi adalah bagian dari kewajiban

ArUulllul(Ilrcllllrualnttll!uutJapulanlalautcuruallJaJalallpclr8,awas
pemilu sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun

2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan
rT'',rrrn ceha!,arrnana te1& diubah d.engan Pe!'2t'-rr31 llpt-l l{oqer 13

Tahun 2O 14- dimana Pasal 17 menvebutl<an bahwa KPU' KPU

Provinsi/KlP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN'

KPPS/KPPSLN wq'ib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai

dengan tingkatannya. Selanjutrrya dalam Pasal 18 diatur tindak

lanjut sebagaimana dimaksud dslam Pasal 17 meliputi kegiatan: a
mencermati kembaJi data otant dolstmen sebogaimana rekom'endasi

Banlo'slu sesuai dengan tingkatannga; d.et b' menggali, mencai, dan

m.eneima ma.sukan dai berbagai pihak untuk kelengkapan dan

kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu; Hal
ini menunjukkan bahwa Pengadu tidal< memahami mekanisme KPU

dalam menindaklanjuti laporan atau rekomendasi jajaran Bawaslu

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013

sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemil:ihan Umum'

5. Bahwa terkait klarifftasi yang dilakukan Teradu I s'd Teradu V

selain didasarkan pada mekanisme penyelesaial dugaan
pelanggaran administrasi, juga untuk memastikan ada/ tidaknya

unsur pelanggaran kode etik yang dilalukan jajaran penyelenggara

Ad Hoc (PPK, PPS, dan KPPS) sebagaimana yang termaktub dalam

Surat Edaran KPU RI Nomor: 225lPP.05- OD/0l/KPU lIIl2Ol9
tertanggal 6 Februari 2019 Perihal Penanganan Dugaal Pelanggaran

Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS' /Bukfi OO3 - Surat Edaran KPU Rl

Nomor: 225/ PP. O5-OD/ O 1 / KPU/ II/ 2 O 1 9)

6. Bahwa tindak lanjut terhadap penyampaian/rekomendasi
pengawas TPS 03 berkonsekwensi terhadap ditetapkannya
keputusan Melaksanakan Atau Ttdak Melaksanakan PSU, maka

Teradu I s.d Teradu V telah menyampaikan ke KPU Provinsi untuk
mempersiapkan logrstik PSU sebagai langkah antisipasi, mengingat
batas waktu PSU hanya selama 10 (sepuluh) han. B,uldi OO4 - Surat

Pengampaiant ke KPIJ Prouinsi Nomor 129/PP 1O-SD/76O1/Sek-
Kab/ N/ 2019)

7. Bahwa dari hasil klarifftasi, Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa

Batuoge dalam hal ini KPPS 4 dan KPPS 5 yang bertugas menerima
dan mendaftarkan pemilih pada formulir daftar hadir pemilih di TPS,

menyatakan bahwa KPPS sudah me mastikan setiap pemilih
manrlrfr-rLan z{irinrra rrnirrlz aar-ili}r,ti TDq n2 f'raso Elotrrnna ozl-la}r

Demilih vang memenuhi svarat baik pemilih DPT, DPTb, dal Pemilih
DPK. (Bukti O15 - Beita Acara Klaifikasi KPPS ?PS 03 Desa Batuoge).

8. Bahwa berdasarkan klarifikasi PPK, PPS dan KPPS, pemilih yang
diduga dibawah umur (Lk Aldi dan Lk Hardil sebagaimana
.:i*,,l,.;-, .l-t-- r-L---^..1--, i-.,6-,"-. 1T3 -J-i-l. L,.-.
nevnilih r/.rlo ,icrro(rrrrr qton hqlr nilihnrro ,ti TpS O? d on fid qlr

terdaftar dalam DPT dan DPIb, sehingga yang bersangkutan
Salinan putusan ini tidak bisa dipoeunakan iebagai rujukd r6mi atau alat bukti.

Untuk infomEi l.bih ldjut, hubuDAi S.krctdis P.rsidege DKPP Rl, Jl. MH. Thamrin No. 14,Jak taPusar 10350,
T.lp. {o211 s1922450, Fai (o2l) 3192245,



menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik

dan oleh KPPS dicatat dalam Form A4 DPK. lBukti 016 - DPT dan

Form A4 DPK TPS 03 Deso Batuoge)

Ealtwa sclaur lllclarl.uKalr xJaluulasl rrcpaua l\rrJ, lcraLtu I saurPan

Teradu V juga melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu sebagai institusi yang
h-hr,.hahd menoclrrarlzan I{"rtu rraTp-E ll

sebasaimana diatur oada UU 24 Tahun 2013.

10. Bahwa berdasarkan Klarilikasi Disdukcapil Kabupaten Pasangkalm,

KTP Elektronik atas nama Lk Aldi dan Hardi yang ditunjukkan
kepada KPPS saat mendaftarkan diri sebagai pemilih DPK di TPS 03'

adalah benar KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil
Kabupaten Pasangkayu sebagai insitusi yang berwenang' (Bukti O17 -

BA Kl anfikasi Ds dukc aPil )
11. Bahwa Hal< memlih sebagaimana diatur dalam Bab IV UU 7 Tahun

2O 17 Pasal 199 :

'{Jnfuk dapat menggltldkan hok memilih, udrga rlegard Indonesia

harus terdafi.ar sebogai pemitih keanli gang ditentukdn lain dalam UU

ini".
Pemilih yang dikategorikan terdaftar datam Daftar Pemilih yaitu
pemilih yang pada saat penyusun€rn daftar pemilih sudah memenuhi

syarat sehingga n€rmanya dicatat dalam Daftar Pemilih. Bahwa

Teradu I s.d Teradu V sudah melakukan penyusunan daftar pemilih

sebagaimana diatur dalam Bab V Penyusunan Daftar Pemilih mutrai

dari pasal 201 sampai pasal 210 UndangUndang Nomor 7 Tahun
2Ol7 dan Peraturan KPU Nomor 1l Talun 20la tentang
Penyusunan Daftar Pemilih.
Sementara warga nega,ra yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih,

wajib diberikan kesempatan menyalurkan hak konsitusinya pada

hari pemungutan suara, sepanjang memenuhi ketentuan yang

mengatur Pelaksalaan Pemungutan Suara. (Bukfi O18 - BA Pleno

Penetapan DPTHP 3)
12. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan setiap tahapan,

dan Ketentuan atau regulasi teknis setiap tahapan pernilu sudah
ditetapkan secara terperinci oleh KPU RI sebagai regulator
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 'KPU bertugas menwsun
peraturon WU untuk settap tahapan Pemifu"
Pada pasal 13 UU 7 Tahun 2O17 bahwa : -WU benuenang
menetapkan Perafifidn KPU unfitk setiop tohapan Pemilu'.

13. Bahwa KPU sudah menetapkan Peraturan KPU tentang Tahapan
Pemilu melalui PKPU 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan
PKPU 32 Tahun 2018, kemudian diubah dalam PKPU 7 Tahun 2O19,
lar rlirrlroh lari Acaaor nanrtrohan l,Fpm-ot rtal^n DIIDI T 1n'I'ahrrh

20t9.
14. Bahwa KPU sudah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun

2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun
2019 tentang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

,*;;;-," Prsrl 6 arraf rll hrrrrrf . PI{PI I 3 Tahrrrr ?o1o cFlredqirnano

diubah dengan PKPU 9 Tahun 2019, "Pemilih yang berhak
Salinai putusan ini tidak biia dipereunakan scbasai rujuk& r6mi .tau alat buldi.

Untuk inforinsi lcbih ldjut, hubungi S&r.tei6 P.r6id.ngd DKPP RI, Jl. MH. Thurin No. 14. Jakarta Pusat 1O35o,
Tdp. {021) 31922450, F6x. lo21) 3192245,

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI'IYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari l,aman :



mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP Elektronik

atau Denduduk vang tidak terdaftar da-lam DPT dan DPTI'"'

Selanjutnya pada pasal 9 disebutkan bahwa "Pemilih yang tidak

Lcluarlalui:uautlJrluaIIlJrlu[rellBB'ulraxallIri(prrluryauclrt,alr
menunjukkan KTP El kepada Petugas TPS' Hal mana pasal-pasa-l

terkait pemilih pengguna KTP-el di atas mengacu pada Undang-

r-rndang ? T=hutr r01" F.sa! -?48 a;,"1 ! dal a;"1 3.

16. Bahwa tindakan KPPS TPS 03 memberikan kesemDatan kenada dua

orang pemilih yang tidak terdaftar dalarn DPt dan DPTb, tetapi yang

bersangkutan sudah menunjukkan KTF Elektronik ke petugas TPS'

merupakan tindakan yang sifatnya wajib untuk menjaga hak

konstitusi warga negara. Sebaliknya jika petugas TPS tidak

rneruberikan kesempatan kepada penduduk pemilik KTP EI yang

berdomisili di lingkup desa dimana TPS tersebut berada dan pemilih

yang dimaksud tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, petugas TPS

dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

sebagaimana diatur dalam pasal 510 Undnag-Undang Nomor 7

Tahun 2017:
"Setiop orang gang dengarr sengaja mengebabkan orong loin

kehilangan hak pilihnga dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) talrun dan denda paling bangak Rp 24'OOO'OOO (duo puluh

empdt juta rupiah).
17. Bahwa berdasarkan Pasal I ardKa 42 Peraturan KPU Nomor 1 I Tahun

2018 Tentang Penyusunal Daftar pemilih disebutkan "Kartu Tanda

Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu
tanda penduduk yrng dilengkapi cip yang merupakan identitas

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat

pemerintah.
18.Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa

"Penduduk luargd negaro Indonesia dan orong asing yang memiliki

ijin tinggal tetop gang telah berumvr 17 tahun atott telah kauin, uajib
memiliki KTP Elektronik

19. Bahwa penduduk atau warga negara yang sudah memiliki KTP

elektronik yang tidak berasal dari unsur T1\I/ Polri atau sedang

dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, dan tidal
terdaftar dalam DPT dan DPIb, adalah warga negara yang wajib
diberikan kesempatan untuk memilih di TPS dengan menunjukkan
KTF Elektroniknya kepada Petugas TFS dan KPPS wajib memberikan
kesempatan sepanjang surat suara masih tersedia.

20. Bahwa untuk menguji keabsahan sebuah dokumen administrasi
(KTP El) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, bukan
hAf rn^1,4- t ar,-n--doh rlDDQ i-arrnrrn Larr-ranran Taroirr r e zl

Teradu V, tetapi meniadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

dan Bawaslu untuk memutus dugaan peLanggaran administrasi.
21. Bahwa Teradu I s.d Teradu V, benar sudah menerima surat

penyarnpaian dari Pengawas TPS 03 Desa Batuoge dan Rekomendasi
r! ruuuuSSa rl raar6Sa! aa

rii TPS n? I)eco Rafrrnoa

22. Bal:wa Teradu Teradu I sampai Teradu V tidak pernah menerima
Salin putuse id tidak bi6a dipsgunake s.hagai rujukan r€cmi atau alat bulrti.

Untuk inforrnd6i lcbih lanjut, hubungi S.kr.tari€ P.reidanAan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakdta Pulat lO35O,
r"le. 10, u1t^-?_?1:9Fax. 

(n ) s r e224s,
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pahrt,^o^6h Daz{nr.ai- :'.:^ t;A nl, manrrartoLor }'rrLfi ot6r'

keterangan tambahan vang sifatnva baru dan iuga bukan
merupakan Putusan pengawas Pemilu, sehingga Teradu I sampai
Teradu V berkesimpulan bahwa subtansi pokok materi penyampaian
Pengawas TFS 03 dan Rekomendasi Panwascam Pedongga,

--. -p-l-. .l-- i,-l r-,5 ij.l-L L-.L..:-.
Flohrwo dolarn Ponaf Plpnn dioimnrrllzan orrhtonei dor-i irfi sari

Rekomendasi yang disampaikan Panwascam Kecamatan Pedongga,
Salin& putusd ini tidak bka dipagunak& scb{ai lujuka rEDi atau alat bukti.

Untuk informasi lcbih lanjut, hubungi Sckrctuis Pcrsidasa DKPP RI, Jl. MH. Thuin No. 14, Jakata Pusat 10350,
Telp. (0211 31922450, Fax. (o2l) s192245,

?o

Putusan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait

Delanqgarurn administrasi di TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan

Pedongga yang memerintahkan pelalsanaan PSU'

zJ. Eiarlwa sc Lctarl uuarauKar.r ljcrrccrllratarl Kclltuanl [tclanul t\'tar ur(asl

dan meminta keterangan dan pendapat para pihak, Teradu I sampai

Teradu V melalui Rapat Pleno tanggal 22 Apti 2019 telah

r1ener-2pk3n !.eputusa! terhad"p dugaan pe!'ngg-an "dnidstrasi
dari Peneawas TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongsa' dan

dituangkan dalam Form Model PAP 2A' (Buloii O19 - Fonn PAP 2A)

24. Bahwa surat lrnyampa.ian Teradu I s'd Teradu V tentang Tindak

Lanjut Terhadap penYAmpaian Pengawas TPS 03 Desa Batuoge'

sudah disampaikan kepada Bawaslu kabupaten Pasangkayu yang

ditembuskan ke PPK Kecarnatan Pedongga' (Bukti O11 - Surat

Pengompaian No 177/ PL.O 1.1- SD/ 7601/ KPU-Kab/ N/ 2019)

25. Bahwa pada tanggal 24 AprtT 2019, Teradu I sampai Teradu V

menerima Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam)

Kecamatan Pedongga yalg disarnpaikan melalui PPK Kecamatan

Pedongga. Dalam rekomendasi tersebut Panwascam menyampaikaa

laporan pengawasan yang telah dilakukan pengawas TPS 03 Desa

Batuoge pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12'30 Wita'

ditemukan 2 (dn) perrrilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTtr

yang menggunakan KIP Elektronik yang belum berusia 17 Tahun'

Berdasarkan kejadian tersebut, Panwascam merekomendasikan

kepada PPK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TFS

03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga. (Bttkti O13 - Rekomendasi

Panuascam Pedongga)
26. Bahwa pada tanggal 24 Aprn 2019, PPK Pedongga sudah menjawab

tindak lanjut PPK terhadap Rekomendasi Panwascam dan

menyampaikan Keputusan KPU Pasangkayu terkait usulan PSU dari
pengawas TPS 03 Desa Batuoge. (Bt tkti O2O - Surat PPK Pedongga ke

Panu.nscam)
27.Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Teradu I sampai Teradu V telah

melaksanalan Rapat Pleno yang salah satu agendanya membahas

tindak tranjut terhadap Rekomendasi Panwascam Kecamatan

Pedongga. (Bukti 021 BA Rapat Pleno WU Po.sangkdw Nofiar
1 07 / PL. o 1 -BA/ KPU-Kdb / N/ 2 o 1 e )

28.Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 25 April 2019, disimpulkan
bahwa Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pedongga, secara utuh
merujuk pada laporan Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, hal mana
surat penyampaian pengawas TPS 03 Desa Batuoge sudah
ditindaklanjuti oleh Teradu I sampai Teradu V. Bahwa selain
merujuk pada Surat Pengawas TPS 03 Desa Batuoge, Rekomendasi
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sudah ditindaklanjuti oleh Teradu I sampai Teradu V dan
dinvatakan dugaan pelanggeu'an vang disampaikan tidak terbukti.
Putusan Teradu I sampai Teradu V sudah dituangkan dela6 Model
rrl.r LLz. lDunLL uzz - tulo(teL rArlL z)

30.Bahwa untuk menegakkan standar etika penyelenggara Pemilu,
Teradu I sampai Teradu V tetap menjawab secara resmi tindak
lanjut terhadap F-ekomendasi Pan...,ssc-atr l.-ecamstan Pedenga,
denean mensirimkan surat oenvamDaian kenada Bawaslu
Kabupaten PasangkaJru yang ditembuskan kepada PPK Kecamatan
Pedongga. (Bttkti O23 - Surat Penyampaian Nomor 179/PL.O1.6-
SD/ 7601/ WU-Kab/ N/ 20 19 dan Tonda Terima)

31.Bahwa tudingan Pengadu yang mengatakan bahwa Teradu I sampai
Teradu V, tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam
Pedongga adalah Tudingan yang sangat keliru dan tidak berdasar,
sebab KPU Pasangkayu sudah melaksanakan Tindak l,anjut
terhadap Rekomendasi Pengawas Pemilu, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Pasal 18 Poin (i) d,an PKPU 25
Thn 2013 sebagaimana diubah dalam PKPU 13 Thn 20L4.

32.Bahwa tudingan Pengadu bahwa masing-masing Teradu I sampai
Teradu V, tidak profesional dan menafsirkan sendiri peraturan
perundang-undangan karena Udak menetapkan pelaksanaan
Pemungutan suara ulang (PSU) di rPS 03 Desa Batuoge Kecamatan
Pedongga adalah tudingan yang keliru dan tidak berdasar, sebab
prinsip profesional maknanya dalam penyelenggaraan pemilu yaitu
Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban
dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan,
dan wawasan luas. Ha}nana Rekomendasi pengawas Tps 03 Desa
Batuoge yang juga disampaikan Panwascam Kecamatan pedongga,
sudah ditindaklanjuti oleh Teradu I s.dTeradu V berdasarkan
ketentuan yang mengatur Tfigas, wewerurng, dan kewajiban Kpu.
Bahwa Berdasarkan Pasal 348 uu No 7 Tahun 2oLT, pada ayat 1

huruf c disebutkan; Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan
suara di rPS adalah Pemilik Kartu Tanda penduduk (Ifip
Elektronik) yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap {DPT) dan
Daftar Pemilih rambahan (Dprb). selanjutnya pada ayat g (delapan)
disebutkan bahwa Pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar
dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud pad.a ayat 1 poin c,
dapat memilih di rPS menggunakan KTp Elektronik. Dan
berdasarkan Peraturan Kpu Nomor sr rahun 2o1g tentang
Perubahan terhadap PKpu No 11 Tahun 2019 rentang penyusunan
Daftar pemilih pada pasal 1 angka 42 disebutkan "Kartu Tanda
Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu
f on A t nanrl r r dr r l r 

:r 
o n X rl ilcn d:an ; ri y Tt 

ar 
X mon rno l:o n idpnl^if a s raaa i

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh peranskat
pemerintah. Selanjuteya berdasarkan uu No 24 Tahun 201s
tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 63 ayat L (sotu)
ditegaskan bahwa penduduk warga negara Indonesia d.an orang
oo-..g Ja,E urwru;;r;j;^ ;.58-i i--;y J..L6;1-1, L-.***. 1T i-o-l.*^,
at,tt tplah lrarrrirr uraiih rnprnililri I{Tp EtI flleh lrarprtq iltt linrlolzan
yang diambil oleh Kpps dengan memberikan kesempatan memilih

Salinm putusm ini tidak bisa diprgunakm sebagai rujukan resmi atau alat buldi.untuk informrei rebih rmjut, n"o"*":$:",3il;IilL1ilS53l["ril.*#X.:hamrin No. 14, Jakata pusat 1o350,
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Diunduh dari laman :

kepada pemilih pengguna KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam

DI/I dan DPTb' adalah tinda]<an vans sudah sesuai denqan

ketentuan dan peraturan pemndang-undangan'

JJ. rfarlwa tuolrrgarr pc-ttB,auu uallwa I)ar a rcrauu IIrclaIrBBar !'rursrp

Akuntabiutas, juga tidak benar sebab prinsip Akuntabel artinya

Penyelenggara Pemilu dalam melaksanaka-n tugas, wewenang dan

Le.:.,a;iban, dila-ksanakan dengan pelluh t-e rggulg ja':''ab dal
hasilnva daoat dioertanssunsiawabkan sesuai densan ketentuan

peraturan perund.ang-undangan. Halnana Teradu I sampai Teradu

V sudah menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam sesuai dengan

ketentuan pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7'

"KPU wajib menindallanjuti Rekomendasi Pengawas Pemilu"' Tindak

lanjut yang diambil oleh Teradu I sampai Teradu V' sudah

ditakukan berdasarkan ketentuan Peratural KPU Nomor 25 Tahun

2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun

2014, sehingga prinsip tertib yarrg bermakna bahwa Penyelenggara

Pemilu melal<sanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian' dan

keseimbangan.

C. Bahwa pengadu mendalilkan bahwa Teradu I sampai Teradu V

mengetahui dugaan pelanggaran atas tertukarnya surat suara lintas

dapil pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 yang

terjadi di TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatal

Baras.
1. Bahwa terhadap pokok aduan pengadu pada Poin C di atas, Teradu I

sampai Teradu V dapat menguraikan bahwa kejadian tersebut benar

teiadi, di TPS 04 Desa Motu [Dapil 4) terdapat 25 surat suara untuk
pemilu DPRD Kabupaten dari Dapil 3 yang tertukar, dan di TPS 03

Desa Balanti (Dapil a), terdapat 8 surat suara DPRD Kabupaten yang

tertukar dengan surat suara DPRD Kabupaten di Dapil 1'

2. Bahwa tudingan pengadu yang mengatalan bahwa Teradu I sampai

Teradu V cenderung mengabaikan peristiwa tersebut adalah

tudingan yang tidak berdasar sebab segera setelah kejadian tersebut

diketahui, Teradu I s.d Teradu V sudah memastikan bahwa langkah
yang ditempuh oteh KPPS saat menemukan surat suara yang

tertukar pada tahapa-n penghitungan suara dengan menyatakan

surat suara yang tertukar adalah surat suara sah untuk perolehan

Parpol, adalah tindakan yalg sudah sesuai dengan Surat Edaran
Bersama KPU Bawaslu. (Bukti O24- Surat Edaran Bersama Bduaslu'
KPII Notrlor 55- O87O/ K.Bdtuaslu/ PS4.Oa'OO/ 4/ 2019 dan Nomor 4

Tahun 2O19)
2 Erahrro macLinrrs tinioLon IIDDe iancan raanrratolzaa .rrrat atroro

vanp tertukar ditrituns sebasai suara sah untuk oerolehan Palrol
merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan Surat Edaran KPU -
Bawaslu, sebagaimana diuraikan pada poin 67 (enam puluh tujuh) di
atas, Teradu I sampai Teradu V tetap melaksa,nakan mekanisme

Pu.r4r54uur uq644r r,e41a554.!a
nenrrelenooara ad hat herdaqarlrerr plipl T ,\

J4Ju@L

sebagaimana diubah dengan PKPU 13 tahun 2014.
Salin.n putusan ini tidak bisa diperyunakaD seb5gai rujuka r.!mi atau alat buldi.

Untuk infomsi l.bih lejut, hubungi Sdeetdis Persidagan DKPP RI, J. MH- Thamrin No. 14, Jakdta Pusat 10350,
T.lp. {qlr) s1922450, Far. (O2l}3192245,
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Diunduh dari laman :

4. Bahwa Teradu I s.d Teradu V berdasarkan perintah Pleno KPU

Pasanskavu Dada tanssal 2O April 2019' telah melakukan klarifikasi

kepada Kasubag Umum dan Logistjk KPU Pasangkayu dan jajarart

]\rrD ul lrJ u't lJtsa lvl(rttl uall rrD uJ rjcsa laalaltu' lEuttLL uzo'D^

Klaifikasi Ko.subag IJmum & Logistik KPU Pasangkagu' dott

Klaifiko.si KPPS IPS 04 Desa Mottt dan TPS O3 DesaBalanti)

5. Bab,:..,a 1-.erd'sar:!ran hesil Llalifi]ia5i terhad"p (asubag r-rnull dan

Loeistik KPU Pasanekavu lKiraman' S'Kom)" melalui Raoat Pleno

KPU Pasangkayu telah menjatuhkan sanksi kepada Saudara

[Kiraman, S.Xom] sebagai penanggungiawab distribusi logistik

pemilu 2019 di kabupaten Pasangkayu' (Bukti 026 - Pzfusan Sanksi

Tertadap Kastbag Umvm dan Logistik KPU Pasarlgkary)

6. Bahwa berdasarkan klarifikasi KPPS TPS 03 Desa Balanti dan TPS O4

Desa Motu, pada tanggal 22 April2019, Teradu I sampai Teradu V

melalui Rapat Pleno telah menjatuhkan sanksi kepada KPPS f' KPPS

2, dan KPPS 3 di masing-masing TPS O4 Desa Motu dan KPPS 1'

KPPS 2, KPPS 3 TPS 03 Desa Balanti' (Bt;,kti o27 - Sanksi KPPS ?PS

O4 Desa Motu don KPPS TPS O3 Desa Balatti)
7. Bahwa tudingan pengadu bahwa Teradu I sampai Teradu V

mengabaikan pelanggaral yang te{adi di tingkat bawah terkait

tertukarnya surat suara pada tahapan pemungutan suara 17 April

2O 19, merupakal tudingan yang tidak benar dan cenderung

mengada-ada.
Bahwa berdasarkan keteralgan, fakta dan bukti, Teradu I sampai Teradu V

telah melalsanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pernilu' Untuk

itu, Te."du mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa, menol'ak seluruh

Dalil Pengadu dan merehabilitasi nama baik Teradu I sampai Teradu V'

[2.5.21 Kesfunpulaa Jcwaban Teradu I s.d Teradu V
1. Bahwa terhadap dalil aduan pengadu pada poin (f) diatas, dapat Teradu I

sampai Teradu V jelaskan, bahwa pengadu tampaknya tidak memahami

secara utuh susunan atau struktur pengawas pemilu sebagaimana

diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Bab II tentang Pengawas Pemilu

Pasal 89 Poin (2), "Bawaslu terdiri atas : a) Bawaslu;, b) Bawaslu
Provinsi; c) Bawaslu Kabupaten/Kota; d) Panwaslu Kecamatal, e)

Panwaslu Kelurahan/Desa; f) Panwaslu LN; dan g) Pengawas TPS'
Ifalraoaa 'I.-razlrr T eoaa^i 'I'ararln \/ fi.laL naaah aanarim4 troiL malolrli

PPI(, PPS, mauDun KPPS terkait laDoran atau temuan dari PPL Desa

Ilatuoge, Kecamatan Pedongga tertanggal 19 April 2019.
2. Bahwa terungkap dalam Sidang Pemeriksaan, pengadu tidak secara

jujur dan terbuka mengakui dirinya sebagai salah satu Calon Anggota
r@@ PLwrla r ulJJlu

rrtt"noqtTlrten adrran di flI{PP Eehtrra tr,dirrogn Pen cre rl r r rzancr

mengatakan bahwa Teradu 1 sarnpai Teradu V, tidak menindaklanjuti
Salinan putusd ini tid.k bisa dipuaunakd 6€basai .ujukan r.smi atau alat buLti-

UDtuk infomdi lebih l&jut, hubungi S.kretaris PeBidangan DKPP Rl, J- MH. Thaffin No. 14, Jakarta Pusat 10350,
T.lp. (m1) s1922450, Fax- (m1) 3192245,
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Di uh dari laman :

Rekomendasi Panwascam Pedongga adal'ah Tudingan yang sangat keliru

dan tidak berdasar' sebab KPU Pasangkavu sudah melaksanakan Tindak

Lanjut terhadap Rekomendasi Pengawas Pemilu, setragairrrana diatur

uarafll u\J 1\u , larlull zul l rasal ro roul {'/ uitrl rl\ru zJ lllrr zurJ

sebagaimana diubah dalam PKPU 13 Thn 2014'

Bahwa tindak l,anjut Teradu I sampai Teradu V terhadap Rekomendasi

pan r,.asczr:l Pedcngga dengan tidaL r:relaks.ng.laan p$t-t, ner'.lpakan

keDutusan vane sudah sesuai densan ketentuan dan oeraturan

perundang-undangal. Dalam Rekomendasi Panwascam tidak

menyatalan secara tegas menggugurkan keabsahal KTP Elektronik

yang digunakan Pemilih yang diduga dibawah umur (Lk Aldi dan Hardi)'

sehingga Teradu I sampai Teradu V bersikukuh bahwa tindalan KPPS

memberikan kesempatan pemiJih DPK menyalurkan hak konsitusinya'

sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undalgan'

Bahwa keputusan Teradu I s.d Teradu V tidak melaksanakan PSU di TPS

03 Batuoge atas Rekomendasi Pengawas TPS 03 pada tanggal 22 Apil
2019, sudah sepatutnya direspons oleh jajaran Bawaslu kabupaten

maupun Parrwascam Pedongga dengan melaksanalan kewenangannya

memutus pelanggaran administrasi di TPS O3, sehingga mekanisme

check and baLance penyelenggara pemilu senantiasa terwujud'

Bahwa berdasarkan keterangan, fakta dan bukti, Teradu I s'd Teradu V

telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai denga-n

peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu'

Untuk itu, Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa, menolak

seluruh Datil pglgadu dan merehabilitasi nama baik Teradu I sampai

Teradu V.

[2,5.3] Jawaban Teradu VI
1. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan "Teradu

VI sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasang!<aJrr, diduga tidak

melaksanakan tupoksinya dengan baik, dan terkesan melakukan
pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran, dengan tidak adanya

ketegasan dalam merespon rekomendasi yang dikeluarkan Pengawas

Pemilihan Umum pada tingkat bawah, seharusnya Teradu VI secara tegas

mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara

Ulang (PSU)", teradu VI berpendapat bahwa Pengaduan pengadu

merupakan hal Keliru dimana teradu VI teLah melaksanakan tupoksinya
dan tidak melakukan pembiaran terhadap peianggaran;

2. Bahwa terhadap dalil pengadu sebagaimaaa dimaksud pada angka 1

diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
2.l.Bahwa Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge telah rnenuangkan l.aporan

Hasil Pengawasan dalam Form A Pengawasan yang kemudian

4

5

t -^-^,t ^ D^--.^ ^1,, r/^L-,-^+^-

OO.5 /LHP/PM.OO.OO lN 12fl19. vang nada nrinsinnva melnksanakan
tugas sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat seluruh
peristiwa yang terjadi pada tahapan Pemungutan dan Penghitunga-n
suara Pemilu 2019 pada wilayah keq'a Pengawas TPS 01 Batu Oge

""*.,.o.-. i".iu-..g5,o ior.a.rr68aLi i7 ,tyrii 2Jil i"rrrr.,o,ri' pcrisri.ta
.t+6rA-^^* .,^5d Ai}ro; +^-,1^ /r,rli6^n -^m- D-r6ilil, ,.^,,

diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilq 56[i1gg" mengakibatkan
Salinan pDtusai ini tidak bisa dipaaunakd sebegai rujukd !6Di atau alat bul{ti.

Untuk info'rD6i lebih ldjut, hubunsi Sekr.tdis P.r6iddgan DKPP RI, J. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat losso,
T.lp. {0o1) sl9224so, Far. 10211 3192245,
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I-liunduh dari

surat suara dinYatakan
T.M-O1l:

tidak SAH sebanyak 32 surat suara", (bukti

2.2.Bainvta Pengawas TPS 03 Desa Batu oge telah menuangkan l'aporan

I1as[rengawasan(lajalIllolfllllrengawasanyangKemuoulJl
disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor:

02|LHP/PM.O0.O0/[V/20 19, pada prinsipnya melaksanakan tugas

sesuqi cengan k'e':.,engngan untuk nelrca+.at selur':h perisd.''.,a ;larrg

teriadi nsda fehanan Pemllnsrtten dan Penshitrlngan srtara Pemi'lrr

2019 pada wilayah keqja Pengawas TPS 03 Batu Oge Kecamatan

Pedongga tertanggal 18 April 2019 termasuk peristiwa "Dugaan

pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan suara dari hasil

p".g*r*t dan penelitian proses pemungutan suara dan syarat

,d-inistra"i pemilih telah ditemukan pengguna KTP Elektronik atau

pemilih DPK yang belum berusia 17 tahun memberikan hak suara di

TPS 03 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga pada hari Pemungutan

suara d.an hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 347

ayat (1) huruf d juncto pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

tahun 2017 tentang pemilihan Umum" (bukti T'VI-02);

2.3.Bahwa pada tanggal 19 April 2019 Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge

menyampaikan hasil pencermatan dan pengawasan kepada Ketua

KPPS 01 Desa Batu Oge terhadap peristiwa "Proses pemungutan

suara, telah ditemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau

catatanlainpadasuratsuaraKabupatenPasangkayuDapill
sebanyak 32 lembar sehingga menyebabkan surat suara tersebut

tidak SAH" (bukti T.VI-03);

2.4.Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge

menyampaikan hasil penelitian dan pengawasan Pengawas TPS 03

Desa Batu Oge kepada Ketua KPPS 03 Desa Batu Oge terhadap

peristiwa "Proses pemungutan suara telah menemukan 2 (dua)

pemilih atas nama Lk' Aldi Edan Lk' Hardi yalg trelum berusia 17

1,":"t belas) tahun namun sudah memiliki karhr identitas

kependudukan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab'

Pasangkayu yalg digunakan untuk memilih pada hari pemungutan

suara pada tanggal 17 april 2019 di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan

Pedongga" (bukti T'VI-04);
2.S.Bahwa berdasarkan kewenangan Pengawas TPS sebagaimana diatur

dalarn pasal 372 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 7 tah:otr 2Ol7

tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Pemungutan suara di TPS

wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas

TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut a' pembukaan kotak

suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak
dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan
pctaLurarl PCr urrue rB,- ullualrBarl; u' IjctuBas r\rr,) txc[llllta rt'rrumr
*-*l-^.-il.-- +^-J- l-l-"--'^ *^---a-+--*: ^]-.- *--"''i_l-_- ---^

atau, alamat pada surat suara yang sudah digunalan; c' petugas

KPPS merusa-k lebih dari satu surat suara yzrng sudah digunakan oleh

Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dal/atau d.

reluun yang uoau< [lerurllKl Kitrru ranoa penououx eleKr-rorlK oarf
): t ^.. --

Salinan putued ini tidak bi.a diPagunak s.basai rujukd r.shi atau alat buLti
Untuk inform4i lcbih lEnjut, hubunai s.kictdis Pcrsidangan DKPP RI, J MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350'

Tdp. {0211 31922450, Fax- (o2l) s192245,
Email: in fd'aldkDD.co.id



maka Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge dan Pengawas TPS 03 Desa

Batu Ose menvampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadaD

Peristiwa dari hasil Pengawasan masing-masing kepada Ketua KPPS

lrD ur uarl AcLua r\l-rJ lrJ uJ lJcsa l:tatu (Jtc l\ccatllatall rcuorrB8'a;

2.6.BahwadalammenindaklanjutisuratpenyampaianPengawasTPS0l
danPengawasTPS03DesaBatuogeKPUKabupatenPasangkayu
-..'r5r.'.1.tr..- surat kepada Ba'.'.'aslu Kabupg'ten Pas"ng-kayu Neruo1:

I 77 /PL.0 1. I -SD /KPU-K;b / fV/ 20 1 9 tentane Penvamnaian' vans oada

pokoknya penyampaikan hal sebagai berikut:

2.6.1. Poin I : Penyampaian tertulis Pengawas TFS 1 Desa Batu Oge

tertangga.l 19 April 2019 kepada KPPS TPS 1 Desa Batu Oge'

kemudian diteruskan kepada PPK Kecamatan Pedongga dan

selanjutnya disarnpaikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu

pada tanggal 20 April 2O19", yang pada prinsipnya KPU

Pasangkayu 'berpandangan bahwa usul'an PSU yang

disampaikan Pengawas TFS kepada KPPS pada tanggal 19 April

2019, tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti" @ukti

T.VI-0s);
2-6.2. Poin II : ?enyampaian tertulis Pengawas TPS 3 Desa Batu Oge

kepada KPPS TPS 3 Desa Batu Oge tertanggal 18 April 2019'

kemudian oleh PPK Kecamatan Pedongga diteruskan kepada

KPU Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 2l April 2019 terkait

dugaan adanya pemilih pengguna KTP EL yang diduga rnasih

dibawah umul' yang pada prinsipnya "KPU Kabupaten

Pasangkayu memutuskan bahwa langkah yang diambil KPPS

datam p165s5 pendaftaran pemilih di TPS sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku" (bukti T'VI-05);

2.7.Bahwa berdasarkan kewenangan Panwaslu Kecamatan sebagaimana

ketentuan pasal 18 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihen Umum

tent rrg Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalem

Pemilihan Umum yang berbunyi ?anwaslu kecamatan dapat

merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada

PPK berdasarkan laporal dari Panwaslu kelurahan/Desa sesuai

ketentuan peraturan Perundang-undangan", Maka Panwaslu

Kecamatan Pedongga merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) di TPS 03 Desa Batu Oge Kec. Pedongga dan disampaikan

kepada Ketua PPK Kecamatan Pedongga Nomor:

0 37 / Panwaslu/ Pedongga/ IVl 20 1 9 tanggal 24 Apttl 20 1 9 " (bukd T'VI-

06);
2.8.Bahwa terhadap dugaan pelanggaral yang te{adi di TPS 0l Desa

Batu Oge, Pengawas TPS 0l Desa Batu Oge trerjenis kelamin
perempuan a.n rlegawau menJaor(an [ellluan oan meraporr<an Kepaoa

2019, pukul 08.30 wita. (bukti T.VI-07);
2.9.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, bukti yang

disampaikan perempuan Megawati, Iaporan tersebut dinilai telah
]ncflrenuru syaraf romlu oan matcn yang GrscpaKau Garam K,apat
rrt^-- D^---^-1., tr-l n^----1-^--' '--.-.1- ):^^.^. a^l^* r-'.,-.- -^ -'':'-!^ _j

Sa.linan putusan ini tidak bila dipdeunakan scbagai rujukan r6mi atau s]at bukti.
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Diunduh dari laman :



SALI NAN PUTUSAN DEWAN KEH ORMATAN PEI,.IYELENGGARA PEMI LU

Diunduh dari

temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pernilu dengan Berita Acara

Nomor : 0 I O / BAP/ K'Bawaslu-Prov.SR-05 /HK'O 1'0 f i IV/ 20 19 tanssal

22 Aprn 2019. (bukti T.VI-O8);

z. ru.-E arlwa ucl uasllt r{ anl KC LCT allBarr/ Krar ur'r(asr sartst, pcraPor ' LCI lapul

serta mempertimbangkan fakta dan bukti disepalati dalam

pembahasan kedua Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti
lzeiahan nphlridiken dengan Be:-ita Aca!'a Nonor: 08/BA!-
P2 /KAB/30.03 I v I 2Ol9 tbukti T'VI-09):

2.11.Bahwa setelah dilakukan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut

Umum (JPU) dan proses sidang di Pengadilan Negeri Pasang|<ayu'

perkara a quo diputuskan oleh Majelis hakim bahwa terdakwa

RISMAN. B Alias RIS Bin BAHO (Ketua KPPS TPS 01) Desa Batu Oge'

Kecamatan Pedongga dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah

melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 532

Jo Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilitran Umum Jo Pasal 55 ayat (7) PKPU Nomor 3 Tahun 2019

tentang Pemungutan dan Penghitungal Suara dalam Pemilihan

Umum dengan menjatuhlan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp'3'000'000 (tiga juta

rupiah) dengan Nomor petikan Putusan 57/Pid'Sus/2O lg/PN'Pky

tanggal 28 Juni 2019. (bukti T.VI-1O);

2.l2.Batrura pada tanggal tanggal 2l Mrei 2019 Bawaslu Kabupaten

Pasangkayu menindaklanjuti trmuan dugaan pelanggaran tindak
pidana Pemilu dengan Nomor: 018/TM/PLlKab/3O'O3|V 12019 dan

dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 030/BAP/K'Bawaslu-
Prov.SR-05/HK.Ol.Ot /V l2\l9 yang diduga dilakukan oleh Ketua

dan Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu sebagaimana ketentuan

Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 tahtn 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum "dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan

Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam

pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam undang-undang ini
telah terpenuhi, anggota tr(PU Kabupaten/ Kota dipidara penjara

paling larna 2 (dua) tahun dan denda paling balyak Rp'

24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), (bukti T.VI-I1 dan

bukti T.M-I2);
2.13.Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap temuan Nomor :

0l8/TM/PLlKab l3O.O3/V l2ll9 disepakati untuk dilanjutkan ke
proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu serta dilakukan
Klarifikasi /penyelidikan yang kemudian dituangkan dalam Berita
Acara Nomor: l3/BA-P2/KAB l3O.O3lV/2019 tanggal 22 Mei 2O19,

(bukti T.VI- 13);
a 1,a ll^L,.,^ L--.1^6^rl-^- ----;1.^^^- +--L^.1^- ..1^1.".--- l-^-il

klarifikasi saksi. ahli- bukti. fakta dan analisis kaiian serta hasil
Pemtrahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kab. Pasangkayu terhadap
temuan Nomor : OI8ITM/PL/Kab/3O.O3|V /2O 19 dengan Berita
Acara Nomor : 14 /BA-P2I[<-F,f3 l3O.O3lV l20l9 dinvatakan tidak
lre1uL1rLulr uusur f,ur(r.rlt l,rud.ud r u1r1uu sr-uru66d Prt,sLr P\.lrd.ar6d'.tranr
Ai}lcntilzon rror;r lzernrrzlior rtiirtonrrlzon i ololn Elerifo A^ord ponot

Pleno Bawaslu Kab. Pasangkay'u Nomor: 033/BAP/Kab.Bawaslu-
Salinan putusai ini tidak bisa diper8unakan lcbagai rujukan r6rDi atau alat buldi.
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEIryELENGGARA PEMILU

Di uh dad laman :

Prov.SR-05/HK.Ol.Ol lY l2}lg pada tanggal 13 Juni 2019' (bukti

T-VI-14 dan T.VI-15);
Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Pengadu Andi Tahmid melaporkan

a(liurya u uB,aalr rerarrEs,alarr rc[ruu ul rrD u'i fJcsa ryruLtl uarr lrJ uJ

Desa Balanti Kecamatan Baras kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

terkait ,,saksi Partai Gerindra menemukal adanya kejanggalal dugaan

pelanggaran aCrninistresi Per:ailu Ceng*r te5'erti:aya surat suara y:rrg

tercohlrrs 2.4 s.f.rat srrara TPS 4 Desa Mofil dan 5 sllret sllara vans

tercoblos di TPS 3 Desa Balanti, yang mana surat suara tersebut dari

dapil lain, 'IPS Desa Motu surat suara Dapil 3 dan TPS 3 Desa Balanti

surat suara Dapil 1, yang Notabene Dapil TPS 4 Motu dan TFS 3 Balanti

merupakan Dapil 4 Pasangkayu. Saksi sempat protes tetapi proses tetap

berjafan sehingga setel,ah proses perhitungan ditemukannya kejanggalan

diatas", (bukti T.VI- 16);

Bahwa pada hasit kajian awal Bawaslu Kabupaten Pasalgkayu dengan

rnemperhatikan pemeriksaan dokumen terkait keterpenuhan syarat formil

dan materil laporan pelanggaran Pemilu, Pengadu tidak secara eksplisit

mencantumkan nama dan alamat terlapor padahal Pengadu telah

diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk segera melengkapi namun

tetap tidak menyampaikan sehingga dinilai laporan Pengadu tidak

memenuhi syarat formil dan berdasarkan hasil identifikasi pelanggaran

sebagimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun

2018 tentang penanganan temuan dan l,aporan pelanggaran Pemilu,

laporan Pengadu bukan merupakan pelanggaran mengingat apa yang

didalilkan oleh Pengadu tetah diatur dalam Surat Edaran Bersama Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-

0870/K.BAWASLU/PIU.00'OOl4l2Ol9 dan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaran

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 16 April 2019'

Bahwa atas dasar Surat Edaran Bersama tersebut pada angka 11 huruf
a, yang berbunyi, "Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar
dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, mal<a

a). Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

dinyatakan sah untuk partai politik" ' fbukti T.VI- 1 7);

Balrwa proses penanganan pelanggaran melalui kajian awal Bawaslu

Kabupaten Pasanglrayu terhadap pemeriksaan keterpenuhal syarat dan

identifrkasi pelanggaran sebagaimana diuraikan pada angka 4 [empat]
diatas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berkesimpulan melalui rapat
pleno merekomendasikan tidak dicatat dalam buku registrasi temuan dan

laporan pelanggaran Pemilu dengan pertimbangan bahwa laporan
pengadu tidak memenuhi syarat formil dan peristiwa yang didalilkan oleh

Pengadu telah diatur dalam Surat Edaran Bersama tersebut. (bukti T.VI-

13),
Rnhrwa lerhqdnn lqnnrqn Pencradrt vqno tidsrl., dircoisfrqsi dan rrnfrrlr

memenuhi ketentuan pasal 12 ayat [4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu
Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan I-aporan
Pelanggaran Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
rxcrelxuKan rlar scuaS,an ucru(ul:
a 1 lr-*L^--i.^r-.,t--- t-^-^-t^ rr^l^--- l^--.4^-^ /r-J: ,Tr^l^*.:-lt ,I^--^-

5

ti

4.

surat Nomor : 267 /K.Bawaslu.Prov. SR-05/TU.OO.OI /V /2019 tanggal
Salind putusd ini tidak bisa dip.rgunakan sebagai rujuka r6mi atau alat bukti.
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman :

2 Mei 2019, (bukti T.VI-19);
6.2. Menzumumkan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu

Kabupaten Pasangkayu tanggal2 Mei 2019, (bukti T.VI-20);

tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Pengambilan keputusan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan
dalam rapat pleno";

8. Bahwa Bawaslu Kabunaten Pasanekavu dalam menialankan tugas.

wewenang dan kewajiban dilakukan secara kolektif kolegial dan tidak
bekerja secara sendiri-sendiri;

9. Bahwa Teradu VI selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam
menjalankan tugas, wewenErng dan kewajiban dilaksanakan secara
bersama-sarna dengan anggota Bawaslu Kab. Pasangkayu lainnya;

10. Bahwa sebagian bukti yang diajukan oleh Teradu VI dalam Perkara Nomor
: L24-PKE-DKPP/VI l2ol9 merupakan dokumen yang dikecualikan tetapi
hal ini dimaksudkan untuk menguatkan pembelaan Teradu VI dalam
sidang Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan bukan
untuk dipublikasikan;

[2.5.41 Kesimpulan Jawaban Teradu VI
Sehubungan dengan Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu dengan Perkara Nomor: 124-PI<E-D[<PP lYl/ 2019, maka perkenankan
Teradu VI menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari sidang tanggal 12 Juli 2OI9 di Ruang Bawaslu Provinsi
Sulawesi Barat. Baik tertulis maupun lisan, yang dirumuskan sebagai
berikut:
1. Bahwa Keputusan Bawaslu merupakan Keputusan yang bersifat

Kolektif Kolegial;
2. Bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing

melakukan pengawasan pelaksanaan tahapam Pemungutan dan
Penghitungan Suara;

3. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan
"Tera.du VI sebagai Kehta Bautaslu Kabupaten Pasangkary, diduga
tidak melaksanakan fitpoksinga dengan baik, dan terkesan melakukan
pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran, dengon tidak adanya
ketegasan dalam merespon rekomendasi yang dikeluarkart Pengawas
Pemilihan Umum pada tingkat bautah, seharusnga Teradu VI secara
tegas mengeluarkan rekomeruda,si unhtk dilaksanakan Pemungutan
Suara Wang (PSU)', Teradu VI berpendapat bahwa Pengaduan
pengadu merupakan hal Keliru dimana Teradu VI telah secara
kelembagaan menindaklanjutt dan telah melaksanakan tupoksinya
dan tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran, dan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
? 1 Palrtt'^ fcrlrar{on rirrro-a na-lanm-ron or{miofrooi ncmilrr y-nl

. teriadi di TPS 01 dan TPS 03 Desa Batu Ose Kecamatan
Pedongga telah dituangkal dalam Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) oleh Pengawas TPS 01 dan Pengawas TPS 03 Desa
Batuoge, TPS 01 LHP Nomor : 005/LHP/PM.00.00 llt/lz}tg
@rr554r L' r rPr[ UAII tl u

fiC ll HP IPIVI nO n{l l^I I )filQ tenrloal 17 Anril 2O I a rrrrrlo narla
prinsipnya meliaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya

Salinan putuse ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujuka resmi atau alat bukti.
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Diunduh dari laman :

mencatat hasil pengawasan pada tahapan Pemungutan dan
Pensh.itunsan suara Pemilu 2Ol9 pada wilavah keria masing-
masing Pengawas TFS, (bukti T.VI-OI dan buldi T.VI-O2);

J.Z EraIrWa Ucr{r'asarJfiill l(cwclrall$,all' rcfl$,awas lrD stsLraBalrli:ura
. diatur dalam pasal 372 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 7

tahun 2OLT tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
"Pemt*,-gutan sr.!aro- d-i ?lps t-,ojib dlt:lang o-pa,bila dai ha-si-!

oenelitian dan oem.ertksaan Denaawas TPS terbukti terdanat
ke a.daan s eb ag ai b erikut:
a- pembukaan kotak sltara dan/ atau berkas pemungutan dan
penghifungan sltara tidak dilafuikan rnenurut tata cara garlg
ditet apkan dalam ketenfitan p er ahr an p erundang -undang an;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan taruda khusug
menandatangnq atant menuliskan nama atau, aJamat pada surat
suard Aang s-udah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari safit sttrat s)ara. Aang sudatt
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suoro. tersebut menjadi
tidak satq dan/ atau
d. Pemilih garug tidak memiliki karfii taruda pendtduk elektronik
dan tidak terdafiar di dafiar pemilih tetap dan dafiar pemilih
tambahan"
Pengawas TPS 01 dan Pengawas TPS 03 Desa Batuoge
menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Ketua
KPPS TPS 01 dan Ketua KPPS TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan
Pedongga setelah dilakukan koordinasi dan pendampingan
Bawaslu Kab. Pasangkayu, (bukti T.VI-O3 dan buktt T.VI-O4);

3.3 Bahwa terhadap surat KPU Kab. Pasangka5ru yang disampaikan
kepada Bawaslu Kab. Pasangkayu Nomor l7O |PL.O1. I-SDIKPU-
Kab/IV /2019 tanggal 20 April 2OL9 Perihal Tanggapan terhadap
Saran Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Kab. pasangkayu
teLah menindaklanjuti dengan surat Nomor :

236lK.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.0O.Ol l^t /2Ot9 perihal
Pertimbangan tanggal 2l April 20lg, yang pada prinsipnya
Bawaslu Pasangkayu menyarankan kepada KpU Kab.
Pasangkayu untuk melaksanakan proses berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, (bukti T. W- O S);

3.4 Bahwa berdasarkan kewenangan panwasru kecamatan
sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) perbawaslu Nomor 9
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan umum tentang pengawasan pemungutan dan
Penghitungan suara dalam pemilihan umum yang berbunyi
oPanutaslu kecamatan dapot merekomerudasikan pelaksanaan
namttnatlda e1 tdtd ttlaaa konaAa DDW horAncailcaa lanarnn Anri

Panwaslu kelurahan/ Desa sesuori keterttuan peraturan
Perundang-undangan", Maka panwaslu Kecamatan pedongga
merekomendasi Pemungutan suara ulang (psu) di rps 03 Desa
Batu oge Kec. Pedongga dan disampaikan kepada Ketua ppK
Ii.r-o" 'oL^, I--..1-..g6o ii--.-. , c37/'io^^""ooL*7'I--.i.-.^g5o7'ry ;zc'-?
tqnosel 24 Anril 

"n]O 
.sefelah dilalnrlran lrnnrdinosikan dqn

pendampingan Bawaslu Kab. pasangkayu, (bukti T.W_O6);
Salinan Putusm ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujukan r*mi atau alat bukti.untuk inform*i rebih rajut, n"o"*,r1ff?lll; 

;iA,irTB3:IEfr **l;:hmin No. 14, Jakata pusat 1o350,



SAUNAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEIryELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman :

3.5 Bahwa terhadap temuan Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge

DeremDuan Megawati Bawaslu Pasangkavu meregistrasi

<lengan Nomor : OIO/TM/PL/KAB l3O'O3llV l2Ol9 setelah

nc[rcrll'lrll syaraL tulllr-tr uarl rllaLcrr ui r ursuljalsau (rarafll

pleno Bawaslu Pasangkayu dengan Berita Acara Nomor :

0f 0 / BAP/ K.Bawaslu-Prov. SR-05 / HK'01'O I IY I2Ol9 tarlggal22
A 6ril )n 1 () th 'kri T ln-n7l'

3.6. Bahwa berdasarkan keteransan /klari{ikasi saksi' oelaoor'

terlapor serta mempertimbangkan fakta dan bukti disepakati

dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu untuk
ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan Berita Acara

Nomor: 08 / BAP -P2 / KAB I 30 -O3 I V I 20 19, (bukti T' W-o 8);

3.7 Bahwa setelah dilalukan proses penuntutan oleh Jaksa

Penuntut Umum (JPU) dan proses sidang di Pengadilan Negeri

Pasangkayu, perkara a guo diputuskan oleh Majelis hakim

bahwa terdakwa Risman. B alias Ris Bin Baho (I{etua KPPS

TPS Ol) Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga dinyatakan
secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 532 Jo Pasal 554

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2Ol7 terrta.fiB Pemilihan
Umum Jo Pasal 55 ayat l7l Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama

3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan Nomor petikan Putusan
S7lPid.Sus/2019/PN.Pky tanggal 28 Juni 2O19. (bukti T.W-9);

3.8 Bahwa terhadap KPU yang tidak menetapkan Pemungutan
Suara Ulang, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana
Pemilu dengan Nomor: 0 l8/TM/PLlKab / 3O.O3 / v / 20 19 yang

dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 030/BAP/K.Bawaslu-
Prov.SR-05/HK.Ol.OL lY 12019 tanggal 21 Mei 2019, dugaan
pelanggaran Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2O17

tentang Pemilihan lJrnwm "dalam hal KPU Kabupaten/ Kota tidak
menetapkan Pefiungutan Suara Ulang di TPS sebagatmana
dimaksud dalam pasal 373 dAdt (3) sementara persgaratan dalam
undang-undang ini telah terpenuhi, anggotd KPU
Kabupaten/ Kota dipidana penjaro paling lama 2 (dua) tahun
dan dendo paling bongak Rp. 24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat
juta rupiah), (bttkti T.W-10);

3.9 Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen, hasil
klarilikasi saksi, ahli, bukti, fakta dan analisis kajian serta
h4ail p-h1-61a^oar IZ-,{rr^ a-rrr^ AaLlzrrmrlrr Lotr Daoanr'barnr

dengan Berita Acara Nomor : 14|BA-P2|KAB{3O.O3|V l20l9
dinyatakan tidak meme nuhi unsur tindak pidana Pemilu
sehingga proses penanganan dihentikan kemudian dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kab. Pasangkayu

vsrt Dl! / 4au.udylao u- vvl rur.vr.vrl v I 2vt)

narTcr tnilooql I ? -hrni 'rnlO ht tlrl:i T l/l-1 1 l'

S.lina putu6& iri tidak bisa dipaAunakd s.bagai rujukd r6rDi atau alat bukti.
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f 1t-:_?f9.Fax. 
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI'IYELENGGARA PEMILU

Diun uh dari laman :

4. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan

"Berdosarkan ketentuan pa,sat 1O3 ooin 'a", .b" dan 'd" Undanq'

undang nomar 7 tcrhur- 2017 tentarlg Pemilihan Umury Teradu VI

rtleuLatlt\,t xeweILQfLgUlL rrtilaguLuu,s]., tllettleruL:5Q CtQfL ftterlgl\'sJl lllu's seltuP

ad,anga dugaan pelanggaran Pemitu, bahttta dengan tidak odanga

sikap BAWASLIJ Kab' Pasangkagu terhadap pelanggoran-pelanggaron

Pem:.!,-t gclt-g terjo-tt-;- tti 4 TPS sebo,go-im-o-r'- d-;::ra'-ke-- d-e!t'"m- pokok r'-*tnt'',

adalah meruoakan lemofuiua mantaiem'en keoemimoinarl sa dara

Teradu VI sebagai Ketua Batuastu Kab' Pasangkagu" Teradu VI

berpendapat bahwa Pengaduan Pengadu merupakan hal Keliru dimana

Teradu VI secara kelembagaan menindaklanjuti setiap ada pelangaran

pemilu, dan dapa.t dijelaskan sebagai berikut:
4.7 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di

TPS 0l dan TPS 03 Desa Batu Oge Kec. Pedongga, Bawaslu

Pasangkayu telah melakukan pendampingan terhadap

keluarnya surat pengawas TPS 01 dan TPS 03 Desa Batu Oge

tentang hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana diurai
pada poin 1.2 diatas;

4.2 Bahwa Bawaslu Kab. Pasangkayu telah melakukan
pendampingan terhadap Panwaslu Kec. Pedongga dalam

proses kajian yang selanjutnya dikeluarkan rekomendasi
Panwascam sebagaimana diurai pada poin 1.4 diatas;

4.3 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang

dilaporkan oleh saudara Andi Tahmid (Pengadu) pada tanggal
26 April 2019. Dengan uraial kejadian 'Saksi kami (Partai

Gerindra) menetnukctn adanga kejanggalan dugaan
pelonggaran administrdsi Pemilu dengan terjadinga surot suard'

gang tercoblos 24 s)rat suara TPS 4 Desa Motu dan 5 surat
suara Aang tercoblos di TPS 3 Desa Balanti, Aang mana surat
suara tersebut d.ai dapil lain, TPS Desa Mottt strat suora Dapil
3 dan TPS 3 Desa Balanti surat suora Dapil 1, gang Notabene

Dapit TPS 4 Motu dan TPS 3 Bolanti mentpakan Dapil 4
Pasangkagu. Saksi sempaf protes tetapi proses tetdp berjalan
sehingga setelah proses perhitungan ditemukannga kejanggalan
diatas", Bawaslu lhb. Pasangkayu menerima laporan namun
laporan yang disampaikan belum tengkap dan diberikan waktu
selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi, (bukti T.VI-12),

4.4 Bahwa pada hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
dengan memperhatikan pemeriksaan dokumen terkait
keterpenuhan syarat formil dan materil laporan pelanggaran
Pemilu, Pengadu tidak secara eksplisit mencantumkan nama
dan alamat Terlapor padahal Pengadu telah diberikan waktu
caloao 2 tiical hari rrr+rrL' oararo a-l-r-L^-i l\T^trrrh ta+dh

tidak menvamDaikan sehinssa dinilai laDoran Peneadu tidak
memenuhi syarat formil dan be rdasarkan hasil identifikasi
pelanggaran sebagimana ketentuan Pasal 9 ayat (21 Peraturan
Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan

PurauS5arau roPvrou

rnerrrnelzan nclancoorqn rnp.noinsof arr! r/.yrd dirtalillzan nlph

Pengadu telah diatur dalam Surat Edaran Bersama Badan
SaliD& putusan ini tidak bica dipagunakan e.b{ai rujuka r6Ei atau alat bukti.

Untuk inforrnasi lcbih l.njut, hubuhgi Sckrctdi6 Pcrsidangan DKPP RI, J. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350,
Tclp. (021) 31922450, FajL lo2tl s192245,

.wv,r.dkno. go. id



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman :

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-
O870/K.BAWASLU/PTU.OO.00 I 4 I 2Ol9 dan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2Ol9 tentang
rcrrycrcIE,S,ar.afl rcflrurrtuLarl uarr rclg,ruLurrg,arr Jua[a (ll lrJ,
tanggal 16 April 2019. Bahwa atas dasar Surat Edaran
Bersama tersebut pada angka 11 huruf a, yang berbunyi,
"Dc-lcrm h-o-l terd.opo-! bebero-pa. suro-t s1,!?-ro- ljo-ng ter!,-tko-r
denaan surat suara dari Danil lainnua telah dicoblos oleh
Pemilih, maka a). Surat suard Pemilu DPR, DPRD Prouinsi don
DPRD Kabupaten/Kota dingatakan sah untuk partai politik".
Sehinga Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berkesimpulan
merekomendasikan untuk tidak dicatat dalam buku registrasi
(bukti T.w-1s);

4.5 Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (a) dan ayat (5)
Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2OLB tentang Penanganan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum berbunyi

(4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang Udak
diregistrasi, diberitahukan kepada Pelapor.

(5) Pemberitahuan Laporan yang tidak diregistrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat
Pengawas Pemilu dan/ atau dapat memberitahukan
melalui surat kepada Pelapor.

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan Pemberitahuan
dengan cara mengumumkan pemberitahuan tentang status
laporan/temuan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu
Kabupaten Pasangkayu serta memberitahukan kepada pelapor
melalui surat Nomor : Nomor : 267 /K.Bawaslu.prov.SR-
05/TU.00.OL/V/2OL9 tanggal 2 Mei 2OL9. pemberitahuan
tentang status laporanltemuan sebagaimana dijelaskan diatas
bersifat Alternatif dan Bawaslu Kab. pasangkayu
melaksanakan dua hal setragaimana ketentuan dimaksud
(bukti T.w-1a);

Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan
"smtdara Teradu w sebagai Kehta Bautaslu Kabupoten pasangkayu,
seharusnga m.enindaklar$uti laporart maupun Rekomemndasi yang
dikeluarkan oleh peftgdwcts Pemilihan Llmum pada tingkat Kecamatan
dan Desd teradu vI berpendapat bahwa pengaduan pengadu
merupakan hal Keliru dimana Teradu M secara kelembagaan telah
menindaklanjuti dengan melakukan penanganan pelanggaran Tindak
pidana Pemilu oleh Ketua Kpps 01 Desa Batu oge Kecamatan
Darlannro sahoaoimon /liialaol-on nor{o nnin 1q,1 R, r{on nnin 1T rliofos

Serta melakukan proses tindak pidana Demilu vans diduaea dilakukan
oleh KPU Kab. Pasangkayu sebagaimana dijelaskan pada poin 1.g dan
poin 1.9 diatas;
Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan

v@uqqt q ,9t 44& t al o9t Lq 4ot Lgv o99U' 4 L9y@ ,rerLv9l4vt ,vw a

Pekntnenrlnci kenndn l{Pf I Knhttrrnten Pncnnnlcarnt ttnhtk tnelnkcnnoknn
Pemungutan suara uang (psu) di rps aarLg secara ngata telah terjadi

Salina putlsil ini tidak bisa dipergunaka sebagai rujuku r6mi atau alat bukti.untuk informrei lebih lanjut, hubungi Sekretais R"."idurrg"r, orpp Rt, .n. uli. ftr.-.in No. 14, Jakrta pusat 1o35o,
rerp. (02 1) 3 rs3-lli9,IT: (331 ) s I e224s,

5

6



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU

Diunduh dari larnan

lh tb,:i T III-l Al.

3. Bahwa Bukti Pengadu (Bukti P-2 dan Bukti P-6) merupakan hasil
SalirEn putusan ini tidak bisa dipergunakan Ecbaaai rujukan remi atau alat bukti.

Untuk infortrrsi l.bih ldjut, hubuDgi S.l&.tdis PersiddAa DKPP RI, J. MH. Thdin No. 14, Jakdta Pusat 10350,
T.lp. {o2rl 31q2245o_,Fd-((}21) s192245,

petonggaran Pemilu'teradu VI berpendapat bahwa Pengadual pengadu

merupakan ]na7 Keliru' dimana hasil oenelitian dan Demeriksaan

Pengawas TPS 01 dan TPS O3 Desa Batu Oge serta Rekomendasi

rarlwasru r\ccallalarr rcuulrBEa sc L,a8,aullalra ulcrasllalr Paua IJOrII 1'Z

dan 14 diatas merupalan hasil pendampingan Bawaslu Kab'

Pasangkayrr;
7. Bah.r,a trr-hadap {rlil psn-oa{,t ysng ped3 pekcknya nTen;'ebu&an

.denoontidokadanuakeoutusandanatollianaabantindoklaniut
terkait laporan gong pengadu sampaikan pada tanggal 26 Apfl 2019

kepada saud.ara Teradu VI telah melalukan pembiaran terhadap

terjadinga pelanggoron pemilu setta hdak meloksanakan tupoksi

sebagai Pengawa.s Pemilu dengan baik' teradtt VI berpendapat bahwa

Pengaduan pengadu merupakan hat Ketiru dimana Teradu M telah

menindaklanjuti secara kelembagaan laporan dugaan pelanggaran

administrasi Pem'il1 y6ng dilaporkan oleh saudara Andi Tahmid

sebagimar tetah dijelaskan pada poin 2-3,2.4 dan poin 2'5 diatas;

8. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang pada pokoknya menyebutkan
* dengan tidak odanga rapat dalam intemal Bantaslu Kahupaten

Pasangkagu untuk mertgikapi adang a pelanggaron-pelanggaron Pemilu

gang sadah menjodi Temtan Pengawas pemilu pada tingkat TPS' Desa

dan Kecamatan adatah m.erupakon kelalaian saudara teradu VI sebagai

Ketua BAWASLTJ Kabupden Pasangkagu" teradu VI berpendapat

bahwa Pengadual pengadu merupakan l:id, Kelint dimana Teradu M
telah menindaklanjuti secara kelembagaal se tiap temuan/ laporan,

dapat saya jelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa setiap Berkas Temuan/Laporan yang disampaikan oleh

Koordinator Divisi Hukum, Penalganan Pelanggaran dan

Sengketa, Teradu VI menindaklanjuti untuk diproses selanjutnya
dalam rapat pleno;

2. Bahwa Teradu VI dalam menindaklanjuti setiap Temuan/ laporan
dilakukan secara adil terhadap seluruh temuan/laporan yang

disampaikan oleh Koordinator divisi Hukum, Penanganan

Pelalggaran Sengketa selaku penanggungiawab divisi;
3. Bahwa Pengadu tidak mema,hami mekanisme kerja Bawaslu dalam

melaksanakan T\rgas, wewenang dan Kewajiban Bawaslu
Kabupaten;

9. Bahwa berdasarkan fakta sidang tanggal 12 Juli 2019, dimana
Pengadu menjel,askan "bukti yang diajukan dalam sidalg berupa
produk Pengawas Pemilu diperoleh dari Bawaslu staf Kab. Pasangkayu
setelah mengajukan permohonan dan disetujui oleh M. Afif (staf)

merupakan ha1 yang tidak benar, dan dapat dijelaskan sebagai
1- -riLrrt.

1. Bahwa M. Alif tidak mensakui telah memberikal dokumen keDada
pihak lain termasuk dokumen bukti yang ddukan Pengadu, /bukfi
T.W-1s);

2. Bahwa tanda terima yang disampaikan dalam 5id6qg bukan Tanda



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari

print out dokumen (foto) padahal tersedia dokumen dalam bentuk

salinan di Bawaslu Kab. Pasanskavlt. [bulcti T'VI-17):

tZ.O lrr.rt,rUl[' rlrl(Jl r l,ltlrlu
Petltum Teradu I l.d V
Demi Ke adilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Terhadap seluruh

D2lil Pergadu, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu Ir1, d"n Teradu V'

memohon keoada Maielis Hakim Yans Mulia Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu untuk :

1. Menolak aduan Pengadu seluruhnya.
2. Memberikan Rehabilitasi terhadap nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu

III, Teradu IV, dan Teradu V'
3. Atau apabila Majelis Sidang Kode Etik Penyelenggara berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.
Pctltrrtn Teradu VI
1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakal Teradu VI tidak terbukti meLakukan pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI dalam kedudukannya sebagai

penyelenggara Pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat

lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)'

[2.7I BrrXTr TERADU
Bahwa para Teradu menyampaikan alat bukti sebagai berikut

Kode
Bulrtt

Bukti P- 1

Bukti P-2

Uralan

I
2

4. Bukti P-4

3. Bukti P-3

Surat Pengawas TPS 1 Desa Batuoge f9 April 2O19;

BA Rapat pfleno KPU etrkait dugaan pelanggaran

administrasi Nomor 1 00 / PL. 0 1 -BA/ KPU-K ab I ltl / 20 19

tanggal 20 April 2019;
Surat Edaran KPU RI tentang Penanganan
Pelanggaran Kode Etik Nomor
225lPP. 05/ SD / O I / wU I II I 20 19 tanggal 6 Ftbruari
2019;
Surat permintaan logistik PSU ke KPU Privisni
Sulawesi Barat Nomor 129/PP.10-SD /7601/Sek'
Kab/lY /2019 tanggal 20 April 2019;
Surat permintaan tanggapan terhadap saran PSU

kepada Bawaslu Kab. Pasangkayu Nomor
1 70 /TL. 0 1. 1 -SD I 7 60 I I WU -Kab / IV / 2019 tanggal 20
Anril OOl O'

6. BukU P-6 Surat Balasan Ehwaslu kabupaten Pasangkal'u terkait
pertimbangan (saran) PSU Nomor
236lK.bawaslu.Prov.SR-05/TU.OO.0l/IV/2019 2l
April 2019;

Srrref T\ro:rs l{larifialris elrnqdo I{PPS TFS I dcsa

Batuoge oleh PPK Pedongga dan PPS Batuoge;
Salind putusd ini tidak bi6a dipdaunakEn s.baAai rujukan r6ni areu .lat buldi.

Untuk infortnsi lcbih lsnjut, hubunAi Sd.retaris Peidarge DKPP Rl, J. MH. ThaIDrin No. 14, Jakarta hrsat 1o35o,
,," l*,11'--?:1::9,Fax.-(o2t) s1e224s,

c Flrrlrii P-9

IYo

5. Bukti P-5



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI\TYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman:

9.
10

11

13.
14.
15.

I6
T7

L2. Bukti P-12

Bukti P-9
Bukti P-10
Bukti P-11

Pukd P-13
Bukti P-14
Bukti P-15

Bukti P-16
Bukti P-17

BA Rapat Pleno I(PU 22 April 2O19;
Form PAP-2A KPPS TPS 1 Desa Batuose:
Surat penyampaian Hasil Rapat Pleno KFU ke
rrawasru rasarrBrKay u
Putusan Pemberhentiuan Tidak Horrnat KPPs TPS 1

Desa Batuoge;
Fekor-endasi TPS 3 24 April2019
Surat Densawas TOPS 3 DESA Batuose 18 Aoril 2A79
BA Klarifikais KPPS TPS 3 DEsa Batuoge dan Form C2
KPU TPS3 batuoge Nomor 103.a/PL.01.6-
BA | 7 601 / KPU-Kab / ItI / 2oI9;
Formulir A3 KPU dan ADPK KPU
BA Katrifrkasi Kadissukcapil Pasangkayu dan FC KTP
Ilmeilih di abwah umur tertanggal22 Apral2Ol9;
BA Rapat Pleno KPU terkait penetapan DPTHPS Nomor
O92lPL.os-BAl7601/KPU_Kab lIv /zOLg tanggal 1 1

April 2Ol9;
Form PAP-2A KPPS TPS 3 Desa Batuoge Nomor
Ol2 /PA-7601/KPU-Kab ll\r I 2O19 tanggal 22 April
20t9;
Surat tindak lanjut Rekomendasi PSU TPS 3 dari PPK
Pedongga ke Panwascam Pedongga Nomor
bo2 s/ PP. 05-sR/ 76. O 1 . 08 / ppK I r\r / 20 19 TANGGAL 26
April 2Ol9;
BA Rapat pleno KPU terkait persiapan Rekap
T\rngsura dan tindak lanjut Rekomendasi Panwascami
Form PAPTL2 Tindak lanjut Rekomendasi Panwascam
Pedongga Nomor 013/PA-7601/KPU-Kab/ltI / 2Ol9
tanggal25 April 2Ol9;
Surat penyampaian KPU ke Bawaslu Kabup[aten
Pasangkayu Nomor L79/PL.O1.6-SD/7601/KPU-
Kab/lV/2019 tanggal26 April 2OL9;
Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor
55-0870/K. Bawaslu/P54.00.0O/4l2AD; NOmor 4
Tahun 2Ol9 tanggal 16 April 2AL9;
BA Klarif,kasi tertanggal 21 April 2O19:

1. Kasubag KUL KPU Kab. Pasangkayu
2. KPPS TPS 4 Desa Motu
3. KPPS TPS 3 Desa Balanti

Putusan Sanksi terhadap Kasubag KUL Kpu
Kabupaten Pasangkayu Nomor 222|HK.O3.L-
Kpt/76OLlKPU-Kab ltv l2OLg tanggal 25 April 2Ot9
Erfrrcon Qonl:ci tarhor{an Lppq TT)e Q T)aoo IUfn:Frr

Nomor 223 lHK.O3.I-Kptl 760 1 /KpU-Kab lly I 2eL9
tanggal25 April 2Ol9
Putusan Sanksi terhadap KPPS TPS 4 Desa Motu
Nomor 224 |IHK.O3.l-Kpt/7601/KpU-Kab/rv / 2Ot9

I iF a .1 6ntnll'rur8bar -V I rl,ru av L J

18. Bukti P-18

19. Bukti P-19

20. Bukti P-20

2L. Bukti P-21

Bukti P-22

Bukti P-23

Bukti P-24

Bukti P-25

26. Bukti P-26

D'7 Prrlzfi D-r)7

28. Bukti P-28

22.

23.

24.

25.

Salinan putusm ini tidak bisa '{iFagunakan sebagai rujukm resni atau alat bukti.untuk infomxi lebih lmjut, hubungi Sekretaris Persidangan orpFru, u. uu. th*in No. 14, Jakata pusat 10350,
Telp. (021) 3192245O,Fa:e (o21) sts224s,

F*^iI. i_k-rll,-- _^:l



SAUNAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI'ryELENGGARA PEMILU

Diun uh dari laman :

5 buktiT.VI-OS

6 buktiT.VI-O6

7 buktiT.Vl-o7

I bukti T.VI-O8

11 bukti T.VI-1 1

13 bukti T.VI-13

14 bukti T.VI- 14

Penvarnnaian Pensawas TPS O3 Desa Ratll C)se tentans

Hasil Penelitian da-rr Pemeriksaal Hasil Pengawasan

Surat Bawaslu Kab. Pasangkayu Nomor :

236lK.Bawaslu.Prov.SR-OS/TU.00.01 /IV/20 19

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pedongga Nomor:

037 /Panwaslu /Pedonsga /fV /2019
Formulir El.2 Nomor :

0I0/TM/PLIKAB l3O.O3lIV l2Ol9 dan Berita Acara

Nomor : 0 1 0 / BAP/K.Bawaslu-Prov. SR-

0s/HK.01.01/Y /2Or9
Berita Acara Nomor: 08/BAP-P2|KAB l3O-O3lv l2Ol9

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor

: 57lPid.Sus/20 I 9/PN.PkY
Formulir 8.2 Nomor: 0 I 8/TM/ PLl Kab / 3O.O3 / V / 20 19

dan Berita Acara Nomor : 030/BAP/K.Etawaslu-
Prov.SR-05 /HK.O L.Ol I V I 20 19

Formulir 8.1 taporan Andi Tahmid
Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor SS-

0870/ K.BAWASLU/PIU.00.0 O / 4 I 2019 dan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun
2Ol9 darr Kajian AwaI Laporan Andi Tahmid
Surat Nomor : 267/K.Bawaslu.Prov.SR-
0 5 /TU. 00. 0 1 / V | 2O 19 d,an Pemberitahuan status
laporan Andi Tahmid
Surat Pernyataan M. Alif (Staf Bawaslu Kab.
Pasangkayu)
Tanda Terima Surat l,aburica
-::L3;::; l:;-:l::: I.:::;:1'-: (S:::'- I':::;:-.-.:: 'ITS 31
den Rekomendasi Panwaslrr Kec. Pedonppal

l5

16

17

bukti T.VI-15

bukti T.VI-16

bukti T.VI- 17

[2.8] HETERArGATiT PrHAI< TERXATT
Bahwa dalam sidang DKPP tanggal 12 Juli
ru rB,6u rtl r-rawasru Aauupalrrr rasarrgia-v u

2019 telah hadir Pihak Terkait
a.rr oyaur>uuur dtur li ur iian ra

Aan-n- l,-+-?^n-^n l.i^^- 71^6 +rrl.i^^r a-L^*-i 1'--il-ri.

Bahwa atas pokok pengaduan Pengadu, Anggota Bawaslu Kabupaten
Salina, putusan ini tidak bi3a dipcreunakan scbaAai rujuke r6mi atau alat bul'ti.

Untuk infomai l.bih lejut, hubuDgi Sd(r.tdis P.rdidag& DKPP RI, J. MH. Thahrin No. 14, Jakarta Pusat 10350,
Tclp. {0211 31922450, Far. {021) 3192245,

[2.7.21 Bntti teredu VI
No Kode Bukti Keteranqan

1 bukti T.VI-OI LHP Pengawas TPS 0l Desa Batu Oge

Z O]U,r'LL l. V|-UZ r-l1r rCn$,al.l|r/as lrD UJ IJCSa EitLU UBC

Penyampaian Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge tentang

3buktiT.Vl.o3HasilPenelitiandarrPemeriksaanHasilPengawasan

4 buldiT.VI-O4

9 bukti T.VI-99

1o bukti T.VI-1o

12 bukti T. VI- I 2

Berita Acara Nomor : l4lB'A-P2lKABl3O.O3|V /2019
dan Berita Acara Nomor: 033/BAP/Kab.BawasIu-
Prov.SR-05/HK.O1.Ol lV I 2019



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE].IYELENGGARA PEMILU

Diunduh laman

Pasangkayu sebagai pihak terkait dalam perkara a quo memberikan

keteransan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil Pengadu, peristiwa pada hari Penghitungan suara
(11 lru ul Lresa batu uge, Kecamatan reoongga, sampur surat suara

untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota Dapil I (Pasangkayu'

Pedongga, fikke) terdapat tanda dalam bentuk tulisan nama pemilih'

clas pengc'xasan Penga""'cs'IPS dl TPS 0l Pr' I'{EG'^'W'ATI hrnggc

nerhifrrrrqarr srlara selesai menemlrkan sehanvak 32 lemhar stlrat

suara. Atas peristiwa tersebut pengawas Pemilu telah melakukan

tindakan administrasi dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten

Pasangkayu. (Bukti.PK-O 1)

a. Bahwa tindak lanjut terhadap peristiwa dugaan pelanggaran
yang terjadi di TPS 01 Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga

tanggal 17 April 2019 pada tahapan penghitungan suara,

pengawas TPS telah menyampaikan surat kepada Ketua KPPS

TPS 01 Desa Batu Oge pada tanggal 19 April 2019 yang pada

prinsipnya, menyampaikan adanya temuan peristiwa, dimana

sampul surat suara terdapat tanda tulisan dan atau catatan lain
pada surat suara DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah

Pemilihan I (Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya) pada saat

proses penghitungan suara berlangsung. Mengingat peristiwa

tersebut cliduga terdapat pelanggaran maka pengawas TPS

meminta agar Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge memperhatikan
dan memastikan melaksanakan ketentuan Pasa] 66 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang
Dalam Pemilihan Umum. (Bukti PK-02)

b. Bahwa KPU Kabupaten Pasangkayu melalui PPK Pedongga

menerima surat Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge dan
menindaklanjuti dengan bentuk menjawab surat pengawas TPS

yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
dengan surat Nomor f 77lPL.01. f -SD lT60llKPU-Kab/IV /2O19
pada tanggal 22 AprlL 2019 perihal penyampaian' (Bukti. PK-03)

c. Bahwa jawaban surat KPU Kabupaten Pasangkayu pada angka 1

huruf c dan huruf h menjelaskan pada prinsipnya menyatalan,
"tindakan gang dilakukan Ketua KPPS ?PS 01 Desa Batu oge
dengan mengatakan strat suara gang terdapat coretan dtau
tulisan pada kertas surat sudrd dinAatdkon tidak soh, sudah
tepat karena sesuai dengan Pasol 55 agat (7) Peraturan Komisi
Pemilihan [Jmum Nomor 3 Tahun 2019" dalr 'pengampaian sutat
Pengduos TPS 01 Desa Bdtu Oge tidak mengebutkan secara detail

l-^^.:--,,1^- +^-^^1-,, + LI,I I

d

Kabuoaten Pasanekavu menesaskan surat Peneawas TPS 01

Desa Batu Oge tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
Bahwa terhadap jawaban KPU Kabupaten Pasangkayu, pengawas
TPS tetap menjadikan temuan dan melaporkannya kepada
3o""."oi.. ."L..yo' i.,,,. fooorrg,i',oy * ,,rcidiui yctu6as y...",i*o'
I on^rd h P6trro slr ! Tlalrrrno tan Do eo a nLavrr r'66 d,l;hrrl,f il,o a A an so r

Salinan putusan ini tid.k bisa dipagunakd scbagai rujukan r..mi atau alat bul<ti.
Untuk inforrnsi l.bih lejut, hubunsi S.krctErie Pcrsidangan DKPP RI, Jl- MH. Thamrin No. 14, Jakdta Pusat 10350,

tro. {-, 
11,--?31:}Fax._ 

(o-2 r } s r e224s,



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI'IYELENGGARA PEMILU

Di dari n:

tand,a terima laporan atau formulir B.3. pada hari senin, tanggal

22 Aprrl2}tg. pukul 08.30 wita . (Bukti PK-041

e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, bukti laporan

yaIrS,ulsallrpar}Lalrtr)clcIIrIJuaIIlvlrJ\rtrwftll,rrlclalurfi'apaLrlcIIU
Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 010/BAP/K-Bawaslu-
Prov.SR-05/HK.0l.ol/Iv 12019 tanggal 22 April 2019, dokumen

dqn buk+j laporan tersebut, din;'!ai teleh mernenuhi s;larat- fornil
dan materil sehinsea Bawaslu Kabunaten Pasangkavu

merekomendasikan untuk dicatat dalam buku registrasi temuan

dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu' (Bukti'PK-05)

f. Bahwa menindaklanjuti Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten

Pasangkayu, laporan PT.MEGAWATI dituangkan ke dalam

formulir 8.2 oleh petugas penerima temuan/laporan dengan

nomor registrasi 010/TM/PLI K B / 30.O3 IV I 2OL9. (Bukti.PK-06)
g. Bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran atas Laporan Pr.

MtrGAWATI se suai keterangan/ klarifikasi saksi, pelapor maupun
terlapor serta mempertimbangkan fakta dan bukti yang

d.ituangkan ke dalam 2 sentra Gakkumdu, disimpulkan bahwa

temuan nomor 010/TM/PLlKABl30.O3lV 12019 telah memenuhi

unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2OL7 sehingga

disepakati untuk ditindaklanjuti ketahap penyidikan dengan

laporan polisi nomor sTP/2L/Vl2l19/Reskrim tanggal 24 I[/Lei

2ot9. (Bukti.PK-07)
h. Bahwa pada tahap proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut

umum (JPU) dan proses sidang di Pengadilan Negeri Pasangkayu

terhad.ap perkara a QUo, Majelis hakim Pengadilan Negeri

Pasangkayu memutuskan bahwa terdakwa RISMAN. B Alias RIS

Bin BAHO (Ketua KPPS TPS 01) Desa Batu Oge, Kecamatan
Pedongga terbukti secarah sah dan meyakinkan telah melakukan
tindak pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 532 Jo Pasal

554 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan
Umum Jo Pasal 55 ayat (7) PKPU Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga)

bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.3.000.O00
(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1

(satu) bulan dengan Nomor petikan Putusan
57/Pid.Su s/2019 lPN.Plqy tanggal 28 Juni 2Ot9. (Bukti.PK-08)

2. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu sebagaimana angka t huruf
b, Pengadu mendalilkan adanya 2 (dua) orang pemilih yang ikut
memilih pada TPS 03 Desa Batu Oge, dimana yang bersangkutan
1-^1.'- L.^-"^i^ 1'7 ,+.,i,,1- L^I^^r +^L.'- J^* ^+^r' ^"1^L *^-:I-^L l^-

atau oernah menikah. iuea telah ditindaklaniuti oleh Peneawas TPS

03 Desa Batu Oge Lelaki SARDI dengan bentuk tindakan
menyampaikan surat kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge

pada tanggal 18 April 2Ol9 terkait yang didalilkan Pengadu. Adapun
Ll.l.l.tl.ir.rra1ll JaL11.ts, ttl.tiarlllllia.tr SctJctErdr lrcl IALlL .

o Elolrrrrq JcrhoAqn nariefirrro irqrn tariqAi rti TDq O? Deso Elofrr /lrc

setelah proses pemungutan suara, pengawas TPS 03 Desa Batu
Salinm putusa ini tidak bisa dipergunakm sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk infom*i lebih lmjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, JI. MH. Thffiin No. 14, Jakata Pusat 1035O,
Telp. (021) 31922450, Fa:c (021) 3192245,

F--:1. ;-k^ul-- -^ il
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman :

Oge menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua KPPS

TPS 03 Desa Batu Oge pada tansgal 18 April 2019' surat tersebut

pada prinsipnya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran

scllurt8,a Pcrrtawas r. rJ ulli asuu llcullrlta x'cpaua r\c Lua r\rro

TPS 03 Desa Batu Oge untuk 'memperholikan, mencertnati d'an

mempertimbangksn ketentTtdn Pasal 348 aAat (1) huruf d Jo Posal

198 o-!o-t ( 1) r-rn-1t-1-v,g'r-rn d-o-t'-g Nomor ? to'l'-ttr'- 20 1 7 tet'-to-t'g

Pemilihan lJmum'. dan aoabila oada neristiwa tersebut kuat

adanya indikasi pelanggaran maka Ketua KPPS TPS 03 Desa

Batu Oge untuk segera menindaklanjuti sesuai PKPU Nomor 9

tahun 2019 tentang Perubahah Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Umum. (Bukti.PK-O9)
Bahwa atas surat pengawas TPS, KPU Kabupaten Pasangkayu

menindaklanjuti dengan meknisme menjawab surat pengawas

TPS yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten

Pasangkayu ( lihat angka t huruf b diatas) yatg pad'a

kesimpulannya menegaskan, bahwa 2 (dua) orang yang

dimaksud oleh pengawas TPS 03 adalah Lk. ALDI dan Lk' HARDI'

Keduanya telah memiliki KTP Elektronik dan telah menunjukkan
KTP elnya saat mendaftarkan diri menjadi pemilih Daftar Pemilih

Khusus (DPK) sehingga KPPS trerkewajiban melayani pemilih
yang bersangkutan untuk menyalurkan hal< suaranya' Atas

dasar kepemilikan KTP el tersebut, KPU Kabupaten Pasangkayu

berkesimpulan bahwa langkah yang diambil oleh KPPS dalam
proses pendaftaran pemilih di TPS sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.
Bahwa berdasarkan indikasi adanya pemilih yang belum genap

berusia 17 (tujuh belas) tahun, belum kawin dan atau belum
pernah kawin tetapi menyalurkan hak pilihnya pada hari
pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, Pengawas TPS

O3 De sa Batu Oge melakukan investigasi untuk memastikan
ketrenaran data pemilih yang dimaksud dan menemukan akta
lahir masing-masing yang bersangkutan pada hari Sabtu, tanggal
2O April 20l9 pukul 12.10 wita. (Bukti.PK-10)
Bahwa atas penelusuran Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge, 2

(dua) orang sebagaimana didalilkan oleh Pengadu telah memiliki
bukti fisik KTP elektronik yang diterbitlan oleh Dinas Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu.
(Bukti.PK- 1 1)..
Bahwa atas peristiwa tersebut, Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge

menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Pedongga dan
Donwoclrr V-raaotta Daiarrr- raaninzlaLloairr+i nonaor

C

d

c

melakukan kaiian singkat terhadao Deristlvra dimaksud, dimana
dalam kajian tersebut menyimpulkan saudara Azis (Ketua KPPS
TPS 03 Desa Batu Oge) diduga kuat melakukan pelanggaran,
dimana tindakan tersebut te Lah memberikan ruang kepada

Jas6 Paua uarr PLuurl6uraar
lrelrryn oanan herrrsia 17 lttrinh trelo<l tahrrn rrrirrlr rnernilih
sebagaimana ketentuan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang

Salin.n putuse ini tidak biea dipergunaLan scb.gai rujukan resEd atau alat bulrti-
Untuk inform&i l.bih l.njut, hubungi SckrctariE P€r3idarlg.n DKPP Rl, J. MH. Thdrin No. 14, Jakarta Pusat lO35O,

trr. (. rL:r^:?1::9,Far_{o21) 31e224s.



SAIJNAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI'IYELENGGARA PEMILU

D uh dari laman :

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum' Atas dasar kajian

tersebut. Panwaslu Kecamatan Pedongga merekomendasikan

kepada Ketua PPK Kecamatan Pedongga untuk dilalukan
rcrru[larr Juara ularlB trD\J' (rr rrJ uJ lJcsa t'aLU \Jt'C'

Kecamatan Pedongga. (Bukti' PK- 12)

f. Bahwa terhadap hasil rekomendasi PSU Panwascam Pedongga

;lang +Jda.lr ditetapkan olelr KPr-l Ir.abupaten P.sanglrayu, Ba'.'.,as!u

Kabuoaten Pasangkavu meniadikan temuan dusaan oelanggaran

tindak pidana Pemilu melalui hasil pengawasan Bawaslu

Kabupaten Pasangkayu Nomor 2T3|LHP|PII{'00'02'SR-

OSIV l2}1g, tanggal 15 Mei 2019. (Bukti'PK- 13)

g. Bahwa dalam hal menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu

Kabupate n Pasangkayu, melalui Rapat Pleno Nomor

030 / BAP/ Kab'Bawaslu-Prov'SR-05 / HK' 0 1'O I I V I 2019, dugaan

pelanggaran tindak pidana Pemilu direkomendasikan untuk
dicatat dalam buktu registrasi Temuan dan laporan tanggal 21

Mei 2}lg dan diregistrasi dengan nomor registrasi

oI8/TM/PLIKABl3O.OglVl2}lg tanggal 21 Mei 2019' (Bukti'

PK-14)
h. Bahwa dalam te mpo Ix24 jam setelah diregistrasi, Bawaslu

Kabupaten Pasangkayu menyerahkan kepada Sentra Gakkumdu

untuk dilakukan pembahasan pertama, dimana pembahasan

pertama disimpulkan perkara a quo telah memenuhi syarat

formil dan materil untuk ditindaklanjuti ke proses klarifikasi
atau penyelidikan. (Bukti.PK. 15)

i. Bahwa berdasarkan hasil keterangan saksi, ahli pidana

Uuiversitas Hasanuddin Makassar (Dr. Syamsuddin Muchtar, SH,

MH) dan terlapor dengan memperhatikan fakta dan pemeriksaan

bukti, pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tanggal l3
Juni 2019, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

berkesimpulan tidak memenuhi unsur Pasal 373 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum'
(Bukti.PK- 16)

3. Bahwa sebagaimana dalil Pengadu terhadap adanya surat suara
yang tertukar, yakni, di TPS 04 Desa Motu, Kecamatan Baras
terdapat surat suara dari Daerah Pemilihan Pasangkayu IV {empat}
ke Daerah Pemilihan Pasangkayu III (tiga) dan TPS 03 Desa Balanti,
Kecamatan Baras surat suara tertukar dari Daerah Pemilihan
Pasangkayu IV (empat). (Bukti.PK-f 7)

a. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pengadu melaporkan adanya
indikasi pelanggaran pemilu di TPS 04 Desa Motu dan TPS 03
Desa Ba1anti, Kecamatan Baras kepada Bawaslu Kabupaten
D^^^--1-^"" -^, ^ +^*^-^l .l4 a -;l /.rn l rr -,.'l-''1 .ral rrn

dimana oerisdwa vane dilanorkan adalah surat suara lain vane
tercoblos di TPS 4 Desa Motu dan TPS 3 Balanti dan pada
tanggal 27 Apnl 2019 Pengadu kembali menyampaikan surat
Nomor 0 10-92/ dpc-GERINDRA I K.PK I lV I 2O 19 perihal Desakan
ic,r-. u,,.g,r. i;r.,,. 3,,o, o Ui"'.,.g, (is--i J.,,.6 .iii.,rj,rlo^-. L"y"..i.. ii".*..
Eloroo'hr Ilolrrrnoran DocoarLornr rDrrl'fi DI/- 191

Salinai putusan ini tidak bi.a dipEgunaka !.bagai rujukan r6hi atau .Ial buki.
Untuk informsi lebih l&ju! hubungi sckrctari! PcBidangaa DKPP RI, J. MH. Thalrrin No. 14, Jaktrta PusEt 10350,
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU
Diunduh dari Iaman :

b. Bahwa pada hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
denqan memDerhatikan pemeriksaan dokumen terkait
keterpenuhan syarat formil dan materil laporan pelanggaran
rcf[ull, pclrtauu Lrualr seuar.a eKsuusrL fircucaulllllu{a"tr rrallra (lalr
alamat terlapor padahal Pengadu telah diberikan waktu selama 3
(tiga) hari untuk segera melengkapi namun tetap tidak
aisqrnpaikqn sehingga dirjlai laporan Pengadu UdaL meruenuhl
svarat formil dan berdasarkan hasil identifikasi nelansearar
sebagimana ketentuan Pasal 9 ayat {2) Peraturan Bawaslu Nomor
7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan
pelanggaran Pemilu, laporan Pengadu bukan merupakan
pelanggaran mengingat apa yang didalilkan oleh Pengadu telah
diatur dalam Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan
Umum republik Indonesia Nomor SS-
0870/K.BAWASLU/FTU.00.00 l4 l2Ol9 dan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2OL9 tentang
Penyelenggaran Pemungutan dan Penghituangan Suara di TPS,
tanggal 16 April 2OL9. Bahwa atas dasar Surat Edaran Bersama
tersebut pada angka 11 huruf a, yang berbunyi, *Dalam hal
terdapat beberapa surat suara Aang tertukar dengan s-urat sudra
dari Dapil lainnga telah dicoblos oleh Pemilih, maka a} surat
Pemilu DPR, DPRD Prouinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota
dingatakan sah untuk partai politik'. {Bukti.PK-19)

c. Bahwa proses penanganan pelanggaran melalui kajian awal
Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap pemeriksaan
keterpenuhan syarat dan identifikasi pelanggaran sebagaimana
diuraikan pada angka 3 (tiga) huruf b diatas, Bawaslu
Kabupaten Pasangkayu berkesimpulan melalui rapat pleno
nomor 026|BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-OS/HK.Ot.Ot/Y/2019
merekomendasikan tidak dicatat dalam buku registrasi temuan
dan laporan pelanggaran Pemilu dengan pertimbangan bahwa
laporan pengadu tidak memenuhi syarat formil dan peristiwa
yang didalilkan oleh Pengadu telah diatur dalam surat Edaran
Bersama tersebut. (Bukti.PK-20)

d. Bahwa terhadap kesimpulan dalam rapat pleno Bawaslu
Kabupaten Pasangkayu terhadap laporan pengadu telah
disampaikan melarui surat pemberitahuan status temuan dan
laporan kepada Pengadu sebagai pihak pelapor pada perkara a
quo dengan nomor 26T /K.Bawaslu.prov.SR-
os/TU.Oo .ot lv l20 1e. (Bukti.pK-22)

Demikian keterangan pihak terkait terhadap pokok pengaduan pengadu
dalam perkara Nomor 124-PIKE-DKPP/VI/ 2olg d.an diucapkan terima
kasih.

[2.9] BUKTr PrrrAK TrRr(ArT
NO BUKTI PK JENIS DOKUMEN

1 Bukti. pK_01 Foto sampul surat suara yang terdapat tanda
dan atau tulisan nama

Z Bukti.pK_O2 Fom A ppS Desa Batu Oge dan Surat
Pensawas TPS 01 Ilesa Batu Oee

. .,t*T'P"tY=T ini.tidak bisl diRereunak*::Pjgi.,"j"5=:,=-i .I":d"j"blTi . _
Telp. (021) 3t92245o, Fa. (o2i) 31s2245,

Email: inf@jdkpp.go.id



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Di uh laman :

3
4
5
o
7

8

Bukti.Pk-03
Bukti.PK-04
Bukti.PK-05
I,ursu. rr{-uu
Bukti.Pk-07

Bukti.PK-08

Bukti.PK-10
Bukti.Pk-11
Bukti.PK- 12

Bukti.PK-13
Bukti.Pk- 14

Bukti.PK-15

Bukti. PK- 16

Bukti.PK- 17

Bukti.Pk- 18

Bukti.PK-19

Bukti.PK-2O

Bukti.Pk-21

Surat KPU Kabupaten Pasangkayu No'177

Formulir B 3 (Bukti LaDoranl

BAP No. 010
fi.ctlsLl asr r-apurall l\u.u ll'
Laporan Polisi
Petikan Putusan Pengadilan Negeri

P" s^ngkal'u d:n Pelaksanasl Putus2rr

Pom A dan Surat Pensawas TPS 03 Desa Batu

oge
Akta l,ahir Lk. ALDI dan Lk' HARDI

KTP elektronik Lk. ALDI dan Lk' HARDI

Rekomendasi PSU Panwascam Pedongga

LHP Bawaslu Kab.PasangkaYu
BAP 03O dan Formulir B 2 No' 018

BA Pembahasan I Sentra Gakkumdu
BA Pembahasan II Sentra Gakumdu dan BAP

No.033
Foto surat suara tertukar dari dapil lain di

TPS 04 Desa Motu dan TPS 03 Desa Balanti

Formulir laporan Pengadu dan Surat Gerindra

Kajian Awal Bawaslu, Surat Edaran Bawaslu

RI dan KPU RI
BAP Bawaslu Kabupaten Pasangkayu O26

Surat Pemberitahuan Laporan Bawaslu

Kabupaten Pasangkayu kepada Pengadu

10
11

t2
13
t4
15

16

l7

18

19

20

2L

III. I{EWEITATGAIT DXPP DAIT KEDI'DI'XAIT HI'I(UU PETG/IDU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengadual Pengadu adalah

ierkait dengan dugaal Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang

dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan'

bewan Kehormatan Penyelenggara pgrnilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP)

terlebih dahulu akan menguraikan ke$'enangannya dan pihak-pihak yang

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana

berikut:
Keweaarrgel DXPP

[3.3]Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik

fenyelenggara Pemilu. Hal rlemikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat

(2) Undalg-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang

menyebutkan:
DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan

adanya dugaan pelanggaral kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,

nndd^+^ I/DI T Drnrrinai, ^hdr^+a IZDI T llahrrn'+oa ,lVa+c , ohffi^t^ Elotroelrr,

anggota Bawaslu Provinsi, dan anqsota Bawaslu KabuDaten/Kota'
Selanjubrya ketentuan Pasa] 159 ayat (21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 mengatur wewenang DKPP untuk:
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran

u:qrr yluJv4t&u u4! l,urlulro4u,

h lrrfern o n orril Pelonnr sqTz<i dan / alarr nihalr.-nihalr lain rrqng ferLaif lrntrrle

dimintai keteralgan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
Salin putuse ini tidak bisa diPasunakan s.bagai rujukan r6mi atau tlat buldi.

Untuk infomGi lcbih lejut, hubu.gi S.kr.taris Petsid&gd DKPP Rl, J. MH. Thahrin No. 14' Jaksta Pusat losso'
r.tP {or tL]_?:-?:::F€rL I02 t ) sr e224s.



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE},IYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman :

Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melalggar

kode etik: dan
d- Memutus Pelanggaran Kode Etik-

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat [2) Peraturan DKPP

Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2

Tahun e019 tenr-ang Pedonan Be!:aca!:a Ir-ode n+i-k Penyelenggar" Pamililal

Umum vane menvebutkan oeneeakan kode etik dilaksalakan oleh DKPP'

13.41 Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan

pelangga.an Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para

Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a guo;

Kedudulsn Hukum
[3.5t Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Beracara Kodc Etik Penyelenggara Pemilihal Umum,

pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
pemilu diajukan secata te rtulis oleh Penyelenggara Pemilu, Pese rta Pe milU,

tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas

Pengadu kepada DKPP.

Selanjutrrya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2)

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan

DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:
Pengaduan dan/atau laporan s€bagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan oleh:
a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim Kampanye;
d. Masyarakat dan/atau
e. Pemilih.

[3.6t Menimbang bahwa Pengadu adalah representasi Partai Politik Gerindra

Kab. Pasangkayu sehingga dapat dikategorikan sebagai peserta pemilu

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat {2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3
Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DI(PP Nomor 2 Tahun
2Ol9 tentang Pedoman Beracara DKPP; dengan demikian me miliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengadual a guo;

[3.! Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo,

Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal stonding) untuk mengajukan
pengaduan a qto, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok
nanoarlrt an.

IV. PERTIUBAITGAITPUTUSAT|

[4,1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa
Para Teradu diduga melanggar kode etik atas tindakan sebagai berikut:

[.+,r.rj r:rrurwa oeroasarKalr Lc[ruarl ramua rengawas Lapangan (rrr], rjcsa

Salinan putusar ini tidak bisa dip.rgunakan icbaaai rujukd rBmi atau alal bulfti-
Urtuk inforttrsi l.bih lejut, hubuhsi S.kr.tdi! P.rsidsge DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jaksrta Pusal lO35O,

Tdp. lml) 31922450, Fa.r.. {ml}3192245,
Email: inf@dkpp.go.id
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Diunduh laman

Barat, pada tahapan penghitungan Surat Suara, di TPS 01 Desa Batu Oge

terdaDat Surat suara tercoblos vans diberi tanda khusus dan atau

menuliskan nama, oleh Pehrgas/Ketua KPPS setempat a'n' Risman B'

rcrllauap KcJaurarr Lcrscuul-, rialalr scolarrB, war8,a uau scKauB,us l)cflr'u[l ur

TPS3DesaBatuogea.nSunardimelakukarrprotesdanmemintaproses
pemilihan untuk dihentikan namun oleh Petugas KPPS setempat tidak

r::engindah-lr.n dal -e!anjur*L3!! p!:oses penghltungan kert-as suara salpai
selesai. Pada tangeal 19 Aoril 2019. Peneawas TPS 01 Desa Batu Ose

Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayrr, telah mengeluarkan surat yang

ditujukan kepada Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge, yang pada prinsipnya

menyampaikan bahwa, kejadian pada TPS 01 Desa Batu Oge, terdapat surat

suara sebanyak 32 lembar yang diberi tanda khusus dan/ atau dituliskan
nama oleh Petugas/Ketua KPPS yang mengakibatkan surat suara tersebut

tidak sah merupakan pelanggaral administrasi pemilu dan wajib dilakukan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS dimaksud, namun Teradu I s'd V

selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu, PPK Kecamatan

Pedongga, PPS Desa Batu Oge dan Petugas KPPS Desa Batu Oge tidak
mengindahkan Surat Panitia Pengawas TPS tersebut;. Pengadu mendafi]kan

bahwa tindakan dan atau perbuatan Petugas/Ketua KPPS memberi tanda

khusus dan/ atau menuliskal nama pada surat suara, melanggar Asas

kerahasiaan dalam Pernilihan Umum, sglagaimana dimaksud pasal (2) ayat

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Menurut
Pengadu, terhadap kejadian dibubuhkannya tanda khusus dan/atau
menuliskan nama pada surat suara se harusnya dilakukan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Batu Oge, sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasat 372 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, dan Ketentuan Pasal 65 ayat 12) huruf b dan

c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan
KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dal,am Pemilihan Umum;

[4.1.21 Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Pedongga Nomor; 037/Panwaslu /Pedongga/IY l2Ol9 Perihal
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Batu Oge

Kecamatan Pedongga, substansinya menyebutlan telah terjadi pelanggaran

administrasi pemilu di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga dan
merekomendasikan untuk ditakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada

TPS tersebut; Pelanggaran administrasi pemilu dimaksud adalah sehubungan
dengan hasil pengawasan TPS 03 Desa Batu Oge, ditemukan adanya 2 (dua)

orang pemilih yang telah ikut memilih pada TFS tersebut namun belum
memenuhi persya-ratan usia 17 Tahun dan/atau sudah menikah dan/ atau
namah m-rilr6L, o-holriaono zli^+rrr zlalom Latcn+rran Daoal 1 oaaba 1,2z11

Undans-undans No. 7 tahun 2017 tentanq Pemilihan Umum. Pengadu
mendalilkan dengan adanya pemilih yang ikut memilih dan belum berusia 17

tahun serta tidak terdaftar dalam DPI maupun DPTB, maka di TPS tersebut
waiib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dimaksud

oJoL t!,

sehasairrano feloh dirrlrah tlensen Perqfrrran KPIT Nnrnnr Q tehrrn 2OlO

S.linan putu6e ini tidak bisa dipagun.ksn .cbrgai rujukan rcsmi atau alat buld.
Uatuk informari l.bih lanjut, hubunsi Sd.rctark PcEidanaan DI(PP RI, J. MH. Thuin No. 14, Jakdta Pu3Et lo35o,

"cre. 
(o2rlF11-:31::Far (o^2r) 3re:24s,

rrrvw'.dkot r.go.id



tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2019 tentans Pemunguts.n dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum'

[4.1.3t Bahwa di TPS 04 Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu

l-Jaclalr rcllr.ulritrl rasauBl(ay u rv (c[rpat, Lclarr' ultcnuKalr auarrya surat suara

yang tertukar dari Daerah Pemitihan Pasangkayu III (tiga)' Demikian halnya

p"a" rps 03 Desa Balanti Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu yang

j.g. *..,rpu-t an Daerah Per::lljhan Pasangk-a5': IV (enpat), ditenuka:r surat

suara tertukar dari Daerah Pemilihan Pasanekavu I lsatul vans kesemuanva

telah digunakan oleh Pemilih. Bahwa Pengadu menduga kejadian itu karena

Petugas KPPS melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan'

sebalaimana diatur dalam ketentuan Pasal 354 Undang-undang Nomor 7

Tahun 20 17 tentang Pemilihan Umum. Bahwa atas adanya pelanggaran

terhadap ketentuan pasal tersebut, Pengadu menilai wajib dilakukan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kedua TFS dimaksud, berdasarkan

ketentuan pasal 65 ayat (21 huruf a Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019

sebagaimanatelahdiubahdenganPKPUNo.gtahun20lgtentangPerubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Pemungutan dan Penghitungar Suara Dalam Pemilihan Umum' Bahwa

pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam poin 4'l'l' 4'l'2, dan 4'1'3

tersebut, telah disampaikan dan/ atau telah diketahui Para Teradu baik

melalui Pengadu maupun melalui Rekomendasi dan surat Pengawas

pemilihan Umum pada tingkat Kecamatan dan L)esa. Namun Para Teradu

melakukanpembiaranyangseharusnyamemutuskanuntukdilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut' Pengadu menegaskan bahwa

penyampaian pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas masih dalam

tenggang waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan 1{s6i5i pgrnilihan Umum Nomor

3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Umum; Pengadu menandaskan berdasarkan ketentuan pasal

66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang

Pemungutan dan Penghitungaa Suara Dalam Pemilihan Umum, Pengamfilan

Keputusan terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah

merupakan kewenangan Para Teradu;

[4.1,41 Bahwa, Teradu VI sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu,

diduga tidak melakukan tupoksinya dengan baik, dan terkesan melakukan
pembiaran terhadap pelanggalan-pelanggaran sebaga.imana diuraikan dalam

poin 4.1.1, 4.1.2, d.at 4.1.3 di atas, dengan tidak adanya ketegasan dalam
merespons Rekomendasi yang dikeluarkan Pengawas Pemilihan Umum pada

tingkat bawah. Seharusnya Teradu VI secara tegas mengeluarkan
Rekomendasi untuk dilalsanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)' Bahwa

Teradu \rI sudah pernah dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP, pada

saat yang bersangkutan menjadi Anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara yang
cal--rann IJahln^+ar Daoanrlzornr } -rulaoorLoa Drr+rroan T-tIZpp l$^h^r A.O a'

69/DKPP-PKE.TV/2015.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya
menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan uraian sebagai berikut:

l,uruur uruuur

pPJ{ pps ,narrnrryr I{PPS ferlraif hnnran ,tatt tpryrrr^rl dari PPL flesa Rafrrnsp

Kecamatan Pedongga tertanggal 19 April 2019. Yang diketahui oleh Teradu
Salind putuse ini tidak bisa dipdgunakan !.basai rujukan rc€mi atau alal bukti.

Untuk inform4i l.bih lanjut, hubunsi Sckr.taris Persidangan DKPP Rl, J. MH. ThaJEin No. 14, Jakdta Puiat 10350,
Tdp. (021) 31922450, Fax. (o2l) s1e224s,

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEi..TELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman :
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Diunduh

s.d Teradu V adalah penyampaian Pengawas TPS O1 Desa Batuoge tertanggal

19 April 2019 perihal hasil Dencermatan pada pelaksanaan Denghitungal

suara, dimana ditemukan surat suara yang terdapat tulisan atau catatan lain

paua sura[ suala r-rrr(rJ ^aoupaLcrl 
scuitlyaK JZ rcrllual' lvlcllur uL rclrgawas

iPs, XppS TpS 01 Desa Bahr Oge Kecamatan Pedongga sudah mengetahui

kejadian tersebut dan terhadap surat suara yang terdapat coretan atau

catatarr l'rn, KPPS lle.a1)'3+aL'in sur:2t sua!:s tersebut TidaL Sah' Bah'r''a

menurutPengawasTPS.ataskeiadiarrtersebut.didusateriadioelansgaran
administrasi sehingga dipandang penting Kehra KPPS memastikan

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU)

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019

tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019' Selanjutnya'

pada hari yang sama, surat pengawas TPS 01 Desa Batuoge diteruskan oleh

PtK f.do.reg. kepada KPU Pasangkayu pada tanggal 20 April 2019' Bahwa

mengingat batas PSU adalah 1O hari setelah pemungutan suara' Teradu I s'd

feraau V segera menindaklanjuti surat pengawas TPS 01, Teradu I s'd Teradu

V, dengan melaksanakan rapat pleno pada tanggal 2O April 2019 untuk

membahas tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran administrasi dan

kesimpulannya laporan dugaan pelanggaran yang tertuang dalam

Rekomendasi Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge, tidal< menguraikan secara

detail, jelas dan tegas bentuk pelanggaran yang teq'adi, tidak menyebutkan

secara gambl,ang oknum pelaku yang memberi tanda pada surat suara' serta

tidak disertai bukti atau keterangan yang meyakirrkan' Bahwa mekanisme

tindak lanjut yang dilakukan Teradu I s.d Teradu V adalah berdasarkan

PeraturanKPUNomor25tahun2013sebagaimanadiubahdenganPeraturan
KPU Nomor 13 tahun 2014 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi

serta ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf n Peraturan KPU Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Ke{a KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota' Hal

mana selaras dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 225 /PP 'O5-

OD/01/KPU/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019' Dengan adanya peluang

dilaksanakan PSU dalam tenggat waktu 10 hari, Teradu I s.d Teradu v telah

menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk mempersiapkan

logistik PSU sebagai langkah antisipasi. Bersamaan dengan itu, Teradu I s d

Teradu V juga segera meminta tanggapan dan pertimbangan Bawaslu

Kabupaten Pasangkayu sebagaimana diatur dalam Pasal lO ayat (U huruf d
Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan

KPU Nomor 13 Tahun 2014 "Dalam melakukan klarifikasi, KPU berkoordinasr

atau melibatlan jajaran pengawas pemi'|u". Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

menyarankan KPU Pasangkayu untuk melaksalakan proses penyelesaian

dugaan pelanggaran administrasi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan
pcrundang-undangan yang berlaku. Teradu I s.d Teradu V juga berkonsultasi
kepada Koordinator Divisi Hukum KPU Provinsi dan hasil koordinasinya ialah
a-rainto IZDII Ilalrrrnotaa Daoanrlzovrr manini o L'lanjrrfi zlrrraan nal4hffiar^n

administrasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebaeaimana
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014. Bahwa dari hasil
klarifftasi terhadap Ketua PPK dan ketua PPS, diketahui bahwa tahapan
penghitungan surat suara saat ditemukan adanya surat suara yang terdapat

l,Ur16ra!Iu4u
qlAs nprschrirrarr iprronrttos TFS dcrr nara salrs'i KPPS rnelanirrtlzqn tqhanqtl
penghitungan surat suara dengan menyatakan bahwa surat suara yang

Salinan putusan ini tidak bisa dipagunake 6cbagai rujukah r*tni atau alat bulrti.
Untuk informsi lcbih lanjut, hubungi S€krctari. Pcr€idangan DKPP RI, J. MH. Thdin No. 14, Jakdta Pusat I O35O,

Telp. (021) s19"2450,,Fax. l02l) 3re224s,
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Diu uh dari

terdapat coretan atau catatan, dinyatakan Tidak Sah' Teradu I s'd V menilai

tindakan KPPS vans dengan sesera memberikan kepastian hukum terhadap

status sah atau tidalnya 32 (tiga puluh dua) surat suara dengan terletrih

uaflulLl rfrcllrlrrla PclluaPaL rclrBawas lrD ualr sat{ sl rcscl La rclrrlu'

merupakan tindakan yang tepat dan sudah seharusnya dilal<ukan untuk

memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaal pemungutar dan

petghitung"n hqail n34ilr-1 khususnl,2 di TPS 01 Desa Batuoge. Terulgkap

oula bahwa Detusas KPPS tidak meminta oemilih menuliskan nama atau

tulisan tertentu pada surat suara dan tidak menyebabkan surat suara yang

sudah digunakan oleh pemillih menjadi rusak sehingga surat suafa tersebut

menjaditidaksahsebagaimanasyaratmutla}pelaksanaanPSUsesuai
ketentuan Pasal 372 ayat (21 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017. Teradu I s.d Teradu V menyatakan pemilih wajib melakukan

pencermatan sebelum menunaikan hak pilih. Jikapun terdapat surat suara

rusak, se tiap pemilih mempunyai hak meminta surat suara pengganti,

dengan konsekuensi hukum Petugas KPPS dimaksud jika dengan sengaja

tidak memberikan surat suara pengganti sebanyak satu kali kepada pemilih

yang menerima surat suara yang ternyata rusak, dikenai sanksi pidana'

Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi, mendengar keterangan dan pendapat

para pihak, melalui kajian mendalam oleh Teradu I s.d Teradu V dalam forum

Rapat Pleno tanggal 22 Aprn 2019 disimpulkan bahwa tindakan KPPS atas

persetujuar para pihak yang hadir di TPS O1 Desa Batu Oge, KPPS

menyatakan surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dinyatakan

sebagai surat suara yang fidak Sah. Dengan demikian kesimpulannya

dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukalr petugas KPPS tidak terbukti
dan dituangkan oleh Teradu I s.d Teradu V dalam Form PAP 2A kemudian

disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan PPK Kec Pedongga'

Bahwa ketua KPPS TPS 01 Desa Batu Oge a.n Risman telah diiatuhi sanksi
pidana dan ditindaklanjuti oleh Teradu I s.d V dengan pemberhentian tidak
hormat dan tidak dapat diangkat kembali pada pemilu berikuteya.

14.2.21 Batrwa Teradu I s.d Teradu V menolak dalil Pengadu perihal tidak
menindal< lanjuti Rekomendasi Panwascam Pedongga Kab. Pasangkayu
Perihal Rekomendasi Nomor: 037 /Panwaslu/Pedongga/IV I 20 19, Tanggal 24

April 2019 terkait adanya Pelanggaran administrasi Pemilu yang te4'adi di TPS

03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga. Bahwa Pengawas TPS 03 Desa Batu
Oge telah menyerahkal surat penyampaian kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa

Batu Oge yang kemudian seca.ra hierarkis diteruskan ke PPK Kecamatan
Perlongga, sampai kemudian diterima oleh Teradu I s.d Teradu V pada talggal
20 April 2019. Pada intinya penyampaian Pengawas TPS menjelaskan adanya
dua pemilih di trawah umur a.n AIdi dan Hardi dengan jenis kelamin la,ki-laki.
Terhadap kcjadian tersebut, pengawas TPS 03 menduga adanya pelanggaran

administrasi, sehingga jika benar terjadi pelanggaran administrasi, KPU
D^oarrLornr;ihih+^ maaaotilzon ,l il. Lc-n d'|,^hnt'a hahrrndrr+^n cloro rrlora

Baiwa terhadaD surat Denvampaian Penqawas TFS 03 tersebut, Teradu I s.d
Teradu V segera melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 20 April 2019 untuk
menindaklanjud. Kesimpulan forum rapat tersebut ialah di TPS 03 Desa Batu
Oge tidak serta merta dapat dilakukan PSU sebab penyamFaian itu tidak

vqna rnenqdqi Sehinosa Teradrr I c d Teradrr \/ vnelrlrrrlran LlarifiLrsi

r.tlkoo. oo.id

terhadap penyelenggara ad lac di Kecamatan Pedongga (PPK, PPS, dan KPPS)
Salinan putusai ini tidal bisa dipergunake sebagai rujukd re6ini atau alat buLti.

Untuk informai lebih t&jut, hubungi Sekretdis Persides& DKPP RI, Jl. MH. Thffin No. 14, Jakdta Pusat 10350,
T.lp. {O21} 31922450, Fax. (O2l) 3192245,
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yang mana sejalan dengan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013

tentang Penvelesaian Pelangqaral Administrasi Pemilihan Umum

sebagaimana diubah <lengal Peraturan KPU Nomor t3 Tahun 2014' Selain

pclrcrrurralr Ltrrstlr auuruLtsuasl, Kraluutasr IJC[yClcrrtE'a La uQ rLoc JuBd'

ai rir..t ^t untuk memastikan ada/ tidaknya unsur pelanggaran kode etik yalg

dilakukan jaiaran penyelenggara Ad Hoc sebagaimana yang termaktub dalam

Surat Edaran I'-Pr-I FJ Nc'-oi: 225,rPP'05- oD/01/ Kl'r-r l\ll2O\'9 tertanggal 5

Fetrmari 2019 Perihal Penansanan Dusaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK'

pps, dan KPPS. Teradu I s.d V telah bersiap siaga dengan menyampaikan

kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat mengenai kemungkinan

dilaksanalannva PSU dengan jangka waktu 10 hari pasca pemungutan

suara. Berdasarkan klarifik;i penyelenggara ad hoc' diperoleh fakta bahwa

benar pemilih yang menggunakan hak pilih-rrya di TPS 03 tidal terdaftar

dalam DPI dan DPTb, 
""r.i',gg" 

yang bersangkutan menggunakan ha}

pilihnya dengaa menunjukkan KTP Elektronik dan oleh KPPS dicatat dalam

Forrn A4 DPK. Bersamaan dengan klarilikasi kepada KPPS, Teradu 1 snmpai

Teradu V juga melakukan klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Pasang!<ayu sebagai institusi yang berwenang

mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-E1) yang mana diperoleh jawaban

bahwa KTP tersebut asli dan diterbitkan oleh Disdukcapil sebagai lembaga

yang berwennag. Bahwa Teradu I s'd V memaknai kedua pemilih tersebut

termasuk kategori memiliki hak untuk memilih dengan mekanisme

menunjukkan KTP elektronik. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 6 ayat [1)

huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan

PKPU 9 Tahun 2019, 'Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di

TPSadalahpemilikKTPElektronikataupendudukyangtidakterdaftardalam
DPT dan DPTb". Selanjutrxya pada pasal 9 disebutkan bahwa "Pemilih yang

tidak terdaftar dalam DPT dan DPIb menggunakan hak pilihnya dengan

menunjukkan KTP El kepada Petugas TPS, yang mana ketentuan itu mengacu

pada Pasal 348 ayat (l) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017'

Teradu I s.d v menilai tindakan KPPS sudah benar, karena justru jika tidak

memperkenankan dua pemilih tersebut menunaikan haknya, KPPS dapat

dikenai sanksi pirlana. Adapun mengenai keabsahan KTP el, Teradu I s'd

Teradu V berkilah hal itu bukan wewenang KPPS maupun Teradu I s'd Teradu

v, melainkan kewenangal Pengadilan Tata Usaha Negara da]r Bawaslu untuk
memutus dugaan pelanggaran administrasi.
pencermatan kembali melalui Klarifftasi dan

Bahwa se telah dilakukan
meminta keterangan dan

pendapat para pihak, Teradu I sampai Teradu V melalui Rapat Pleno tangga-l

22 Aprl7 2019 telah menetapkan keputusan terhadap dugaan pelanggaran

administrasi dari Pengawas TPS 03 Desa Batuoge Kecamatan Pedongga, dan

dituangkan delam Form Model PAP 2A. Dokumen tersebut telah disampaikan

kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkay'u yang ditembuskan pada PPK

V^-6n^+^nDadnnmoEloLs'^no,lotanmalOZAnrilOOlO,T-rarlrrlonTaranrr

V menerima Surat Rekomendasi Panitia Penqawas Pemilu fPanwascam)

Kecamatan Pedongga yang disampaikan melalui PPK Kecematan Pedongga.

Panwaslu Kecamatan Pedongga menyampaikan laporan pengawaszrn yang

telah dilakukan pengawas TPS 03 Desa Batuoge pada tanggal 17 April 2019

oLN@r Pu^ur L tq44) Pusut J@a6 uu<l^

da'larn DPT dan hPltr \rq11., ,arprrsrrr rytakarr l{TP E'lelrfrnrrilr rrano hehrrn henrsia

17 Tahun. Berdasarkan kejadian tersebut, Panwascam merekomendasikan
Salina putusd ini tidak bisa dipagunake 6.b.sai rujukan raEi atau a.Ist bukti
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kepada PPK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa

Batuose Kecamatan Pedonqsa' gahwa Dada tanssal 24 Aoril 2019' PPK

Pedongga sudah menjawat tma"f hnjut PPK terhadap Rekomendasi

rallwascalll uall rlrctlyaflrtr,anraalr [ctr)ulusalr 6.iU rasitlltllay u Lcl l(tlL usultl

PSU dari pengawas TPS 03 Desa Batuoge' Bahwa pada tanggal 25 April 2019'

Teradu I sampai Teradu V telah melaksanakan Rapat Pleno yang salah sahr

;;.;d..r'" mentrahas +J:rd :-L tanjut terhad ap F-eLcr:rendasi Pan'''''ascar:r

K"ecamatan Pedonega densan kesimoulan ookok rekomendasi Panwascam

sama persis dengan penyampaialPengawas TPS dengan tidak menyertakan

bukti baru. l)engan adanya flakta Penyamparan Pengawas TPS telah

ditindaklanjuti oleh Teradu i s'a V maka disimpulkan subtansi dan intisari

Rekomendasi yang disampaikan Panwascam Pedongga' sudah ditindaklanjuti

oleh Teradu i sampai Teradu V dan dinyatakan dugaan pelanggaran yang

disampaikan tidak terbukti. Hasil pencermatan Teradu I sampai Teradu V

sudah dituangkan dalam Model PAPTL2 ' Dalam rangka memenuhi standar

etika, Teardu I s.d V tetap menjawab resmi Rekomendasi Panwaslu

Kecamatan Pedongga dengan berkirim surat ke Bawaslu Kabupaten

Pasangkayu dengan ditembuskan kepada PPK Kecamatan Pedongga' Dengan

aemit ian, Teradu I s'd V meyakini telah melaksenakan Tindak Lanjut

terhadap Rekomendasi Pengawas Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18

Huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 dart Peraturan KPU Nomor 25

Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peratural KPU Nomor 13 Tahun

2014;,

[4.2.31 Bahwa Teradu I s.d Teradu V menolak dalil Pengadu perihal

melakukan pembiaran saat mengetahui surat suara tertukar di TPS 04 Ilesa

Motu dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras pada pemungutan suara

tanggal 17 April 2019. Teradu I s'd V menyatakan bahwa benar di TPS 04

oe"a tvtotu (Dapil a) terdapat 25 surat suara untuk pemilu DPRD Kabupaten

dari Dapil 3 yang tertukar, dan di TPS 03 Desa Balanti (Dapil a)' terdapat 8

surat suara DPRD Kabupaten ya'rlg tertukar dengan surat suara DPRD

Kabupaten di Dapil 1. Teradu I s.d Teradu V sudah memastikan bahwa

langkah yang ditempuh oleh KPPS saat menemukan surat suara yang

tertukar parla tahapan penghitungan suara dengan menyatakan surat suara

yang tertukar adaLah surat suara sah untuk perolehan Parpol' adalah

tindakan yang sudah sesuai dengan Surat Edaran Bersama KPU Bawaslu'

(Bttkti O24- Surat Edaran Bersamd Bau:aslu-Wll Nomor 55-

O87O/ K.Bauaslu/P54.OO.OO/ 4/ 2O1g dan Nomar 4 Tahun 2O19)' Bal:uta

meskipun tindakan KPPS dengan menyatakan surat suara yang tertukar

dihitung sebagai suara sah untuk perolehan Parpol merupakal tindakan yalg
sudah sesuai dengan Surat Edaran KPU - Bawaslu, sebagaimana diuraikan
pada poin 67 (enam puluh tujuh) di atas, Teradu I sampai Teradu V tetap

melaksanakan mekanisme penangarurn dugaan pelanggaran administrasi oleh
i;6r^- 6A6vAl aA hna }:.arAocarlzar Darofrrr^- IIDIT lV^h^r /)( +'h!r-

2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014'

Berdasarkan perintah Pleno KPU Pasangkayu pada tanggal 20 April 2019,

Teradu I s.d Teradu V telah melakukal klarifikasi kepada Kasubag Umum

dan logistik KPU Pasangkayu a.n Kiraman dan jajaran KPPS di TPS 04 Desa

r!4ouv45 urJaLua!

senlr.si dqlarn lred rrdr rlrqnn.va selracrai nenanosrrnoierrolr distritrrr<i looi<rfilr

pemilu 2019 di kabupa.ten Pasangkayu. Berdasarkan klarifikasi KPPS TPS 03
Salind putusd ini tidak bisa diP6gumkan scbag.i rujukd r.smi atau alar bul(ti.

Untuk infomGi l.bih lEnjut, hubungi S.hetdis Pct6idangan DKPP RI, J MH. Theffin No. 14' Jakata Pusat 10350,
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE}TYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari l'aman :



Desa Balanti dan TPS 04 llesa Motu, pada tanggal 22 April2o19, Teradu I s'd

Teradu V melalui Rapat Pleno telah meniatuhkan sanksi kepada KPPS I'
KPPS 2, dan KPPS 3 di masing-masing TPS O4 Desa Motu dan KPPS 1' KPPS

z, llrrD J lrJ UJ UCSa E'a nll"l' UUIrB'all Ucllfrruall' t,lcl uasi:U ll tltl t(C Lcl itllBalr'

fakta dan bukti, Teradu I sampai Teradu V telah melaksanakan tugas'

wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

Lode etk Penj/elelgara Pe-rilu;
14,2.41 Teradu VI menielaskan lanekah-lanskah vane telah diambil oleh

bawahannya yakni Pengawas TFS 01 dan 03 Desa Batu Oge kecamatan

Pedongga yang telah menuangkan Laporan Hasil Pengawasan dalern Form A

P".,g.*""rn termasuk peristiwa ditemukannva 32 lembar surat suara yang

ditandai/diberi nama pemilih pada TPS 01 dan dua orang pemi-Iih di bawah

umur pada fps 03. Kedua form A pengawasan itu telah disampaikan kepada

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Pada tanggal 19 April 2019 Pengawas TPS

O1 Desa Batu Oge -.rry"-prik,.t hasil pencermatan dan pengawasan kepada

Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge terhadap peristiwa "Proses pemungutan suara'

telah ditemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain

pada surat suara Kabupaten Pasangkayu Dapil I sebanyak 32 lembar

sehingga menyebabkan surat suara tersebut tidak sah' Begitupun pada

t .rgg.f 18 April 2019 Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge menyampaikan hasil

penelitian dan pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge kepada Ketua

KPPS 03 Desa Batu Oge terhadap peristiwa "Proses pemungutan suara telah

menemukan 2 (dua) pemilih atas nama Lk' Aldi Edan Lk' Hardi yang belum

berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah memiliki kartu identitas

kependudukan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab'

Pasangkayu yang digunakan untuk memith pada hari pemungutan suara

pada tanggal 17 april 2019 di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga"'

gahwa aahm menindaklanjuti surat penyampaian Pengawas TPS 01 dart

Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge, KPU Kabupaten Pasangkayu

menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor:

177lPL.O1. r-SD lls,U'Kab/Itl /2019 tentang Penyampaian, yang pada

pokoknya KPU Pasanglayu "berpandangan bahwa usulan PSU yang

<lisampaikan Pengawas TFS kepada KPPS pada tanggal 19 April 2019, tidak

memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti?. Demikian halreya terkait
penyampaian tertulis Pengawas TPS 3 Desa Batu Oge kepada KPPS TPS 3

Desa Batu Oge tertanggal 18 April 2019, dengan kesimpulan "KPLr

Kabupaten Pasangkayu memutuskan bahwa langlah yang diambil KPPS

dalam proses pendaftaran pemilih di TPS sudah sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Di lain pihak, Panwaslu Kecamatan Pedongga telah pul'a

merekomend.asikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Batu Oge

Kec. Pedongga dan disampaikan kepada Ketua PPK Kecamatan Pedongga

Nomor: 037/Panwaslu/Pedongga/I\1 /2O19 tanggal 24 Apttl2019" (bukti T.VI-

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE}ryELENGGARA PEMILU

Di uh dari

n6l.Aahrro iarhar{on irra-on --1-a*^--- vara tai'Ai 'li TDS nl T'las' Erafrr

Oge, Pengawas TPS 01 Desa Batu Ose a.n Megawati berbasiskan temuaa telah
melaporkal kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada hari Jumat,
tanggal 19 April 2019, pukul 08.30 urita dan dinyatalan memenuhi syarat
formil). Bahwa berdasarkan keterangan/ ktrarifftasi saksi, pelapor, terlapor

--, i- *-^-,,.,';L-,.81,-,. LLL .l-.^ L;Ll-i .l--'"-L-li .l-i-,- ,--L-1.-*.-
lredrra Senfrn flalelarrndrr rrnfrrlr dilindalrlarirrfi Le fahqn ncnrridilran dan

kemudian berlanjut pada penuntutan, dan vonis pidana terhadap Terdakwa
Salinan putusan ini tidak bisa dip.rsunakan scbagai rujukd r.€hi atau alat bukti.
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SAUNAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI.IYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman :

a.n Risman B lias RIS Bin Baho, Ketua KPPS TPS 0l Desa Batu Oge'

Kecamatan Pedonsea. Risman B dinvatakan secara sa-l. dan mevakinkan telah

melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 532 Jo Pasal

JJ1 Ulruarlt-urrui rB l\UllrUl r rarrull zu r / LCuLarrB' rcurlurlarl ur[ulrr 'JU rasan

55 ayat (7) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara dalam Pemilihal Umum dengan menjatuhkan pidana

;;;;.r. =i=-= : (dga) bulan dan 15 (lin" btl"s) h'ri dan denda sebesar

no.a.OOO.OOO ftiea iuta moiahl denean Nomor oetikan Putusan

S7/Pid.Sus/ 2019/PN.Pky tanggal 28 Juni 2019' Bahwa terhadap Teradu I s'd

V sempat dilakukan p.-.tit*"' sekaitan dengan temuan dugaan tindak

pidana karena tidak melalsanakan PSU' Namun berdasarkan pemeriksaan

ierhadap dokumen, hasil klarifikasi salsi' ahli' bukti' fakta dan analisis

kajian serta hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kab' Pasangkayu

terhadap temuan Nomor : 018/TM/PL/Kab|3O'O31V12019 dengan Berita

Acara Nomor : i/.IBA-P2/KABI3O'O3|V l2OL9 dinyatakan tidak memenuhi

unsur tindak pidana Pemilu sehingga proses penanganan dihentikan yang

kemudian dituanglan datam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kab'

Pasangkayu Nomor: O33/BAP/Kab'Bawaslu-Prov'SR-05/HK'O 1'0 1 /V/20 19

pada Lnggal 13 Juni 2019' Kemudian pada 26 April 2019 Pengadu Andi

iahmid mtaporkan adarrya dugaan Pelanggaran Pemilu di TPS 04 Desa Motu

dan TPS 03 Desa Balanti Kecamatan Baras kepada Bawaslu Kabupaten

Pasangkayu terkait surat suara tercoblos yang berasal dari Dapil lain yakni

Dapil t. Pada pemeriksaan syarat formil, Pengadu tidak secara eksplisit

mencantumkan nEuna dan alamat terlapor padahal Pengadu telah diberikan

waktu selama 3 (tiga) hari untuk segera melengkapi namun tetap tidak

menyampaikan sehingga dinilai laporan Pengadu tidak memenuhi syarat

formil, se lain itu perihal surat suara tertukar lintas dapil' tidak dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi Pemilu karena mengacu pada

ketentuan surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihal Umum

Republik Indonesia Nomor SS-0870/K'BAWASLU / YT].J'OO'OO I 4 | 20 19 dan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang

Penyelenggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS' tanggal 16

April 2019 yang berbunyi "Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang

tertukardengansuratSuaradariDapillainnyatelahdicoblosolehPemilih,
mal<a a). Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

dinyatakan sah untuk partai politilC. Hasilnya, laporan Pengadu tidak dicatat

dalam regsitrasi temuan dan ditindaklanjuti dengan Memberitahukan kepada

Pelapor (PengaduAnrli Tahmid) dengan surat Nomor :

267lK.Bawaslu.Prov.SR-05/'I].J.OO.OI lV 12019 tanggal 2 Mei 2019 serta

mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu Kabupaten

Pasangkalu tanggal 2 Mei 2O19. Atas ralgkaian tindak lanjut Bawaslu

Kabupa.ten Pasangkayu di Atas, Teradu VI selaku ketua menegaskan abhwa
,tiriht6 h-r6omo zlanrarnr ohdd^ta rDIh'L TarLaitl a'nontiaeo

mengambil keDutusan berdasarkan pleno mengacu Dada ketentuan Pasal 139

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2O17' Teradu M datram menjalankan tugas,

wewenang dan kewajiban senantiasa dilalsanakan secara bersama-sama

dengan anggota Bawaslu Kab. Pasangkayu lainnya;

1+..r1 rvremmozrng JawaDan ozul Keferanga.n para prnaK, ouKlr oor<umen, oan

Salinan putuse ini tidak bisa dipcrgunakm :.bagai rujukan r6mi .lau alat bulrti.
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[4.3.11 Bahwa benar di TPS 01 Desa Batu oge Kecamatan Pedongga

ditemukan adanva 32 ttlsa puluh dual lembar surat suara DPRD Kabupaten

yang ditanaai setelah dicoblos' Bahwa dalam persidangan' Teradu I s'd'

rcrauu v [lcrryaLal(anl uarrwa sulat suara yarrE' urtll-lruar LCTSCUtrL Uar u

diketahui pada saat penghitungan suara' Terhadap hal tersebut' petugas

KppS melakukaa koordinJsi aengan Pengawas TPS dan juga para saksi partai

pelitik d.n lraeElut'lskar bah'r:a1ura't sua!'2 te!:sebut +jdaL sah berdasarLan

Pasal 365 avat l2l Undane-Undans Nomor 7 Tahun 2Ol7 io Pasal 55 avat f7)

peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2919 sglagaimana diubah dengan Peraturan

KPUNomorgTahun20lg'Berkenaandengaltidakdilaksanakanya
Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Teradu I s'd' Teradu V' berdasarkan

keterailan Pengawas rp5 or terungkap fakta bahwa terhadap temuan surat

suara yang ditandai, Pengawas TPS 01 Desa Batu Oge telah menyampaikan

Pemungutan Suara Utang- pSU) kepada PPK Pedongga pada tanggal 20 April

2019 dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu pada hari yang

sama. Teradu I s'd. Teradu V menilai rekomendasi yang diberikan tidak

memuat detail dugaan pelanggaran, fakta dan bukti yang meyakinkan'

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi PSU tersebut' Teradu I s'd' Teradu V

melakukan pencennat€ur kembali berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25

Tahun 2O13 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun

2Ol4 dar. berkonsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat sekaligus

mempersiapkan logistik guna mengantisipasi kemunglrinan PSU melalui surat

tZOT-rr.rO-SO/7601/Sek-KabllYl2}lg tanggal 20 April 2019' Teradu I s'd'

Teradu V juga melakukan konsultasi kepada koordinator divisi hukum KPU

provinsi sulawesi Barat. selanjutrrya, Teradu juga telah mengajukan

permohonan tanggapan/ pertimbangan kepada Bawaslu Kabupaten

eas"ngkayu melalui Surat 170/PL'01' I-SD/ 7601/KPU-Kab/IV/2019 ' Selain

itu, Teradu I s.d. Teradu V juga melakukan klarifikasi terhadap jajaran PPK'

PPS, dan KPPS yang dalam simpulanya menyatakan tidak mengetahui adanya

surat suara yang ditandai sampai dengan tahapal penghitungan suara dan

SAUNAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman:

pada saat itu tidak diketahui siapa yang memberikan tanda terhadap 32 surat

suara sehingga Teradu I s.d. Teradu V tidak melakukan PSU' Bahwa baru

dalam perkembangan selanjutleya terungkap Ketua KPPS TPS 01 f)esa Batu

Oge atas neLma Risman B alias Ris Bin Baho terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam

Pasal532joPasal554Undang-UndangNomorTTahun2olTjoPasal55ayat
(7) peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2O19 dan dijatuhi hukuman tiga bulan dan

15 hari dan denda Rp. 3.000.000 <lengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan

melalui Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor

57/Pid.Sus/2019/PN.Pky tanggal 28 Juni 2019. Putusan Pidana a quo

kemudian telah ditindaklanjuti oleh Teradu I s.d. Teradu v dengan pemberian
c^rlucia.mllarh.nfionfinoL}rnmofA^a+iAqlzziano+zlianaLa+Laahali..}.^r.i

Denvelensqara Dada Demilu berikutrrva. DKPP menilai bahwa Teradu I s'd'
Teradu V telah bertindak berhati-hati dengan melakukan konsultasi dan
koordinasi serta klarifikasi pada jajaran dibawahnya. Bahwa pada saat

klarifftasi, belum diketahui mengenai siapa yang menyuruh atau memberikan

P uz tu6a P4rual uu4, LUluqP4r yu'urur

nitltna ltenadt I{etrra IIPPS TpS nl Desa f)oe Berdasarlean hal terse}rrrf

alasan Teradu I s.d. Teradu V untuk tidak melakukan PSU adaJah dapat
Salinan putu6an ini tidak bisE diperaunakan scbagai rujukan r.€Di atau alat buldi.

Untuk informasi l.bih lejut, hubur8i Sckretaris P$idangan DKPP RI, J. MH. Thurin No. 14, Jakdta Pusat 10350,
?dp. (s2ll s1s?24sq F€x. (ml)sre224s,



SAUNAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE}'ryELENGGARA PEMILU

Diunduh dari larnan :

[+.o.sJ serKenaan oengan poKo]< aouan suraf suara lenul(ar, oalrwa oenar ol

salinan putusai ini tidak bisa dipcraunakan s.bagai rujukan r.sni erau alsl buki.
Untuk informasi l.bih l&jut, hubungi Sekrctaris Pcrsida.gan DKPP RI, J. MH. Thdrin No. 14, Jakdta Pu6at lO35O,

Tclp. {o2rl sr92245O, Far (O2l) 3192245,
Email: inf@dkpp.so.id

diterima. Dengan demikian pokok aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban

Teradu I s.d Teradu V mevalinkan DKPP:

t+,o.zl l,anwa Lcr lrauaP PulLuK auualr uua otalrB, pcruurl uclun ucl usra rr

Lfrrrr, trft*, benar terdapat 2 (dua) pemilih di bawah umur pada TPS 03

Batuoge yakni kelahiran Juli 2002 dan September 2oo2 sehingga belum

gel"p 17 tahur saat nelak-:rkan per:rurgu+-2rr suar:a' Bah':-'a terhadap h'l
tersebut Pengawas TPS 03 menvamoaikan hasil Dnsawasan dan

ditindaklanjuti terbitnya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pedongga'

Bahwa Teradu I s.d. TeradU v melakukan pencermatan berdasarkan

peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diUbah dengan Peraturan

KPU Nomor 13 Tahun 2014. Teradu I s'd' Teradu V melakukan konsultasi

dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat sekaligus persiapal logistik untuk

meilantisipasi pelaksanaan PSU melalui Surat 129/PP' 10-SD/ 7601/ Sek-

x^A/W 1zOts. Bahwa berdasarkan kla-r:ifftasi oleh Teradu I s'd' Teradu V

terhadap PPK, PPS, dan KPPS, diketemukan falta benar bahwa terdapat 2

[dua) pemilih bawah umur memberikan suaranya di 'IPS 03 pada tangal 17

April 2019 dengal menunjukan K'IP-el dan dicatat oleh KPPS dalam Form A4

oix. Teradu I s.d. Teradu V juga melakukan klarifikasi kepada Dinas

Penduduk darr Catatan Sipil Kabupaten Pasangkalm dan menemukan fakta

benar bahwa KTP-el 2 (dua) orang pemilih bawah umur tersebut dikeluarkan

oleh Disdukcapil Kabupaten Pasangkayu' Terhadap hal tersebut Teradu I s'd'

Teradu V berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan

KPUnomorgTahun20lgdarrPasal348Undang.UndangNomorTTahun
2Ol7 yang pada pokoknya mengatur KTF-e1 sebagai syarat untuk

menggunakan hak pilih di TPS' Dengan demikian menurut Teradu I s'd'

Teradu V tidak perlu dilaksanakan PSU. DKPP menilai tjndakan Teradu I s'd'

Teradu V tidak melaksanakan PSU pada TPS 03 Batuoge telah mengabaikan

fakta terdapat 2 (dua) orang pemilih tidak memenuhi syarat usia

mengEunakan hak pilih dengan berpedoman pada aspek forrnil telah

diterbitkan KTP-el oleh Dinas Penduduk dan catatan sipil Kabupate n

Pasangkayu tirlak rlapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara

Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilu Teradu I s'd' Teradu V mempunyai

kewajiban etik dan hukum memberikan kepastian hukum bahwa pemilih

yang menggunakan hak pilih telah memenuhi syarat usia yang secara

administratif dibuktikan KTP-el. Berdasarkan peraturan perundang-

unrlangan, pemilih harus memenuhi syarat usia yang dibuktikan dengan

KTp-eI. Kedua persyaratan tersebut bersifat kumulatif. Dalam perkara a quo 2

(dua) orang pemilih terbukti secara faktual tidak memenuhi syarat usia
pemilih meskipun secara administrasi dapat menunjukkan KTP-e1' Pada

penyelenggaraan Pemilu sepatutnya Teradu I s.d. Teradu V melaksanakan
t.atAh+rrahhllLll6.amilll,lahd^.j''j''.n^.anilTaranrrT.r{Tar.ztrrl/

terbukti melanqgar prinsip kepastian hukum sebasaimana diatur dalam Pasal

11 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dengan demikian pokok

aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I s.d. Teradu V tidak
meyakinkan DKPP.



Kabupaten dari Dapil 3 yang tertukar, dan di TPS 03 Desa Balanti (Dapil 4)

terdapat 8 surat suara DPRD Kabupaten vans tertukar dengal surat suara

DPRD Kabupaten di Dapil 1' Bahwa terhadap tertukarnya surat suara

TCISCUUL UCI Uastlt l{'arl JE' E'CI Safila l\fu tJawalilU l\UttlUI JC-

087O/K.Bawaslu/P54.00.O0/ 4l2OLg surat sua.ra sah untuk Partai Politik'

Selanjutrrya, berkenaal dengan tertukarnya surat suara Teradu I s'd' Teradu

V rl:els-t{uLar Llarin]rasi lepad= I(as'-r!-'ag I-Inurn dan LogistJl K-nt-t

Pasanskavu dan Jaiaran KPPS TPS O4 Desa Motu' dan TPS 03 Desa Balanti'

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diberikan sanksi kepada Kasubag

Umum dan Logistik KPU Kabupaten Pasangkayu selaku penanggungiawab

logistik. Berdasarkan uraian tersebut IIKPP menilai Teradu I s'd' Teradu V

telah bertindak responsif dalam menindaklanjuti peristiwa tertukarnya surat

suara sesuai ketentuan hukum dan etika penyelenggara Pemilu' Dengan

demikian, pokok aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I s'd V

meyakinkan DKPP;

[4.3.4t Bahwa Teradu M tidak cermat dan tida] profesional dalam merespons

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu TPS 1' Pengawas Pemilu

TPS 3 dan Pengawas Pemilu Kecamatal Pedongga; Teradu VI bera-lasan tidak

perlu lagr menerbitkan rekomendasi karena telah ada rekomendasi yang

dikeluarkan oleh Panwascam. Teradu VI beralasan karena struktur Bawaslu

bersifat hierarkis maka Teradu VI tidak perlu lagi menerbitkan rekomendasi

yang dapat menimtlulkan ketidakpastian hukum' Dalam persidangan

i.*.rgt "p 
fakta sikap dan tindakan Teradu VI bertentangan dengan asas

t .prtut^.t. Berdasarkan bukti T-6 Teradu I s'd' Teradu V berupa Surat

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 236/K'Bawaslu' Prov'SR-

05/TU.00.01/IV/ 2019 perihal permohonan pertimbangan PSU' Teradu \lI

tidak memberikan saran pertimbangan s€cara jelas dan tegas' setragaimana

tertulis dalam diktum IV surat a quo menyatakan "berdasarkan angka II dan

III d.i atas, maka disarankan kepada Komisi Perniliahn Umum (KPU)

Kabupaten Pasangkayu mel'aksanakan proses berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ' DKPP menilai bahwa

sepatutnya Teratlu VI memberikan saran pertimbangan rlan penjelasan secara

lulas atas rekomendasi yang ditertritkaa sehingga tidak membuka ruang

inierpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum'

ketidakadilan dan kegaduhan Pemilu. DKPP menilai perbuatan Teradu vI

terbukti melanggar prinsip kepastian hukum dan profesional sebagaimana

diatur dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 15 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2

Tahun 2017. Dengal demikian pokok aduan Pengadu terbukti dan jawaban

Teradu VI tidak meYakinkan DKPP.

SAUNAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman :

[4.4] Menimbang dalil Pe ngadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk
mamnarfimtr-n rLaa

V. IIESIMPT'LIIII
Berdasarkan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan

sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu,

memeriksa jawaban dan keteranga.n Para Teradu, mendengar keterangan
ruvuuLaa6(! ^elLr4ra6@r 

uillor,

dnlarrnen Penoqdrr dan Para Teradrl Derrran Kehnrrnatan Penvelenooqra

Pemilu menyimpulkan bahwa:
Salinan putuse ini tidEk bi.a diPdgunakEn ecbaaai rujukan r.sEi at.u dat bukti

Untuk inform'si l.bih ldjut, hubungi Sde.t*i3 PcBidangd DKPP RI, Jl. MH- Th.ffin No. 14, Jakarta Pu6at 10350,
Tdp. {ml} 31922450, Far_(mr} s19224s,



SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI{YELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman :

(5. U Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili

Dengaduan Pensadu:
(5.2) Pengadu memiliki kedudukan hukum (tegal standing)untuk mengajukan

PcuB,auuau Cr ql.u,

is.s] r"r"a, i, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V' dan Teradu VI

terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Fen;rele ngara Pen!1u.

Berdasarkan oertimbanean dal kesimoulan di atas'

UEUUTUSIIAI|
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;

Z. Ueniatuhf<an sanksi Peringatan kepada Teradu I Syahran Ahmad selaku

Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Pasangl<ayu; Teradu II

Harlywood Suly Junior, Teradu III Heriansyah, Teradu IV Syahruddin' dan

Teradu V Alamsyah, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten

Pasangkayu sejak putusan ini dibacakan;

3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu VI Ardi Tlisandi selalu

Ketua merangkap Anggota Bawaslu kabupaten Pasangkayu sejak putusan

ini dibacakan;
4.MemerintahkanKomisiPemiljhanUmumProvinsiSulawesiBaratuntuk

melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I s'd Teradu V

paling lama 7 (tujuh) hari tertritung sejak putusan ini dibacakar;

5'MemerintahkanBadanPengawaspemilihanUmumPerovinsiSulawesi
Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu M
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan; dan

6. Memerintahkal Badan Pengawas p6milihan umum Republik Indonesia

untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini'

Demikian diputuskan da-lam Rapat Pleno oleh 6 (enarn) anggota Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihal UmUm, yal<ni Harjono selaku Ketua

merangkap Anggota; Alfrtra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati,

dan Rahmat Bagia, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal

Dua puluh Empat trulan Juli tahun Dua Ribu sembilan Belas dan dibacakan

dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal

Sebe las bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Bel'as oleh Ha{ono
selaku ketua merangkap Anggota, Alfrt'a Salarn, Teguh Prasetyo, Muhammad,

Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan
tidak dihatliri Para Teradu.

AITG:GOTA

Alfifro llalam Taouh Drceafva
Ttd Ttd

Salinah putusan ini tidak biea dipergunakan lcbagai lujuk& rc6Ei atau alat buldi-
Untuk informasi l.bih lanjut, hubuDgi Scl,.r.tdis PcBidegan DKPP RI, J. MH. Thffiin No. 14, Jakarta PusEt lO35O,

Tdp. (m1| s192245q Far. (o-21) sI9224s,

XETUA
Ttd

lrdll^n^
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SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PEI'IYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman:

Muhammad Ida Budhiati

AStr ru[usall Im fetan Gr[an(ralangalu sccuKupnya, (Ian GlKeluan<an scoagan

STKRETARIS PTRSIDAITGAN

Osbin Samosir

oaurar Purusal ursa uPErBuud^dr s€u 4 1

DKPP RI,Untuk informai lebih lmjut, hubungi Sekretris l:::'-d=g=
Email: inf@dkpp.go.id

Jl, MH. Thamin No. 14, Jakata Pusat 1035O,


